SEMARANG

TESIS

PENDAYAGUNAAN HUKUM MELALUI PROéRAM ,
PEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN SWASTA
UNTUK PENGEMBANGAN KOPERASI | e
(SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN DATI II BANYU MAS)

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Qleh:
I Ketut Karmi Nurjaya :
NIM: B4A096040 !

Pembimbing
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

1999
s
Pt



PENDAYAGUNAAN HURKUM MELALUIPROGRAM
PEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN SWASTA
, UNTUK PENGEMBANGAN KOPERASE
{SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN DATI IIBANYUMAS)

Iyisusun oleh : |
I Eatut Karmi Nurjaya T
WNIM : B4A 086 049

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 12 Juli 1599

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukumn !

R,
LKA

AACRS Dfﬁ‘@@.',arjana\UNDIP

mbimbing

My [ENE N

ProfDr. Satjipto Rahardjo, SH



et

wel

wd

L . T T T - - o= L ER .

L}
¥
+

.I-.— u

1

- momow o owow

L%
L]

- e w oo

vy

=y

il
a

M
e

-

Tl gy me =gt 2
. SSESTUT oI

™
-
-

Ly

T

g
sk ¢

ekl
TN ZE

]
+
L3
¥
’

R T T e A e

£

Ao o

-

Zry

-y =
w

=

£

Ty
=TT

=
#

L

Sty
L=

xp
ot

=

s

ey

P

i
f




[

5 - 2 T - LT S O R X
i 0% - b~ e tm fe b oy
L | L] g [ ~ v Lo i
\ ' ' q\..ﬂ . v L] U3 1 ' " ' ' ' h
! ' N ~.m v ' ' s 1 ' s ) ' \ '
! ! N L0 ’ * ' ths v + s » s . Y ~ -
' ' ) L 4 ' + £ ' ‘ . ] 4 + * Cod
v 1 \ 24 .“ 4 » 1 i ] ] . 1 1 l ] B
' ’ 4 ) ' ' . 1 3 v 1 :
' 1 [] ' ] ] ' ] . 1
: ' R - 1 ' ' ) ' , . :
' [ [} [ 44 V ] \ ' f ' 1 .
' v . in )] ) ) ' ' ' v +
[} . ] _p“ [ 1) 1 ] [} [] (1
' v " "W t ] 1 ] * 1 '
) + ] 1 1 T ] ' v ]
[ ] ] 1 ] ] L} ] v ¥
* 1 1 ] 1 [} ) v v Al
* L) ] 1 1 3 ] \ [l Al
) L] . t + + \ 3 ) Al
' . . . [ ' v . '
. \ ang 1 ] \ ' ¥ ' '
’ ' i \ ' . + 0 [ +
M ] 1 ' ' . \ . ' L
1 i N ' ' 1 ' ' 1 '
' ' I 4 ] 4 \ \ .
N ) * ] ] +
+ \ ' ] 1 1
' . * . s i
' » ] ' '
' I ’ ¥ ' '
' K [ ' ] H
+ ] ' ' P v i
' ‘ ' i '
] “r "
] i '
iy ol o ,ﬁ
) % '
wl i ' ' [
ot 0] L} ]| '
Fio
"
N . : . i .
R 4 W3 =p P (i

IV.

o
s
BATD




ST L
Sl S s

RATA PERGANTAR

Puji dsn  syuku

L1
r;:;
foy
jun
[
-
™
L
£
3
Ca,
i
ot
o
i
W
8K
s
[y
2.
L]
hal
£
=
3
far)
3
o
-3

Yang Maha Egza, karena aktas Harunia-Nya panulis  dapatb

menyelesailkan penulisan T

a
Fee

Penulisan tesis yang berjudal: mmﬂm&gsmﬁmﬁ HURUM HELA-
LUI PROGRAM PEMILIEAN SAHAM PERUSAHAAN SWASTA UNTUK% PERGEMBANGAN
ROPERASI ( SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN DATTI IT BﬁNfUHAS) ini,
dimaksudkan untuk wmemenuhi ssebagian dari égarat-syarat
akademik bagi peserta Program Pascasarjana Bidang Ilmu
Hukum Universitas Diponegoro Semarang, gunz mencapal gelar
Hagister dalam Ilmu Hukum.

Penyelesaian tesis ini dapat terlaksana a@alah berkat
bantuan dosen pembimbing. Bimbingan beliau éidak hanya
sava rasakan ketika menulis tesis, bahkan iselama dua
setengah tahun menuntut ilimu di Program Pascasérjana ini,
sangat terasa pikiran saya dipenuhil oleh gagisan-gagasan
besar ﬁanakala selesal mengikuti kueliahn beli%u. Pribadi
vang tidak pernah marah kepada mahasiswanya %dan sangat
santun dalam menyampaikan buah pikirannya menjadikan
beliaun pantas disebut sebagai Begawan, sebuah keteladanan
yvang tidak akan pernah terlupskan. Penulls merasa sangat

beruntung dapat secara langsung mendengar buah pikiran dan

secara langsung puls dibimbing coleh belian dalaﬁ penulisan
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tesiz ini. ‘
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Selanjutnya, sehubungan dengan terselesalkannya penu-
lizsan tesis ini disamping kepada Beliaas vyang terhormat

Bapak Prof.Dr. Satjipto Rahardjo ,53H salakn pemnibimnbing,

rasa terims Xasih dan psnghargaan yang setinggi-tingginya

penulis ucapkan kepada yang terhormat :

1. Prof.H. Purwahid Patrik,3H, =elake Ketga Frogram
Pascasarjans pada saat tesis ini mulai ditulis yang
telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulils
untuk menimba Ilmu di lembaga ini. ..

2., Prof.Dr. Barda Nawawi Arief,GH, Sélaku kgtua Progranm
Pascasarjana menjelang tesis inl sslesal ditulis.

3. Dr. Esmi Warasih,3H,HS, vang tslah berkenah melakukan
revigw terhadap proposal penelitian tesis ini, sehing-
ga dalam melagukan penelitian di lapangan, penulis
memperoleh gambaran yang lebih jelas.

4. Dewan Penguji, vang dengan kerendahan hatinya berkenan
untuk memberikan penulisan terhadap tesis yang penulis
ajukan gserta memberi masukan-masukan untuk penyempur-
naan tesis ini.

5. Bapak Ketua RUD Tani Maju, Bapak Kestua KUD Ajibarang
Bapak Ketua KUD Mustika,Bapak Ketua RKUYD Aris, beserta
seluruh stafnya, vang telah memberi penulis pelayanan

begitu baik pada saat penelitian tesis ini dilakukan.

§. Bapak Kasi Tata Usaha, Kantor Dinas Keperasi Panyunas

o

serta Bapak Taryono yang +telah wmeabsrikan penulis
masukan-mazukan beserta data vang sangat penulils

butuhkan.




7. Bapak Eko Soponyono,3H,MH, Mas Susilo serta  semua
ataf di Program Pascasarjana UNDIP , yang telah banyak
memberi bantuan dalam proses senyalesalan tesls ini.

8. Rekan-Rekan, baik di Fakultas Hukum UNS0ED Purwockerto,
maupun peserta Program Pascasarjana UNDIP,vaitu
Akhmad Fadillsh, Endang Heryana, Heru, sérta rekan-
rekan vyang lain yang tidak mungkiln disebutitan satu
persatu yang telah banyak membantu penulis bailk pada
saat perkuliahan hberlangsung maupun pada gaat
penulisan tesis ini.

g. MNi Luh Wayan Sari Artika, istri oenulis, yvang dengan
penuh kesetiaan mendorong semangat penulis untuk
menyelesaikan penulisan tesis ini,

10. Mi Luh Putu Keéisna Anggraeni, I made EKerisna Agung
Putera, anak-anak penulis, vang dengan kelucuannya
memberi semangat kepada psnulis dalan menyelesaikan
tesis ini.

11. Rasa terima kasih ini penulis persembahkan kepada
orang tua tercinta beserta saudara-saudara penulis,
keponakan, dimana mareka tiada hentinya selalu
memberikan dorongan, saat milai sampal selssainva
studi pascasarjana ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini,

apurnaan, balk dari sisi bobot

{Te

maéih jauh dari kes
isi/substansi maupun dari sizi penyajiannya, nanun penulis
werharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat, walau-
pun manfsat itu terasa amat kecil adanya.
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Akhirﬁya dengan sgsegala kervendahan hati, penuiis
kemball mengucsapkan terima kasih kepada semua pihak vyang
telaeh membantu, balk secsra langsung maupun ftidak lang-
sung. Penulis menyadari tidak nungkin dapat memrbalas semua
kebaikan itu sscara langsung dan nyata, untuk itu penulis
serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Mazha Esa, karena hanva
Beliaulah vyvang mampu uniuk membalasnya. Dan penﬁlis selaln
berharap semoga Tuhan Yang Mahaesa senantiasa menmberikan

rakhmat serta lindungan-Nva kepada kita s=kalian.

Semarang, 28 Juni 1889

Penulis




ABSTRAK

Tesis yvang beriudul Pend&yagunaanlﬁukum Melalui Pro-
gram Pemilikan 5Saham Perusahsan Swasta Untuk ?engembangan
Koperasi (sustu Penelitian di ksbupaten Dati fI Banyunas),
inl mengkaji tentahg-penggunaan hukum sebagal © sarana/alat
dalam pengembangan koperasi. |

Adanya proses pendemokrasian‘ekonomi égrta program
pemilikan saham perusahasan swasta oleh k&perasi vang
manfaatnya dirasakan sangat Kecil oleh koperasi/KUD adalah
vang menjasdi obvelk pembahasan,

Pemilikan =zaham sebagai proses mewujudkan/menciptakan
demokrasi ekonoml masih butuh suatin persiapan baik pada
pihak pemerintah vang berwenang fasilitas-failitas fLeruta-
ma vang berkaitan dengan bidang hukumnys maupun pada pihak
perusashaan swasta dan koperasi sebagal pelakunya.

Froses pendayagunaan hukum harus dimulai dari pembusa-
tan hukumnya, harus dapat mendukung dan sekaiigus dapat
nenberikan Jjalan keloar untuk menyelesaikan hambatan  yang
menjadi magalah-ma=zalah dalam pelaksansan pemilikan saham
perusahasn swasta oleh koperasi, yvang terlihat dari tolak

nkur pemilikan  samah perusahaan swasta oleh koperasi,

i3

wewenang koperssi sehagal pemegang sahsm perusahaan swasta

serta kedudukan =aham koperasi dalam perusahaan swasta.
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BAB 1T
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Koperasi adalah suaty crganisasi yang beranggotakan
|

orang-orang atau badan-badan, yang memberikag kebebasan
masuk dan keluar sebagai anggota, dsngan b%kerja sama
secars kekelnargaan menjalankan usaha, untuk ‘mempertinggi
kesejahteraan jasmaniah para angsotanva X

Dalam kehidupan ekonomi vang semata-nata dilandasi
oleh semangat persaingan, maka sebagian besar razkyat keeil
vang lemah seperti petani, buruh, nelayan, pedagang kecil,
pengerajin dan lain-lain akan tertinggal dari arus kema-
Juan karena tidak mémiliki kemampuan untuk bersaing dengan
golongan lain vang lebih kuat.

Guna mencapal tujuan Iuhur seperti vang tercantun

dalam Pancasila dan UUD 1345, yaitu mewuJudkan kemakmuran

bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tata kehidupan ekonomi

harus dikembangkan dengan semangat kerja sama dan keke-

luargaan. Golongan masyarakat lemah di kota dan di desa
yang merupakan sebagian besar rakyat Indonesia perlu
diajak, diikutsertakan secara aktif dan diberikan kesempa-
fan vyang legbih luas untuk membangun dirinya melalui

.2
koperasi=.

1. Arifinal Chaniago, Koperasi Indonesia, Angkasa, Bandung,
1873, Hal. 1,

2. Ninik Widiyanti & Sunindia, Xoperasi & Perekonomian Indonie-—
sia, Aneka Cipta, Jakarta, 1998, Hal,3,

| UPT-PUSTAR- UNBIH




Sehubungan dengan hzal tersebut diatas seyogyanya
koperasi diberikan peluang untuk tumbub  dan berkembang
dengan baik Karena sebagaimara  diungkapkan olsh Thoby
Matis, Jika kopsrasi menata dirinya desngan baik, maka
koperasi akan bermanfaat karena memberikan dampak ekster-
nal ekcnomis bagil masvarskat vang bukan anggotfa.

Mengingat kondisi perekonomian dewasa ini, dimana
pargsaingan semakin ketat, efisiensi dan efektifitas peng-
gunaan sumber daya ekcnomi lebih ditekankan, jelas menun-
tut organisasi skonomi dalam perkembangannva perlu berbe-
nah diri meningkatkan fungsi ekonominva, demi kelangzungan
hidup dan kelangsungan usaha. Fenjabaran mengenai perkem-
bangan dan pengembangan Koperasi tentu saja tidak bisa
dilepaskan dari peﬁbicaraan tentang pelaku ekonomi vyang
lainnya yaitu BUMN, dan Badan Usaha Swasta. Di dalam
praktek, selama ini koperasi pada umumnya masih menghadapi
banyak kendala untuk bertahan dan mengembangkan usahanva.
Sedang di sisi lain BUMN dan Badan Usaha Swasta berkem-
bang Jjauh lebih pesat dari pada koperasi.

Koperasi vang merupakan suatu organisasi berbadan
hukum menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkat-
kan peranannya di berbagai sektor kegiatan ekonomi. Seba-
gai organisasi ekonomi berbadan hukum, koperasi tidak
hanyva melakukan kegiatan ekonomi, tetapi jugé perfungsi
sebagal organisasl sosial dalam upayva peningkatan kese
Jjahteraan ekonomi para anggotanya;‘hal inilah yang membe-
dakan koperasi dengan organisssi ekonomi lainnya. Koperasi

adalah suatu benituk kerja sama yang muncunl karena ada




kesamaan kebutuhan vang dirasakan. Kebutuhan ity bisa

bertolak atan bergerak dari beberapa hal sebagai barikut

41

a. kebutuhan untuk mendapathkan pelayvanan pinjaman yang
cepalt, murah dan ftapat;

kebutfuhan untuk mencdapatkan harga vyang lavak dari

[ap

barang-barang yang dijual;

c. kebutuhan untuk membeli atau melakukan pemnbavaran

secara bersama agar mendapat beberapa keringanan vang

dapat dinikmatl secars bersama;

d. kebutuhan untuk menghilangkan pemeraszan ekonomis dan
sosial vang terjadi;

e. kebutuhan untuk mengzhindarkan persaingan yang tidak
sehat antar seséma anggota agar terciptanya kerukunan
terus menerus; |

f. kebutunhan untuk melestarikan suatu solidaritas sosial
dalam berusaha supaya dapat memberikan pelayanan vang
baik , teratur dan berkelanjutan;

g, kebutuhan wuntuk mempersatukan potensi dari anggotanya
vang selama ini terpisah-pisah dan tidak dikelola untuk
mendatangkan manfaat tertentu;

h. kebutuhan koordinasi terhadap kerja sama didalam kelom-
pok vyang belum diefektifkan untuk memberfkan nanfaat
vang lebih besar;

i. kebuatuhan untuk melalkukan pembagian peksrjaan menurut

4. Thoby Mutis, Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang
Kedudukan Perusshaon Ekenomi Lwmah den Keperesld, BPHN, Jekasta, 1083,
Hal, 73,




minat dan perhatian untuk mendatangkan manfaat bagi
kelompok dan individu yang terlibat di dalémnya.

Selain itu bicara tentang koperasi maka ﬁerlu diper-
hatikan konteks koperasi sebagai Ismbaga =kononi Vang
memiliki isian sosial dan memiliki nuansa tertentu. Tentu-
nya koperasi itu tidak terlepas dari nmanusia vang ada
dalam koperasi yang menjadi snggota-anggotanys. Dua hal
vang sering diperscalkan dengan tsjam dalam pembicaraan
tentang perkembangan koperasi adalah kurangnya partisipasi
anggota dan rendahnya rata-rata pendidikan anggota vang
memelihara motu partisipasi itw dalam lingkungan koperasi.
Sehingga profesionalisme insan koperasi dirasékam sebagai
salah satu masalah yang paling menonjol dalamgperkembangan
aktivitas koperasi.‘Dan sudah diketahui secaraiumum bahwa
banyak koperasi yang cenderung mengandalkan pada fasilitas
dan perlindungan pemerintah, yvang tentunya ‘tidak akan
mendorong kearah kemandirian,

Reterbatasan dana yang dihadapi oleh koperasi juga
merupakan suatu kendala yang menyebabkan keberadaan
koperasi sebagal pelaku ekonomi belum cukup berperan
menjadi tumpuan masyarakat.

Sehubungan dengan keterbatasan dana atau struktur
prermodalan yang lemah juga dikemukakan oleh H.Soeharscono
Sagir dkk (BPHN) berdasarksn hasil penelitiénnya vang
berjudul Penelitian Hukum Tentang Pengembaﬁgan Usaha
Koperasi Dalam Peningkatan Ekonomi, dikatakan bahwa berbi
cara tentang perkembangan perkoperasian dilihat dari  segi

permodalan atau keuangan dalam kaitannya dengan pening-




katan ekonomi koperasi maupun peningkatan kesejahteraan

angdota, nampaknya merupskan suatu hal yang pckok untuk

dibahas secars saksama, karenz ternyata dari  seluruh
responden vang terpilih 100 % menyatakaﬁ mempunyal masalah
vang berhubungan dengan keuangan, dalanm arti jumlah modal
vang sedikit dan kesulitan dalam mengelolanya agar dapat
dilihat perkembangannya sscara nyata5

Jadi diantara sejumlah masalah internal yang paling
dominan dihadapi koperasi adalah keterbatasan dana dan
pengelolaan daril dana itu sendiri, padahal kekurangan
modal dan kelemahan dalam manajemen merupakan dua hal yang
menjadi kunci pertumbuhan usaha koperasi. Bahkan lebih
dari 1itu, wmenjadi penentu kemandirisn yang pada akhirnya
rempertinggi daya saingnya terhadap bangun usaha lainnya.

Reterbatasan sumber dana di lingkungan koperasi ini
adalah wajar karena

(1). sumber dana koperasi lebih banyak mengandalkan dana
vang dihimpun secara tradisional melalui simpanan
pokok, wajib dan sukarela dari para anggotsa;

p(2). sulitnya mencari sumber-sumber dana 1lain karena
keterbatasan kemampuan baik secara materiil nmaupn
pengetahuan |

(3). belum mampu memanfaztkan sumber yang tersedia secara
optimum terutama yang berasal dari Bank.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas juga

5. H. BSosgharsono BSagir, Laporan Hasil Penelitian, BEHN,
1891/1992, Jakarta, Hal.34.




menunjukkén bahwa penerimaan dana terbe
berasal dari anggota kopsrasi. Adapun alasan mengapa
koperasi banyak mengalami kesnlitan nntuk memperoleh dana,
terutama vang berhubungan dengan lembaga perbankan, adalah
karena persyaratan yvang dituntut perpankan kadang-kadang
dirasakan berat olsh koperasi. Dalam hal agunan misalnya
unumnya koperasi tidak mempunvyai kekayaan yang cukup untﬁk
diagunkan, demikian pula dengan suka bunga l”

Berkaitan dsngan adanya kesulitan vang dialami oleh
koperasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam rangka
terwujudnya kesempatan berusaha yang sama diéntara pelaku
ekonomi dikeluarkanlah Surat Edaran Menteri Koordinator
Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pemban-
gunan Republik Inaonesia Nomor : ©SE - O05/M.ERUIN/1991
Tentang Pemilikan Saham oleh Koperasi, vang pada dasarnya
adalah untuk menindaklanjuti pernyataan Bapak Presiden
tanggal 4 Haret 1990 sewaktu menerima pengusaha-pengusaha
swasta,

Landasan dari Surat Edaran yang dijadikan dasar
bersama dalam melayani dan membantu keinginan pengusaha
menjual saham perusahaan kepada koperasi ini adalah seba-
£ai berikut
1. Tiga kekuatan ekonomi nasional yvang diisyaratkan oleh

Garis-Garig B Halvan MNegara adalah Badan Usaha

vl

sa

ke

Milik WHNegara, Xoperasi dan Badan Usaha Swasta bukan

merupakan Kkomponen vyang harus saling berbenturan.

1. Ibid, Hal, 35.




tetiga-tiganya harus sszling nendukinng dan terpadu di

dalam sistim ekonomi nasional.

[N ]

Keglatan dunia usaha yang besar perlu dikembangkan

sehingga dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya
bagl kemakmuran rakyat.
3. Sesual dengan amanat pasal 33 UUD 1845, koperasi

dikembangkan sehingga menjadi kekuatan ekonomi dan
sekaligus wadah untuk mewujudkan pemerataan menuju
keadilan sosial.

4. Penjualan saham kepada masyarakat, termasuk pada
koperasi, merupakan salah satu jalan untuk memerata-
kan pembangunan dan untuk membuat dunia usaha kita
lebih terbuka dan lebih sehat. Namun pewnbelian sahanm
dewasa ini aasih terbatas pada sebagian anggota
masyarakat vyang keuangannya relatif sudah baik.
Sebaliknya, golongan ekonomi lemah belum banyak dapat
ikut berpartisipasi dalam pemilikan saham. 7 "Surat
Edaran Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan penga-
wasan pembangunan RI No.SE-05/M.ERUIN/1891 tentang
pemilikan Saham oleh Koperasi®
Agar pembahasan tesis ini dapat mendalam, maka pera-

masalahan yang ada dibatasi pada koperasi dalam bentuk KUD
saja. Pembatasan hanya pada KUD saja dilakukan karena
berdasarkan pertimbangan bahwa sdanva keinginan pensliti
untuk lebih memahaml kehidupan masyvarskat pedesaan khusus-
nya yvang berkaltan dengan KUD vang pasda umumnya mampunval
kaitan.

Sehubungan dengan adanya program pemilikan saham




perusahaan swasta di Kabupaten Dati II Banyuras telan

diiknti oleh tujuh Koperasi/KUD. Koperasi/KUD yang telah

menerima pangalihan saham tersabut adalah sebagai
berikut
1. RUD Aris PRanvumas telah menerima pengalibkan s=saham

sebanyak 75.000 lembar dari PT Kayu Lapis Semarang.
2. PRIMKCPAD A.13 DKT Purwokerto telah menerima pengali-

han saham dari PT Gudang Garam sebanyak . 20.0801lembar.

o

Koperma UNSOED Purwokerto telah menerima pengalihan

saham dari Bank Uwnum Nasional sebanyak 30.000 lembar.

4. KUD Mustika Sumbang telah menerima pengalihan saham
sebanyak 25.000 lembar dari Bank Bali.

5. KUD Ajibarang telah mensrima pengalihan saham seba-
nyak 278.000 lembar dari BII.

6. KUD Tani Maju Arcawinangun telah menerima pengalihan
saham sebanyak 280.000 lembar dari Bank Bali.

7. Koperasi Batik Sokaraja telah menerima pengalihan
saham sebanyak 20.000 lembar dari Kanindotek.

Sejalan dengan tujuan program pemilikan sahan perusa-
haan swasta sebagal instrumen yang diharapkan dapat mem-
bantu menumbuhkan koperasi, maka sehubungan dengan itu
ternyata koperasi/ KUD umumnya merasakan manfaatnya sangat
kecil khususnya dalam hal penambahan modal, sebagai dampak
langsung dari program terssbut. Diintrodusirnya program
pemilikan saham perusahaan swasta ke dalan tujuh
koperasi/KUD tferssbut diatas s=lain diharapkan membawa
manfaat bagi dinamika modal juga diharapkan dapat mengen-

bangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan perusa-




haan swasta yvang mengalihkan gahamnya. Upaya memahami dan
menjelaskan logika dibalik dinamika modal dalam upaya
pengembangan koperasi, adslah vang melatari permasalahan

penelitian ini.

B. Permasalahan

Pemilikan saham rperusahaan swasta oleh koperasi
bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kcperasi
menjadi wusaha yang berskala besar. lebih Javh, upaya
tersebut Jjuga bertujuan untuk rewujudkan perekonomian
berdasarkan demokrasi ekonomi, mengatasi ketimpangan
ekonomi dan kesenjangan sosial, serta mewujudkan unsur
pemerataan pada Trilogi Pembangunan.

Program pengalihan saham kepada Koperasi/KUD telah
berjalan hampir delapan tahun sejak Bapak Presiden IT
Republik Indonesia mengimbau kepada para rengusaha besar
di Tapos. Persocalan yang kita hadapi adalah ternyata
manfaat program pemilikan saham perusahaan swasta oleh
kooperasi yang dirasakan oleh KUD khususnya yang dijadikan
obyek dalam penelitian ini tidaklah begar. Hal ini dapat
dilihat seperti di KUD Aris, deviden yang dipercleh hanya
cukup untuk meringankan biaya operasional koperasi, meski-
pun disisi lain dalam arti di KUD ©penerima pengalihan
saham perussahaan swasta lainnya seperti di KUD Ajibarang
ternyata program ini dirasakan cukup bermanfaat.

Adanya keadsaan sebagaimans tersebut diatas, sscara
teoritis tentu tftelah dilatari olsh berbagai stimulué,

insklusif uvpaya pendavagunaan hukom untuk merekayaga




1.0

kondusifitas dunia usaha lswaft program pemilikan sahan
perusahaan swasta oleh koperasi. Pertanyaan urgen untuk
dijawab dalam hubungan ini zpaksh sscara substantif pro-
gram pengalihan saham memberikan manfaat kepada KUD vang
menerima pengalihan saham ?, Adakah hukum telah berperan
maksimum dalam program terssbut ?. Lantas mengapa ada KUD
vang merasakan bahwa program pengalihan saham ternyata

tidak begitu bermanfaat ?7.

Secara rinci permasalahan-permasalahan yang hendak
dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pendayagunaan hukum melalul program pemilikan sahan
dalam mewunjudkan proses demokrasi ekonomi pada EUD-
KUD penerima pengalihan saham di kabupaten Dati II
Banyumas.

2. Kemanfaatan prdgram pengalihan saham perusahaan
swasta di Kabupaten Dati II Banyumas dalam upaya
pengembangan KUD-KUD yang telah menerima ~ pengalihan
saham.

3. Hambatan-hambatan dalam upaya pengembaﬁgan
koperasi/RUD penerima pengalihan saham peruszahaan

swasta.

Difinisi Operasional

Agar terjadi kesamaan persepsi dan menghindari adanya
perbedaan penafsiran dan pengertian, diirawah ini penulis
paparkan beberapa pengertlan pokok yang ada dalam  Judnl
penelitian ini.

ITstilah hukum mengacuo padsa hukum formal dan hukum
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positif,bukan hokum kebiasaan, hukum agama maupun hukun
adat. Pengertian hukum formal mengazcu pada karakteristik
hukum formal yaang dikemukakan olzh Weber dan Marc Ga-
lanter. Weber memberikan pengertian hukum formal sesbagai
berikut
1. diangkat sshingga mempunval ketentuan-ketentuan
vang sangsat umum, sesual dengan asas-asas yang
universalistik.
2. Mempunyail tingkat keumuman wyang disebut sebagai
rasionalitas yang formal.
3. Mengkankan pada faktor prosedur 7,
Galanter menyebutnys tidak sebagai hukum formal
melainkan sebagail hukum modern dengan ciri-cirinya
sebagai berikﬁt:
1. Terdiri dari peraturan yang seragam dan tidak
berlainan dalam penerapannya. ?
2. Transaksional, artinya hak dan kewajibaan itu
timbul dari hubungan transaksi dan tidak dile-

katkan kepada sess=orang begitu saja tanpa bisa

diubah-ubah.

3. Universalistik.

4., Sistimnya hirarkis.

5. Sistimnya diorganisasikan secara birokratis.

8. Sistimnya bersifat rasional.

7. Sistimnya dijalankan oleh tenaga profesional.

7. Satjipto Rahardjo, Hulkum dan Perubahan S%sial, Alumni,

Bandung, 18732, hal. 72.
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8. Térdapat tenaga-tenaga profesional vang menghusugs-—
kan diri untuk menjadi prantara antara pengadi-
lan dengan rakyat vanzg membutunhian Jjasa badan
tersebut.

9. Sistimnya bisa diubah dan diperbaiki.

10.5istimnya bevsifat politis, artinya dilepaskan
daril dominasi badan-badan lain keéuali negara.

11 . Terdapat pemisahan fungsi-fungsi, yaitu pemerinta-
han legislatif, dan pengadilan *

Dengan demikian pengertian hukum dalam penelitian ini
dapat ditegaskan sebagai hukum yang berlaﬁu pada saat
sekarang ini, dibwat cleh lembaga yang berwenang dengan
mengikuti prosedur, berlakunya dapat dipaksakan oleh
aktor-sktornya dan ﬁempunyai sanksi vang mengikat.

Pendayagunaan hukum merupakan proses maksimalisasi
kKemampuan hukum untuk mendatanskan hasil dan manfaat
sesual dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demiki-
an hukum vyang berdaya guna adalah hukum vyang mempunyvai
kemampuan melaksanakan tugasnys dengan baik. Pendayagunaan
hukum berarti pula sebagai upaya untuk memfungsikan secara
optimum "“fasilitas-fasilitas” vyang sudah dilegitimasi
dalam peraturan/undang-undang. Dengan demikian, konsep
pendayagunan hukum lebih mendekati pada pemberian kesempa-
tan yang sebesar-besaranya kepada subyek hukum untuk mempe-—

1. Galanter dalam Wyron Welner, Modernisasi Sistim Hukum,
Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1980, hal. 102-104. Lihat
Juga Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bardung, 1388, hal. 180-
181,
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roleh hak-haknya sesual yang tercantum dala peraturan

perundang-undangan,

Pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesisa

adalah merupakan suatu prosss, cara, atau perbuatan me

ngembangkan. Jadi vyang dimaksud "Pengembangan” disini
adalah suatu proses untuk mewujudkan koperas; agar setara
dengan badan usaha lainnya sehingga pemerataan pembagian
hasil pembangunan dapat terwujud.

C. Kerangka Teoritik

Dari sudut tatanan kehidupan ekonomi dapat diterang-

kan bahwa pemilikan saham in-herent dengan demokrasi g.

Disini pemilikan saham merupakan penciptaan atau proses

demokrasi ekonomi (economis democracy)lox D%lam hal ini
proses demokrasi ékonomi itu adalah secara Qikro, vaitu
pada tingkatan perusahaan (¢(firm) ditegakkanl demokrasi

ekonomi di dalam lingkungan perusahaan (demoqracy within

9. Secara umum demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat. Jika dikaitkan kajian dalam konteks ekonomi, maka
salahsatu tulisan yang diangsap paling berpengaruh di kalangan ilmu-
wan karena menghubungkan secara sistemstis antara pemangenan  ekonomi
dandemckrasi adalah karangan Seymour Martin Lipset, yang terdapat
dalam tulisannya “Some Requistites of Democrady. Economic Development
and Political Legitimacy”, vang mengsmukakanbahwa demckrasi secara
positif berkaitan dengan pembangunan ekonomi, di sini terdapat propo-
gigsi Lipset yang baik, ciri-ciri sistem skonomi yang majus akan sangat
membantu proses demckratisasi dalam berbagal bidang. lihst. Didik J.
Rachbini, "Aspek-aspek Sosial Politik Dalam Pembangunan  Ekonomi",
dalam Didik J. Rachbini, Femikiran ke Arah Demokrasi Ekonomi, (Jakar-
ta: LP3ES, 19380), hal. 75, ’

10. Dalam demokrasi ekonomi sebagal suabu tatanan kehidupan
ekonoml nasional terdapat kalsngan mesvarakat luas ikut serta menjadi
pelaka aktif dalam proses ekonoml dan dalam keikutsertaan inimempero-
leh kesempatan untuk menikmatl secara wajat manfaat-mwanfaat vyang
timbul dari proses ekonoml ini, Lihat . Sritua Arief, “"Demolrasi
Ekonomi dan Penjabarsnnya”, Kompaz, 9 Agustus 1888, hal.4.
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Ffirms) dengan cara pemilikan saham perusahagn itu oleh
koperasi.

Femikiran penegakan demokrasi ekonomi dalam lingkun-
gan perusahaan ini dapat dihubungkan dengan argumentasi
vang berkembang di Amerika Serikat (Robar: A.EDahl, 1932
vaitu sebagi berikut 1

"Pertama, bahwa dJdemokrasi di dalam perusahzan akan
memperbaiki kualitas demokrasi dalam . pemerintahan
negara dengan mengubah kita menjadi warga negara yang
baik dan dengan memberikan persamaan politik yang
lebih di antara kita. Kedna, bahwa kalaﬁ demokrasi
dibenarkan dalam pemerintahan negara kit%, maka hal
ini Juga dibenarkan dalam pemerintahan y%ng membuat
keputusan—kepufusan di daiam;perusahaan".

Sehubungan dengan ini timbul gagasan untuk mengem-
bangkan ssbuah tatanan ekonomi yvang berisikan keéemilikan
perusahaan-perussahaan swaspraja dengan empat kemungkinan
vang sangat relevan, yaitu kepemilikan individual ¢indi
vidual ownership), kepemilikan koperasi cooperative owner-
ship), kepemilikan oleh negdara (state ownership dan kepe-
milikan sosial (social ownership) 1z,

Dalam penegakan demokarsi ekonomi dengan cara pemil-
ikan saham perusahaan swsta oleh koperasi, tampak bahwa

demokrasi ekonomi ini bertumpu pada lima prinsip, vaitu

11. Robert A. Dahl, Dewokrasi Ekonomi Sebuah Fengantar, A
preface  to Economic Democracy, diterjemahksn oleh Admad Setiawan
Abadi, (Jakarta: Yayvaszan Obor Indonesia, 18323, hal. 85,

12. Ibid., nal. 100-103.
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. 1
sebagai berikut -

"1, Jalur masuk yang luss bagi modal : pemilikan
mnedal (pendapatan yang menzhasilkan akan hak milik)
memberikan kemampuan skonomi, mendorong standar hidup
dan memajukan stabllitas seosial karena lebih banyak
orang mempunyal "sesuatu vang dirugikan” oleh adanya
perubahan ketenangan ekonomi yang ada dengan keksra-
San . Oleh karena itu banyak anggdota maszyarakat,
harug mempunval pemilikan modal produktif yvang jelas.
2. Satu-satunya pemilikan yang berarti ialah pemili-
kan pribadi, pemilikan selalu didefinisikan sebagail
hak untuk mengambil keputusan yvang berhubungan dengan
hak milik, hak milik antuk menikmati hasil dari hak
milik itu dan hak untuk menjual hak milik itu.
Demokrasi ekonomi bertentangan dengan pemilikan
kolektif, wvyang berarti dalam praktek pemilikan oleh
sekelompok kecil par pengambil keputusan.

3. Penggunaan kredit yang terorganisir untuk mencip-
takan pemilik-pemilik modal vang baru .. dan nmodal
baru itu diciptakan melalul investsi. Dalam praktek-
nya hal ini merupakan kunci dari berfungsinya Demo-
karsi Ekonomi.

4. Negara mempunyai peranan vyang penting dalam
kehidupan ekonomi dengan menciptakan
perangsang/insentif bagi terciptanya Demokrasi Ekcno-
mi, dengan membuat peraturan-peraturan untuk men-
dorong Demokrasi Ekonoml, dengan mengadakan kredit
untuk investasil yang produktif dan dengan wmenjanin
kredit vang diberikan kepada para pemilik yang bara,
negara sendiri jangan melibatkan diri dalam setiap

kegiatan

ekonmi vang sebenarnya dapat dijalankan oleh sektor
swasta.

5. Menghargai hak-hak milik vang dalam Demokrasi

Ekonomi tidaklah mensita dari pada pemilik yang ada
akan tetapl memberi Kepada para pemilik baru Jjalan
vang lebih baik untuk mendapatkan modal baru vyang
dihasilkan oleh investasi, hal ini mendorong adanya
stabilitas sosial sehingga berakibat pada adanyva
perasaan lebih aman bagl para pemilik yang ada
sekarang ini."

Dengan demikian pelaksanaan pemilikan saham merupakan

1. I.E. Asmon, "Pemiliksn Saham Oleh Karyawan: Suatu sistem
Demokrasi Ekorioml Bagi Indonesia”, dalam Didik J. Rachbini, Op.cit,
hal. 227-228.
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pelaksanaan demokrasi ekonemi. Dalam hal unsur “kebersa-
maan” dimasukkan ke dazlam perusahazn 1 Namun demikian,

dari segi koperasi perlu ditekankan beberapa hal sebagai

berikut15

“1. Pemilikan saham itu merupakan kesempatan, bukan
kewajJiban mati, Roperasi sebaiknya tetap bebas
menentukan dengan seluruh anzgotanya, apakah ia
mengutamakan pemilikan saham perusahaan atau wmenda-
hulukan rpemenuhan kebutuhan anggotanya. Kapan dan
berapa bagian dana koperasi dialokasikan untuk pemil-
ikan saham dan berapa untuk keperluan mendesak anggo-
tanya (simpan pinjsam) dan seterusnys.

2. Pemilikan saham perusahaan oleh koperasi jangan

sampal membuat koperasi lalu “tersuap” (co-opted)
oleh perusahaan, lalu menjadi "alat politik" atan
“alat ekonomi perusahaan”. Sehinga Jjustru merusak
ide demokratisasi, Pemilikan saham perusahaan

ini tidak saja memberikan “co-ownership” tetapi Jjuga
memberikan kedudukan dalam "co-determination”.

3. ERoperasi/koperasi karyawan tidak didirikan dengan
tujuan untuk melaksanakan pemilikan saham perusahaan.
Koperasi karyawan dan koperasi lain didirikan hanya
karena ada kepentingan bersama dari sskelompok orang
dalam mana kelompok itu yakin bahwa dengan koperasi
kepentingan bersama itu dapat dipenuhi dengan baik
secar bersama-sama, berdasarkan prinsip menolong diri
sendiri secara bersama-sama.

4. Oleh karena itu pula tepatlah bahwa proses pemili-
kan saham oleh koperasi itu dilaksanakan secara
bertahap. Belum semua koperasi siap dalam berbagai
segl, sebagian lagi siap dan ada pula vang telah
melaksanakannya dengan penuh sukses,

5. Perlu dihindarkan koperasi menghadapi resiko
terlalu besar. Dividen memang diharapkan kalau bisa
lebih tinggi dari bunga eguity lean agar dividen ini

1. Sri-Edi Swasono, “Semokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha
Partisipatif VS Kongentrazsi Ekonomi”, mekalah disampaikan pada  Semi-
nar Fancasila sebagai Ideologi dalam berbagai Bidang Kehidupan Berma-
syarakat, Berbangsa dan Bernegara, Jakarta 24, 25 dan 26 Oktober
1888, hal. 28.

15, Sri-Bdi Swascno, "Terobosan Kultural 1990 dalam Ekonomi
Kita", makalah digempaibkon pada Repdn Debopinwil ss~Jatim, Malang 12«
14 Jﬁnhlﬁ?i 19@&; h'ﬁll lﬁﬂlﬁl.
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bisa membayar cicilan Bank, Namua hal ini tidak
mutlak periu karena masuknya modal ke perusahaan
(lewat kantong karyawan/keperasi itu) dapat diinte-
grasikan ke dalam coperate plan szcara menyeluruh.

International Cooperative Alliance (IC4) memberikan

definisi koperasi sebagai berikutl’ -

"Roperasi adalah kumpulan orang-orang atan badan
hukum, vyang bertujuan untuk perbaikan sosal ekononi
anggotanya dengan memenuhi  kebutuhan anggotanya
dengan jalan berusaha bersams saling membantu antara
yang satu dengan yang lainnya dsngan cara membatasi
keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas
prinsip-prinsip kopasrasi”.

Di samping itw, International labaur Organisation
{(ILO) dalam konperensi tahun 1988 di Censva merumuskan

pengertian koperasi sebagai berikutl?® .

"Roperasi adalah perkumpulan orang-orang yang berga-
bung secara sukarela untuk mencapai tujuan erama
melalui pembentukan organisasi yang dikendalikan
secara demokrtis, memberikan sumbangan vang adil
terhadap modal yang diperlukan dan menerima bagian
vang layak dari resiko-resiko dan kemanfaatan-
kemanfaatan perusahaan di mana para anggota secara
aktif ikut ambil baszgian.

Dalam pengertian kopsrasi ini, para ahli pun memberi-
kan definisinya. Salzah satu definisi dari ahli ini adalsh

sebagai berikut 19.

"Koperasi adalah organisasi orang-orang yang hasrat-—
nya dilakukan secara sukarela sebagali manusia atas
dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi  masing-
masing.

17. International Cooperative Alliance (ICA), dikutip oleh Ima
Suwandl, Koperasi Organisasi Fkonomi Berwatak Sosial, (Jakarta:
Penerbit Bahrata Karya Aksara), hal. 12.

18. International Labour Organisation, dikutip oleh Ibnoe
Soecjoni, “Permasalahan Pengembangan Koperasi sebagai Badan Usaha',
dalam Koperasi Masalah, Pengembangan dan  Pembinaannya, (Jakarta:
Penerbif bagian Publikasi Lembaga Management Fakultas Ekcnomi Univer-
gitas Indonesia, 1983), hal. 22,

18. Calvert, dikutip oleh SBuwancti, Loc.cik.
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Dalam arti yvyang paling lugss pengsrtian koperasi
adalah organigasi yang dibentuk dengan tujuan utama untuk

memajukan kepentingan skocnomi anggota-angzgotanya dengan

“J

{

menggunakan usaha bersana®?.,

Dari pengertian-psngertian mengsnal koperasi di atas
terlihat bahwa koperasi prada dasarnya adalah badan usaha
yang menganut konsep ideslistis dan dari pengertian terse-
but memberikan suatu gambaran, bahwa koperassi berkembang
dalam banyak negara.

DPi Indonesia koperasi mamenpunyal kopsep fungsi
gands, hal ini bertolak dari zustu konsep yang meadefini-
sikan koperasi sebagal suatu organisasi ekonoml vyang
memiliki Ffungsi ekonomis dan fungsi sosial 21 Oleh
karena itu pengertian kopsrasi Indonesia merupakan perpa-
duan tujuan dari koperasi sosial dan unsur ekonomi yaitu
koperasi Indonesia adalah organisasi skonomi yang berwatak
sosial,. beranggotakan orang-corang atau badan-badan hukun
koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha
berama berdasarkan atas asas kekeluargaan 2z

Gambaran koperasi vyang mempunyai konsep ganda ini

20, Soedjono, Loc. cit.

21, PFungsi ganda koperasi ini bertujuan, di  samping untuk-

memenuhi kebutuhan anggetanya, di lain pihak, koperasi juga merupakan
alat vyang sesual untuk mempercepat prosss pelaksanaan pembangunan.
Jadi, selain memenuhi kebutuhan anggotanya koperasi  juga  berfungsi
sebagai alat untuk mensukseskan sesuate program  pembangunan, balk
program pembangunan dari kalangan masyarakat sendiri maupun yang
diprakarsai oleh pemerintah, Lihat. Ima Suwandi, Aoperasi Organisasi
Ekonomi Yang Berwatak Sosial, ¢ (Jakarta: Penerbit Bhratara Karya
Akmara, 1885, hal, 14,

22. Sri-Edi Swasono, Op. cik., nal. 20,
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sesuail dengan pengaturan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang

tentang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 wyanZ menyatakan
23

"Koperasl adalah badan uszha yang berangzotakan
orang-ssorang atau badan  hukum Koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Roperasi
sekaligus sebagal gerakan ekonomi rakyat yang berda-
sarkan atas asag kekeluargaan.”

bahwa

Untuk memahami lebih lanjut koperasi di Indonesié
selakn badan usaha, perlu dikemukakan oprinsip-prinsip
koperasi, yaitu sebagai berikut 24
1. Keanggotaan bersifat sukarels dan terbuka.

2. Pengelolaan dilakukan secra demokratis.

3. Pembagian gigsa hasil usaha dilakukan sescara adil
sebanding dengan besarnya Jjasa uszha masing-masing
anggota.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

5. Remandirian.

Dendan ini Ybadan hukum koperasi didirikan sebagai
satu uhit ekonomi, yang tidak semata-mata untuk mencart
keuntungan atau akumulasi modal. Tetapi lebih mengutama-
kan kesejahteraan anggotanya. Hal ini tampak dari keten-
tuan yang berlaku dalam koperasi, bahwa satu anggota
memiliki satu suara (ene man one vote) 25,

Di samping itu, besar kecilnya pembagian keuntungan

22. Undang-Undang Perkoperasion, Op. cit., Ps. 1 ayat 1.

24. Ibid., Ps. 5 ayai 1.

253. Pasal 24 ayat (3) menyatakan, bahwa dalam hal ini Qilakukan
pemingutan suara setiap anggobta mempunyal hak  satu suara. Lihat,
Ibid.
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atau sisa hasil usaha (3SHU) vang dipsroleh koprasi untuk

[y}

"y J
a
kg

dibagi kepada anggoftanya acdalzh dAid

)

sarkan dengan besarnyg
sumbangan (menurui jasa) anggota. Jadil bukan berdasarkan
besar kecilnya penvertaan modzlnya.

Dalam konteks pembangunan ekonomi dan perkenbangan
kzsejahteraan anggota pada rhususnya dan masyarakat pada
nmumnnya koperaszi Derperan dan berfungsi sebasgal
berikut 28
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan Yemampuan

ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya  untuk meningkatkan kesejahteraan ekoponi dan

sosialnya.

sV

. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi

kualitas kehidupan manusia dan masyvarakat.

3. Mempekokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan
dan ketahanan pereskonomian nasinal dengan EKoperasi
sebagai sokogurunva.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama
berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam tingkatan dan cara pandang mengenai koperasi di

Indonesia, tampak memiliki empat dimensi, yaitu sebagai-

berikut 27

1. Dimensi mikro, melihat koperasi sebagai badan usaha

ekonomi atan unit produksi yang tunduk pada hukon-hokum

26, Ibid., Ps. 4.

27. Sri-Edi Swasonc, Cp-cit., hal., 23.
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ekononi. dalam hal ini dibicarakan mengenai orofesion-
alisme, kewiraswastaan, rapat anggota, zimpan wajib dan
pokok, sisa hasil usaha, ketrampilan, managemen, dan
lain-lain. Mekanisme kerja di dalamnya berdasarkan atas
asas kekeluardgaan (brotherhood).

2. Dimensi makro, melihat koperasi sebagai sistem ekononmi
nasional, sebagal sistem koperasi, dalam hal ini selu-
ruh perusahan termasuk perusahaan non-koperasi harus
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan, yang berjiwa dan bersemangat koperasi
sebagail perwujudan demokrasi ekonomi Indonesia.

3. Dimensi gerakan keswadayaan (mandiri) dan Ekesetiakawa-—
nan (solidaritas), yaitu koperasi sebagai movement
untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, terutama
demokrasli =ekonomi melalui asas dan sendi-sendi dasar
koperasi.

4. Dimensi manusia, koperasi dilihat sebagai lembaga
pembentukan kepribadian (individualita), sebégai lemba-
ga pendidikan untuk meningkatkan swakarsa dan swadaya
human resource.

Dari sudut hukum, koperasi dalam rangka menjalankan
kegiétannya sebagal organisasi ekonomi (badan usaha)
dengan statusnya sebagail badan hukum boleh meméunyai hak-
hak, kewjiban-kewajiban hukum dan boleh membu%t hubungan
hukum. Misalnya boleh mengadakan perjanjian, boleh memili-
ki harta milik kekayaan atau hak milik atas usaha keben-
daan, termasuk di dalamnya untuk wmemiliki saham,

Dalam perolehan saham oleh koperasi inil dapat terija-
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di, baik karena perlekatan, kadaluarsa, Warisﬁn dan karena
adanya pengalihan hak, seperti ibah, Jjual beli, tukar
menukar dan lain-lain. Hal ini sesuai dengn pengaturan
dalam Pasal 584 KUH Perdata (BW).

Secara hukun koperzsi boleh memiliki saham perushaan
swasta. Karena terjadinya pemilikan saham oleh koperasi
adalah dengan cara perolehan saham vang terjadi karena
pembelian. Jadi di sini terjadi jual beli saham antara
koperasi dan perusahazan swasta vang berbentuk Perserocan
Terbatas (PT) atau "Limited Company by Shares".

Perusahaan adalah setiap bentnk usaha yang menjalan-
kan setiap Jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-
menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan
dalam .f#28 |
wilayah negara RI untuk tujuan memperoleh keuntungan atau
laba 1.

Dalam konteks perusahaan swasta terdapat suatu sisten
vang memberikan kepada individu kebebasan memasok modal
mereka sendiri dan mengoperasikan perusahaan mereks,
dibangun atas gagasan mengenai kekyaan pribadi. Dengan
demikian, dalam suatu sistem perusshaan swasﬁa mengenali
pabrik, tanah dan produk dimiliki oleh individy dan prusa-

haan, bukan oleh pemerintah. Karena sumbeﬁdaya untuk

memulai suatu perusahaan dimiliki secara swasta atau

1. Undang-undang Tentang Kamar Dagang Dan Industri, Op.cit.,
Pa, 1 ayat o,




pribadi l. Selanjntnya untuk memiliki kekayaan termasuk
hak untuk mengendalikan penggunaannya, menjualnya, atau
memberikannya kepada orang lain 30.

Perseroan Terbatas ("Limited Company by Shafes", Naam
loze Vennootschap”) yang selanjutnya disingkat PT 31
adalah "asosiasi modal” yang olsh undang-undang diberi
status badan hukum.

Dalam hal ini PT merupakan kreasi hukum- dan subyek
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hukum mandiri vaitu berbentuk persercan yang berdiri

sendiri untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal
terbagi atas saham-saham, dalam hal ini para pemegang
saham (perseroc) hanya bertanggung jawab untuk perikatan-

prikatan perseroan - terbatas sebesar jumlah saham yang

1. Vernon A. Musselman danJohn H. Jackson, FEkonomi Ferusahaan
Konsep-konsep dan Praktek-praktek Sezaman, (Business : Contemporary
Concepts and Fractises), Jilid I. Diterjemahksn oleh Wilhelmus W.
Bakowatun, (Jakarta: Intermedia, 18838), hal. 13-14.

30. Ibid.

31. Hakim Agung John Marshall dari Mahkasmah Agung (MA) Anmerika
Serikat mendefinisikan PT sebagai keberadaan semu, tidak n terjadi
pergantian tersebut tidak mengubah keberadaan PT selaku "persona
standi in judicio"” (subyek hukum mandiri). Disinlah terletak perbe-
daan hakiki antara PT sebagal asosiasi modal dan persekutusn perdata,
seperti Firma dan CV sebagai asosiasi Perseroan. Lihat Fred B.G.
Tumbuan, “"Keberadaan dan Kemandirian Perserocan Terbatas isebagai Badan
Usaha Tunggal dan Sebagai Anggota Grup”, makalah disampaikan tanpa
tempat penyajian, Jakarta, 23 Januari 1931, hal 3-4, :

32. PT sebagai subyek hukum mandiri keberadaannya tidak tergan-
tung dari keberadaan para pemegang saham. Sekalipun terjadi pergan-
tian tersebut tidak mengubah keberadaan PT selaku "persona standi 1in
Judicio" (subyek hukum mandiri). Disinlah terletak perbedaan hakiki
antara PT sebagal asoslasi modal dan perselutuan perdata, seperti
Firma dan CV sebagai asosiasi Perseroan. Lihat Fred B.G. Tumbuan,
"Reberadaan dan Remandirian Persercan Terbatas sebagai Badan Usaha
Tunggal dan Sebagal Anggota Grup”, makalah disampalkan tanpa tampat
penvajian, Jakarta, 23 Januari 1881, hal 3-4. :




mereka miliki. Selanjutnya PT selialigus adalah wadah vyang
di dalamnya diwnjudkan kerjasama para pemegang sahan

(asosiasi modal).

Sehubungan dengan ini PT mempunyail dua hdhekat vaitu
satu pihak P7T merupakan Badan Hukum dan di lain pihak, PT

sekaligus adalah wadah di dalam mana diwujudkan kerjasama

antara pemegang saham (pemilik modal) 33,

Dalam konsep pemilikan saham perusahaan swasta oleh
koperasi, Jjenis saham (PT) yvang diperoleh koperasi itu
adalah sabam atas nama (“op naam”, Registered Stock”),
dalam hal ini saham yaang dikeluarkan PT kéﬁ%da koperasi
berbentuk atas nama koperasi, di sini saha$ perusahaan

dikeluarkan atas nama koperasi.

Secara hukum,'pemegang saham mempunyai kéwajiban dan
hak-hak tertentu. EKewzajiban pemegang saham diatur dalanm
Undang-undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun
1995 dan anggaran dasar perseroan, 34 antara lain dapat

dirinci sebagai berikut ©°°:

© 33. Fred B.G. Tumbuan, Perserosn Terbatas dan Organ-organnya
(Sebuah Sketsa}", makalah disampaikan pada Eursus Penyegaran Tkatan
Notaris Indonesia, Surabaya, 30-05-188S8, hal. 1.

34. Anggaran Dasar Perserocan itu merupakan hukum positif dan
karenanya mengikat semua pemegang saham, anggota direksi dan anggota
dewan komisaris. Kekuatan mengikat anggaran dasar itu tidak dapat
dikesampingkan oleh siapapun Juda, sekalipun diambil keputusan-
keputusan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan suara bulat.
Yang dapat dilakukan ialah merubah anggaran dasar sesual dengan

prosedur vyang diatur dalam anggaran dasar yvang bersangkutan. Lihat.
Fred. B.G. Tumbuan, Cp.cif. hal. 3.

35. Vernon A, Musselman dan Jokn H. Jackson, Op.cif,, hal. 87,
Lihat Jusge. Adriona A. Ratnswati Gosnawven, G, 0d8., hal, 270=271,




Kewajiban Pemegang Sahanm

a.
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Kewajioan utamanya adalah menyatorkan sccara penuh
vang saham pada kas perseroan. |

Kewajiban lainnya adalah kewajiban yang ditetapkan
dalam anggaran dasar atau berdasarkan perjanjian

khusus,

Hak~hak pemegang sahanm sebagai suatu kelompok dan hak

pemegang saham sebagail individu.

a.

Hak-hak pemegang saham sebagai suatu kelompok
1) Memilih pengurus persercan(direksi daﬁ komisaris)
2) Menyusun dan mengubah peraturan perse&oaan

3) Merubah Anggaran Dasar dengan disahkah oleh Peme-

rintah.

4) Menjual atan melepaskan aset perserocan.

o) Membubarkan persercan

Hak-hak pemegang saham sebagai individu:

1) Membeli dan menjual saham yang terdaftar atas
nama pemiliknya.

2) Menerima deviden sebanding dengan ‘jumlah dan
jenis saham yang dimiliki. |

3) Menerima pembagian aset, seperti yang: ditetapkan

| dalam anggaran dasar, jika terjadi? pembubaran
perserocan. ‘

4) Memberi saham tambahan (lazimnya saham bisa,
bukan preferen), sebelum ditawarkan kepada umnum,
kecuali hak ini dibatalkan atau tidak dimanfatkan
ole yang bersangkutan.

5) Henghadiri rapat umum pemegang saham, brbicara

Pyiwy e
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dan melaksanakan hak pemungutan suarg.
8) Menuntut para direksi dan komisaris karena penya-
lahgunsan kskuasaan dan penipuan.
7> Menuntut pada pengadilan tentang batélnya keputu-
San rapat umum pemegang saham yang bertentangan
dengan undang-undang, hukum atau anggaran dasar.
8) Memanggil Rapat Umum Pemegang Saham setelah
diberi kuasa oleh pengadilan apabilaipengurus dan
komisaris tidak melakukan kewajibénnva untuk
memnanggil rapat umum pemesgang saham.é
8) Memanggil. seorang vyang ahli untﬁ# mengadakan
penyelidikan terhadap kebijaksanaén pengurus
dalam menjalankan persesroan terbatasi vang dise-
but hak aﬁgket.

10) Tanggung Jjawab pemegang saham terbatas pada

jumlah penuh surat-surat sahanm.

Lebih lanjut mengenai koperasi dalan keberadﬁanhya
vang éemakin berkembang dewasa ini, fungsihya Jjuga
diharapkan semakin befkémbang sesual dengan perubahan-
perubahan yang terjadi.

Dewasa ini koperasi lebih diharapkan untuk: |

1. dapat mewujudkan keuntungan-keuntungan vang bersifat
soslial ekonomis dari kerja sama itu bagi kemanfaatan
anggotanya.

2. Melalul pembentukan perusahaan koperasi vang dimiliki
secara bersama, para anddota memperoleh peningkatan
pelayanan secara langsung melalui pengadaan barang

dan Jjasa vang lebih baik.
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3. Para anggota yvang tergolong dalam kelompok-kelompok
yang sosial ekonomisnya lemah, dapat memanfaatkan
organisasi swadaya yakni koperasi, ini untuk memper-
baiki situasi sckonomi dan sosizlnya dan untuk me-
ngintegrasikan dirinya dalam proses pambangunan
sosial ekonomi.

Untuk menunjang terlaksananya fungsi-fungsi diatas
maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mnampu
memberikan motivasi dan kesempatan kepada koperasi untuk
berkembang sebagaimana layaknva suaty organisasi usaha
lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagaimana
sudah dijelaskan sebalumnya telah ditetapkan Uﬁdang~Undang
No. 25 tahun 1892 ‘tentang perkoperasian yang merupakan
landasan pokok dalam mengatur perkopsrasian di Indonesia.
Undang-undang no. 25 tahunllggz sebagal pengganti undang-
undang No.25 tahun 1967 dibentuk dengan tujuan agar dapat
menempatkan koperasi pédé fungsi yang sebenarnya yakni
sebagal alat pelaksana dari Undang-Undang Dasa? 1945 pasal
33 avat (1) beserta penjelasannvya.

Dalam kaitannya dengan pemberian kesempatan kepada
koperasi untuk memiliki saham perusahaan swasté merupakan
landasan atau pemikiran yang lahir dari keinginan, bahwa
pelaku ekonomi atau dunia usaha nasional, baik Badan Usaha
Milik Negara(BUMN), Koperasi, maupun Badan Usaha Milik
Swasta (BUHS) harus mempunyai hubungan kemitraan atau
mutual partnership, vang saling mendukung dan terpadu

dalam struktur abtau sistim ekonomi nasional.
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Berdésarkan pemikiran ini, maka pemilikan saham
perusahaan, dalam hal ini pemilikan saham perusahaan
swasta oleh koperasi merurakan langkah untuk terwnjudnya
mutual partnership, seperti yvang diinginkan di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kalaw kita
konskwen berpedoman dan mengacu pada aps vang ditentukan
dalam pasal 33 UUD 19453, sserta penjelasannya,%maka tercip~
tanya hubungan vang saling mendukung antara.%operasi dan
perusahaan besar merupakan suatu perintahj vang harus
dilaksanakan dalam demokrasi ekonomi, yang sésuai dengan
Jiwa Jup 1945 khususnya pasal 33 UUD 1945, sebagai
berikut
pertama, produksi dikerjakan bleh semua, untuk Semua

dibawah p&mpinan atau penilikan anggota-anggota
masyarakat.
kedua, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berda
sarkan atas usaha kekeluargaan.
ketiga, Cabang-cabang produksi yang penting?bagi nedara
dan menguasai hajat hidup orang banyak harus
dikuasail oleh negara,
Dari ketiga kalimat kunci tersebut di atas, Jjelaslah
kiranya bahwa intinva adalah amanat dan perintah mengenai
pentingnya kerja sama untuk mewujudkan kemakmuran bagi
seluruh masyarakat dibgwah pengendalian atau pengawasan
masyarakat, (demokrasi ekonomi); sehinggs tidak ada bentuk

atau tempat bagl bidang produkéi vang Jjatuh ketangan

orang-seorang yang berkuasas (monopoll) yang akan mengarah
i

pada ditindasnya kepentingan rakyat banyak.




Secara konkritnya bahwa penbangunan koperasi diarah-
kan untuk memantapkan posisi dan peran koperasi vyang
seimbang dengan usaha nasional lainnya sehingga menjadi
sokoguru perekonomian nasional dalan pelaksanaan sistin
ekonomi Pancasila, Dalam hal ini usaha kecil termasuk
koperasi pengembangannya terus dilakukan ‘antara  lain
melalui pemilikan sahanm. Pengembangan yang dimaksud disini
adalah mengadakan suatu proses vang menjurus.&ntuk terca-
painya sasaran yaitu gdanya posisi yang seiﬁbang antara
koperasi dengan badan usaha lainnya sehingg% pemerataan
pembangian hasil pembangunan dapat terwujud.; Berdasarkan
hal ini berarti koperasi mesih perlu diberi kesempatan
vang 1lebih luas untuk ikut mémiliki usaha-usaha swasta.
Hal ini Jjuga meruéakan suatu perintah untuk -memecahkan
berbagai masalah dalam pemilikan saham yang telah berlang-
sung dan sekaligus membuat pemantapan atas pelgksanaannya.

Keadaan inl dapat diperhatikan dari pelaksanaan
pemilikan saham masih mendapatkan tantangan-tantangan yang
harus dipecahkan dalam mengisi pembangunan ekonomi. Selan-
jutnya hambatan-hambatan atau tantangan~tan;angan ini
menjadi masalah pemilikan saham.

Masalah dalam pemilikan saham tersebut- menvangkut
masalah tentang landasan hukum dan masalah wanfaat/keun-
tungan diperolehi dari pemilikan sahamnya atas perusahaan
swasta; karena di satu pihak pranata hukum yang menga-
turnya belum tuntas, di lain pihak dalam pelaksanaan
pemilikan saham masih dijumpai kegiatan yangJ tidak ada

keterkaitan selain hanva kepemilikan atas saha@.
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Kaidah hnkum ssbagai sarana untuk mengubah rasyarakat
mempunyail peranan penting terutama dalam perubahan-peruba-
han vang direncanakan (olanned cange). Perubahan ini
biasanya dikehendaki dan direncanakan oleh sekelompok elit
dalam masyarakat yazng menjadi pelopornya. Dalam masyarakat
vang sudah komplek dimana birokrasi menegang peranan
penting, maka setiap tindakan-tindakan sosia; mau tidak
mau harus mempunyai dasar hukum yang sah.

Sampai saat ini di Indonesia masih $angat lekat
berlakunya suatu paham yang menskankan bahwajhukum hanya
dapat mengikuti perubahan-perubahan yang ferjadi dalam
masyarakat. Paham yang sudah mendarah daging dalam diri
sebagian besar sarjana hukum Indonesia merupakan andil
dari mashab sejarﬁh dan kebudayaan yang dipelopori oleh
Von Savigny (1779-1881). Savigny berpendapat bahwa hukum
merupakan perwujudan kesadaran masyarakat da@ berkembang
bersama dengan masyarakatnya. Dengan demikian?dapat ditaf-
sirkan secara sempit bahwa tidak mungkin timbul aturan
hukum yang mengatur peristiwa yang belum gerndh terjadildi
masyarakat 38. |

o
Konsep vyang dikemukakan Savigny memang didukung oleh
kenyataan sejarah, yaitu pada masyarakat yang masih seder-
hana sifatnya memang tidak dijumpai peranan pembuat un-

dang-undang seperti padzs masyarakat moderen.

Pada msyarakat vang sudah moderr, terdapat ciri dari

Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Alumni,
Bandung, 1883,
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hukum yané menonjol yaitu penggunaannya secara sadar oleh
masyarakat. Hukum disini dipakai untuk memgukuhkan pola-
pola kebiasaan dan tingkah lakn yvang terdapat dalam masya-
rakat dan untuk mengarahkan pada tujuan vang dJdikehendaki,
menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi
dan menciptakan pola kelakuan baru. Pound mengatakan bahwa
tugas pokok pemikiran hukum modern adalah rekayasa sosial
37. Ini adalah pandangan modern tentang hukum yvang menjurus
pada penggunaan hukum sebagai instruren. |

Sorokin telah menggambarkan pandangan nasyarakat
modern tentang hukum dengan cukup tajam &aitu sebagal
berikut

-Hukum buatan manusia yang sering harya berupa in-
strumen utnuk menundukkan dan mengeksploitasi golongan
lain. Tujuannya adalah sepenuhnya utilitarian: keselamatan
hidup manusia, keselamatan harta benda dan pemilikan,
keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan
dari masyarakat seluruhnyas atau dari goleongan yang berkua-
sa dalam mawsyarakat. Norma-normanya bersifat relatif,
bisa berubah danbergantung keadaan. Dalaa sistim hukum
vang demikian itu tidak ada yang dianggap suci atau abadi
38

Adanya hubungan fungsional antara sistim hukum yang

dipakai dengan struktur.masyarakatnya telah diuraikan oleh

Friedman, W., Teori dan Filsafat Hukum, Idialisme Filosofis dan
Problematika Keadilan, Rajawali Press, Jakarta, 1980 hal. 141,

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Ban-
dung, 1921, hal. 207.
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Emile Durkheim 39. bahwa ada hubungan antara kualitas soli-

daritas antara anggota-anggota masyarakat dengan sistin
hukum yang dipakai. Durkheim membedaksn antara masyarakat
antara masyarakat dengan sclidaritas “mekanik" dengan
masyarakat dengan solidaritas "organik”. Masyérakat dengan
solidaritas yang pertama adalah berdasarkan aéas kebersa-
maan dari para anggotanya, sedangkan yang Redua menda-
sarkan pada individualitas dan kebebasan para anggotanya.
Masyarakat dengan solidaritas mekanik dipertahankan oleh
hukum represip, sedangkan masyarakat dengan solidaritas
organik oleh sistim hukum yang restitutif. Sistim hukum
represif fungsional untuk masyarakat dengan solidaritas
mekanik, oleh karena itu mampu mempertahankan kebersamaan.
Sistim hukum restitﬁtif Juga sesual untuk menjaga kelang-
sungan masyarakat dengan solidaritas organik.QOleh karena
sistin ini wmemberikan kebebasan kepada masing-masing
individu untuk berhubungan satu sama lain menurut pili-
hannya sendiri. Sedangkan hukum hanya mengusahakan keseim-~
bangan diantara pihak-pihak vang mengadakan hubungan
tersebut. Walaupun Durkheim tidak membicarakan penggunaan
hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat, namun efek
dari yang telah diuraikan mendukung kearah penggunaan yang
demikian itu. Teori Durkheim memberikan dasar bagi kemung-

kinan penggunaan sistim hukaom uwntuk menciptakan atau

mempertahankan masvarakat vang diinginkan. Dengan meninjam

istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum sécara sadar

e sl o s ot S A s aelad s Ehie W Bt b Tisad c1ete 1 et P 1

Ibid, hal. 207.
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untok mengubah masyarakat itu disebut denga “sccial engi
neering” atau lengkapnya "social engineering by law". 40
Langkan-langkah vyang diambil dalam social engineering
bersifat sistimatis, dimulal dari indentifikasi masalah
sampal pada solusinya. Tahap-tahap vang dilalui adalah
sebagal berikat
1. Mengenal problem yvang dihadapi sebaik-baiknya. Terma-
suk di dalamnya mengenali dengan seksama komunitas
vang hendak menjadi sasaran dari rekayasa tersebut.
2, Memahami nil&i-nilai vang ada dalam komunitas. Hal
inl penting karena social engeneering itu hendak
diterapkan pada suatu komunitas dengan sektor-sektor
vang majemuk.
3. Hembuat hipotésis dan memilih mana yang paling 1layak
untuk dilaksanakan.
4, Mengiknti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-
efeknva.
Apabila diperhatikan secara cermat, penggunaan hukum untuk
melakukan perubahan-perubahan dalam suatu komunitas masya-
rakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan
kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Apabila orang berang-
gapan bahwa proses-proses social ekonomi i1itu hendaknya
dibiarkan berjalan menurut hukum-hukum kemasyarakatan
sendiri, maka hukum tidak digunakan sebagal alat peruba-—
han. Sebaliknya apabila konsepnyva justru merupakan kebali-

kan dari vang dissbutkan dimuka, maka peranan hukum menja-

40. Satijipro Rahardjo, Loc.cit., hal. 208,




di penting untuk membangun masyarakat. Oleh karena ity
peranah hukum vyang demikian itu berkaitan erat dengan
konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada peren-
canaan. Perencanaan mnembuat pilihan-pilihan yang dilaku-
kan secara sadar tentang jalan mana dan cara yang bagaima-
na vyang akan ditempun oleh masyarakat untuk merncapai
tujuan-tujuan itu. Apabila pilihan telah ditentukan, naka
pilihan inilah vyang akan diwujudkan melalui hukum. Di
sinilah kita mulai mengedepankan “social engeering by law"

dengan tahap-tahap seperti di atas. a1

D. Tujuan Penelitian
Secara garis besar penelitian ini mempunyai tujuan

sebagal berikut: '

1. Untuk mendeskripsikan telah terakomodirnya keadaan
komunitas dalam hal ini EKUD-KUD di Rabupaten Dati IT
Banyumas yang telah menerima pengalihan saham.

2. Untuk menganalisis kejumbuhan nilai-nilai yang ber-
kembang pada komunitas/KUD-KUD yang telah menerima

pengalihan gaham di Dati II Banyumas.

3. Untuk menganalisisw keserasian prioritas bidang

garapan atau tujuan-tujuan dari komunitas/RUD-KUD
yang menerima pengalihan saham dengan tujuan-tujuan

dari program kepemilikan saham.

4. Untuk menganalisis efek penerapan hukum dalam hal ini

peraturan tentang program pemilikan saham perusahazan
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41, Satjipto Rahardjo, Loc.cit., nal. 208,




swasta oleh koperasi.
E. Manfaast Penelitian

Rengan diketahuinya keadaan komunitas, nilai-nilai
vang berkembang di RUD-KUD vang telah menrima pengalihan
saham di Kabnpaten Dati II Banyumas, serta berfungsi atau
tidaknya hukum dalam hal ini sebagai pengarah dari pada
aktivitas di KUD-EUD tersebut di atas dalam kaitannya
dengan program pemilikan saham, maka aklan dipercleh gam-
baran tentang penmgaruh rekayasa hukum melalui progran
pemilikan saham terhadap psrkembangan koperasi.

Meskipun penslitian ini sama seskali tidak bertujuan
mencari suatu solusi terhadap sebuah kebijakan, namun
manfaat praktis "bahasan hasil penelitian ini dapat digu-
nakan sebagai inpu£ bagi para decition maker untuk membe-
nahli dan mengelaborasi kebijakan hukum dalam hal inpi
program pemilikan sazham yang lebih baik di masa yang akan

datang.

F. Metode Penelitian
Beberapa hal yang menyangkut metode penelitian dalan

penelitian ini dapat kami uraikan sebagai berikut

F.1. Pendekatan
Pendekatan vang digunakan dalam penelitisn ini
adalah pendekatan socic-legal. Pendekatan ini
dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan vang
diteliti dan hasil penelitian yang diperoleh

dalam kaitannya dengan peraturan hukumnya dan
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melihat keadaan yang senyatanya yang terjadi di
KUD-RUD yang telah menerima pengallhan saham di

b

Rabupaten Dati II Banyumas.

Pemilihan lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di KUD-KUD vang
telah menerima pengalihan saham di Kabupaten
Dati II Banyumas. Pemilihan lokasi. yang meliputi
seluruh EKUD penerima pengalihan saham ini di
dasarkan pada pertimbangan bahwa adanya peneri-
maan saham yang berbeda jumlahnya dan terbatas-
nya Jumlah KUD yang dapat pengalihan sahan;
sehingga peneliti berharap dari keadaan ini akan
di dapat data yang memberi 1m;orma51 yang cukup
untuk menjawab permasalanan—permagalahan vang

diangkat dalam penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah data primer dan data sekunder. Data
primer merupakan data yang diperoleh langsung
dari lapangan, sedangkan data sekunder merupakan
data yang dapat mendukung keterangan atau menun-
Jjang kelengkapan data primer tersebut.
Berdasarkan uraian Jjenis data tersebut di atas,
maka dapat diuraikan sumber data dalam pensli-
tian ini sebagai berikut

1. Sumber data primer, adalah para pihak dari
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KUD-KUD yang telah menerima pengalihan saham
di Kabupaten Dafti I Banyumas khususnyz Ketus=
RUD vang dipilih peneliti sebagai imforman
kunci dalam penelitian ini.

Sumber data sskunder, berupa peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku, buku-buku litera-

tur, pendapat para sarjana dan lain-lain.

F.4. Teknik Pengumpulan Data

1.

Teknik wawancara, teknik ini dig@nakan penel-
iti ketika mengadakan tatap mukaédengan pihak
KUD vyang telah menerima pengaliﬁan saham di
Kabupaten Dati II Banvumnas (lokgsi peneli-
tian)' baik dengan mendasarkan ?ada daftar
pertanyaan yvang sudah disiapkén, manpun
dengan  pertanyaan-pertanyaan lepas  untuk
melengkapi data yang dibutuhkan. Dalam wawan-
cara 1ini vyang digali bukan saja apa vang
diketahui, dialami dan dilaksanakan tetapi
juga menggali apa yang tersembupyi dibalik
keadaan yang terungkap.

Teknik Dokumentasi, teknik ini .éipergunakan
untuk mengambil data yang beruéa dokumen-~
dokumen, catatan-catatan atau rekaman, baik
berupa data statistik yang terdapat di KUD-
KUD tersebuft di atas ataupun Jjuga peraturan-
peraturan vang berlaku vang berkaitan dengan

masalah yvang difteliti.




F.5. Tahap-Tahap Penelitian

Keseluruhan dari peroses kegiatan penelitian ini

dapat dibedakan dalam tiga tahapan yaitu

Tahap eksplorasi vanz meluas dan menyeluruh,
tahap inl mempunyai dua tujuan : pertama
untuk mengakrabkan diri pensliszi dengan
susunan  penomena yang sedang diteliti yaitu
KUD-KUD vang telah menerima pengalihan saham
di Kabupaten Dati II Banyumas. Kedua, untuk
mendapatkan keterangan yang lebih luas dan
menyeluruh sehingga dapat lebih mempérluas
pengertian dan mempertajam pemahaman peneliti

tentang penomena yang sedang diteliti.

Tahap eksplorasi secara terfokus atau terse-
leksi. Pada tahap ini kegiatan pengumpulan
data, analisis data memusatkan pada penemuan
katagori inti (sentral). Katagori ihti terse-
but merupakan tempat berpusat dan menyatunya
katagori-katagori 1lain dimana katagori inti
tersebut dapat menjelaskan fenomena objek,
vakni adanya perkembangan koperasi sebagai
akibat dari pendavagunaan hukumn melalui
program pemilikan saham perusahaan swasta.

Tahap mengecek dan mengkonfirmasikan segala
hasil penelitian/temuan yang kita dapatkan

demi keakuratannva.

Pada ketiga tahap tersebut, data yang diperoleh




secepat mungkin dicatat dalam catatan lapangan
(field note), dari catatan lapangan kemudian
dikembangkan sejumlah memo {Zambaran abstraksi)
dan diagram (gambaran visual) tentang data yang
diperoleh. Untuk lebih memudahkan proses pen-
gumpulan dan analisis data tersebut; maka field
note, memo-memo dan digram-diagram ékan diorga-
nisir ke dalam satuan-satuan, kem&dian diberi
Judul-judul dan kode-kode tertentu.%

,

%
Teknik Analisis Data i
Sesuail dengan teknik yang dipakai dén sifat data
vang diperoleh, maka hasil penelitian ini akan
dianalisis dengan menggunakan analisis domain,
analisis taksonomis, analisis komponensial dan
analisis tema. Ketiga analisis data yang dise-
butkan pertama dilakukan secara sﬁlmutan pada
saat pengumpulan data dilapangan; (analisis
domain digunakan pada tahap eksplora%i menyelor-
uh, sedangkan analisis taksononmis d%n analisis

komponensial dipergunakan saat menghdakan eks-
|

plorasi terfokus). Analisis data yané disebutkan

terakhir (analisis tema) dilakukan setelah
kegiatan pengumpulan dan analisis data dila-
pangan, Analisis dilakukan dengan cara men-

deskripsikan, menafsirkan data induktif, kemu-

dian dianalisis secara deskriptif analitik.
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F.7. Teknik pengecekan validitas Data
Untuk mendapatkan data vang dipergunaxan sebagai
dasar men yusun deskripsi maupun teori-teori
vang berkaitan dengan obyek vang ditélaah terja-
min keabsahsnnya,maka digunakan beberapa teknik
pengscekan keabsahan data antara lain : pencip-
taan report sebslum mengadakan kegiatan pengumn-
pulan data dalam bentuk field note, memo-meno
atau diagram-diagram sebagaimana telah dising-
gung di atas, dan kalau memungkinkan diperguna-
kan alat bantu merekam data, misalnya tape
recorder, alat potret dan sebagainya.
G. Rencana Kegiatan‘Penelitian
Penelitian ini direncanakan selama enam bulan dengan
kegiatan-kegiatan seperti ?rasurvey, Penyusunan Proposal,
review proposal, pengumpulan data, pembuatan laporan hasil

penelitian, seminar dan ujian tesis,

H. Sistimatika Tesis

Tesis ini terdiri dari 4 Bab, vyang terinci dalam Bab
I, Bab II, Bab III, dan Bab IV.

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya diurai-
kan fakta-fakta vyang mznjadi latar belakang masalah,
permasalahan, tujuan dan maanfaaat penelitian yanz diak-
hiri dengan pendekatan tesis.

Bab TII, Merupakan kerangka teoritik, yang diuraikan

di dalamnya adalah teori yang digunakan sebagai kerangka
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pembahasan, istilah-istilah pokok yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti.

Bab III, Merupakan hasil penslitian, vang di dalamnya
akan menguraikan tsatang keadaan dari KUD-EUD yang meneri-
ma pengalihan saham di Kabupaten Dati II Banyuhas, nilai-
nilai yang berkembang, prioritas bidang garapah, evaluasi]
sumber daya, kemudian diuraikan pula mengsnat :kemungkinan
untuk melakukan pembaharuan hukum vang dapat mendukuing
perkembangan koperasi dalam kaitannya dengan  program
pemilikan saham, serta akses apa yang dapat diberikan oleh
koperasi dalam hal ini KUD-RUD yang telah disebutkan di
atas untuk mewujudkan pembaharuan hukum tersebut. Terakhir
adalah mencari kaitan antara hukum/undang-undang/surat
edaran dengan keadaan di XUD-KUD tersebut.

Bab IV, Merupakan akhir dari tesis. Pada bab ini akan
dikemuka kesimpulan, temuan, implikasi dari penelitian ini

dan saran yvang relevan.




BAB I1I
EONSEPSI TEORITIS TENTANG PENDAYAGUNAAN HUKUN,
PEMILIKAN SAHAM DAN PEHGENMBANGAN KOPERASI

A. Pendayagunaan Hukum

1.Beberapa Pemikiran tentang Hukum dan Perubahén Sosial
Usaha manusia untuk mengkaji hukum sudab_iberlangsung
sejak adanya hukum. Karena adanya hukum adalah‘sama dengan
usia umat manusia itu sendiri. Hal ini adalah sejalan
dengan anggapan bahwa ilmu hukum itu merupakan ilmu yang

tertua di dalam jajaran ilmu-ilmu. Cicero mengemukakan

adagium Ubi Societas, ibi ius . Dimana ada masyarakat
di situ ada hukum. Hal ini dikemukakan lebih: dari 2000
tahun vyang 1lalu yang dapat menggambarkan d%ngan tepat
keterkaitan hukum dengan masyarakatnya 2. %

Woodrowow Wilson pernah mengatakan baﬁwa negara
adalah warga-warga masyarakat yang terorgaﬁisir untuk
hukum di dalam suatu wilayah tertentu (Woodrdwow Wilson
dalam Arif Fakrulloh}. Pernvataan yang dikeluarkan oleh
ahli politik tersebut ternyata mempunyai arti yang sangaﬁ
besar bagi fungsi hukum. Ketertiban dan ketenteraman vang
diwujudkan melalui hukum adalah salah satu unsur vang
esensial bagi setiap bentuk kehidupan politik yang

42, Zudan Arif Fakrulloh, Pendayagunasn Hukum Untuk Pengemban-
gun Sektor Informal (Studi Basue DL Kotmmasiva Yogyakarta), 1093,
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terorganisasikan,  yaltu negara karena negara merupakan

suatu lembaga vyang salah satu Ffungsi utamanya adalah

mewujudkan cita-cita tersebut.
Namun demikian, perlu puls untuk disadari bahwa

negara juga meapunyai fungsi yang lain yaitu 43

1. Stabilitas, yang merupakan objek penting dari hukum dan
merupakan unsur yang intensip bagi perkembangan. Namun
demikian keinginan-keinginan vang sangat-ékuat untuk
semata-mata mempertahankan stabilitas_dépat:mengakibat—
kan sikap konservatif terhadap perubahan maﬁpun pemban-
gunan oleh karena cenderung untuk mempertahénkan status
quo.

2., Formalisme, oleh karena hukum merupakan salah satu
sarana dan metodé untuk mengatur interaksi sosial.

3. Dari segi efeknva, ada kecendrungan untuk berpegang
pada keteraturan vyang sifatnya Fformal, gecendrungan
vang . berlebihan dalam hal ini dapat menimbulkan pan-
dangan yang terlampau sempit terhadap perubahan., Keter-
aturan dapat direncana dan dilakukan dalam: perubahan,
akan tetapl kalau yvang dikehandaki adalah' pencegahan
terhadap ketidakteraturan dari peroses perubahan, maka
kecendrungan tersebut di atas adalah wajar.

Karakteristik-karakteristik tersebut diatas diatas
lebih menggambarkan fungsi hakum secara tradisional dan
semplt, yaitu semata-makbta sebagal sarana dari sistinm

43. Scerjone Soekanto, Kesadaran Dan Keputusan Hukum, Radjawa-
14, Jakarta, 1002, hal, 7.




rengendalian sosial yang lebih efektif yang dalam hal ini
dikenal dengan sistim pengendalian sosial vang informal.
Sehingga dalam hal ini hukum ditafsirkan semata-mata seba-
gai sarana untuk mempertahankan status quo, atau memberi-
kan pembenaran pada perubahan-perubahan yang telah terja-
di, Jelaslah bahwa fungsi hukum yang demikian itu tidak
cukup dalam proses pembangunan suatu negara kesejah-
teraan 44.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, fungsi hukum dalan
pembangunan adalah sebagal sarana pembaruan masyara
kat 45. Hal ini di dasarkan pada asumsi bahwa. ketertiban
dalam pembangunan merupakan hal yang absolut penting. Di
samping 1itu hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi
sebagal sarana unéuk menyalurkan arah kegiatan warga
masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan vang
direncanakan tersebut. Dengan demikian fungsi hukum di
atas harus juga dilakukan di samping fungsi hukum sebagai

sarana dari sistim pengendalian sosial.

B.Perubahan Sosial dalam Kaitannya dengan Teori Sosiologi

Dalam rangka penulisan tesis tentang pendayagunaan
hukum ini, penulis menganggap perlu mengemukakan secara
garis besar mengenal perkembangan masyarakat dan fungsi

44.  Pound, Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction To The
Philosophy Of Law), diterjemahkan olsh Mohamad Radjab, Bhratara,
Jakarta, 13989,

43, Mochtar Rusumaatmadja, Pidato Sambutan dan Pengarahan dalam
Stwposiom Sadarsh Hulum, Jekarts, 1078,




hukum dalam pemikiran sogiologi. Hal ini dianggdap perln
karena dapat memberikan suatu dasar vyangd kuat dslam memba-
has dari kaca mata sosiologis terhadap perubahan vang
terjadi serta melakukan identifikasi terhadap unsur-unsur
yang diterima mavpun ditolak olsh masyaraakat termasuk di
dalamnya adalah hukunm.

Sebelum melangkah lebih jauh, mengungkap beberapa hal
vang berkaitan dengan “"hukum dan perubahan sosial" terle-
bih dahulu perlu untuk dipercleh suatu kejelasan tentang
pengertlan perubahan sosial itu sendiri . Selo Soemardjan
dalam disertasinya merumuskan mengenai pengertian peruba-
han sosial wmencakup bermacam perubaﬁan di dalam lembaga-
lembaga masyarakat - yang mempengaruhi sistim sosialnya,
termasuk nilai-nilai sikap dan pola tiagkah laku
antar kelompok di dalam masyarakat %5, Perubahan itu
selalu berjalan sejajar dengan perubahkan kultur, karena
tiap~-tiap struktur mendapat dukungan dari nilai dan norma-
norma budaya.

Perubahan-perubahan sosial ini dapat dibedakan dalan
berbagal bentuk. Soerjono Soekanto membedakannya atas
1. Perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang

terjadi sscara cepsat.
2. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan vang

pengaruhnya besar.

48, Selo Scemardjan, Perubahan Sosial Di Yogyakarta, Gana
Pross, Yogyakearta, 1081, kal, 3,
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3. Perubahan vyang| dikehandaki ¢ intended change ) atau

perubahan vang| direncanakan ¢ planned change ) dan

o

perubahan vang |tidak dikehendaki ¢ untended change )

e
atan perubahan | vang tidak direncanakan { unplanned
_)47 i

change !

Mengenai yang dissbutkan terakhir ini meharik untuk
!
diperhatikan apa |yang dikemukakan oleh Seloé soemardjan
bahwa perubahan sosial yvang terjadi sekara;g dibidang
kehidupan bernegara sebagian bssar terjadi secara Intended
change atau perubahlan yang disengaja, seringlmélah direnca
nakan dan dirundingkan sebelumnyaz 48

Menurut Auguste Comte, perkembangan sosial' merupakan
akibat daril perkembangan intelektual. Perkembangan inte-

lektual ini terjadi|melalui tiga tahap yang disebut dengan

tahap alam pikiran teoclogis ataun fiktif, tahap alam piki-

ran metafisis, dan tahap alam pikiran éositif étau ilmiah.
Tahap alam pikiran teologis atau Ffiktif diasosiasikan
dengan bentuk militer dari organisasi sosial, ;lam pikiran
metafisis dihubungkan dengan militerisme defensif, dan
alam pikiran positiL ataun ilmiah.dihubungkan dengan orga-
nisasi sosial yang industrial dan bersifat tentram.

Hampir senada dengan pemikiran Comte adalah pemikiran
Spencer. Herbet Spencer mengklasifikasikan masyarakat

dengan dua cara yaiftu melalui organisasi yang kompleks dan

47, Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Radjawali,
Jakawta, 1670, hal, 2084-335,

43, Ibid.
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ke dalam tipe-tipe industrial serta militer. Masyarakat
industrial dirumuskan oleh Spencar sebagal masyarakat-
masyarakat saat ini, olesh karena itu dia jugda menggolong-
kan masyvarakat sederhana yang telah menetap dan tidak suka
berperang ke dalam golongan ini. Spencer berpendapat bahwa
masyarakat 1inil lebih superior karena éefeka_ mendasarkan
pada kerja sama secara sukarela antar individu yang sta-
tusnya bebas 49,

Emile Durkheim msngemukakan tsori yang lain vyang
menyoroti pula hubungsan antara hukun dengan perubahan
sosial. Durkheim menyatakan bahwa hukum merupakan reflek-
si dari solidaritas sosial calanm masyarakat. Lebih lanjut
dijelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat dua macam
solidaritas vyaitu 'solidaritas vyang bersifat mekanis
(Mechanical Solidarity) dan Solidaritas vang bersifat
organis ( Organic Solidarity ). Solidaritas yang mekanis
terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen.
Homogenitas inl ditunjukkan oleh ikatan-ikatah dari para
warganya vyang didasarkan pada hubungan pribadi serta
tujuan vyang sama. Solidaritas organis terdapat pada ma-
syarakat vyang vang hetrogen. Hetrogenitas di sini ditun-
jukkan dengan adanya pembagian kerja yvang kompleks. Pada
masyarakat yang mendasarkan pada solidaritas mekanis,
sistim hukumnya adalah hukum pidana yang bersifat repre-
sif. BSuatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila

perbuatan tadi menghina keyakinan-keyakinan yang tertanam

Vo3 i M B Lk Tl e b W e ot W W e e din Wt Dy e

43, Scerjono Soekanto, Loc.cif., hal. 38).
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kuat dalam masyvarakat S0,

Dengan meningkatnya Jdiferensiasi dalam masyarakat,
reaksl kolektif terhadap pelanggaraan kaidah hukum menjadi
berkurang sehingga hukum yang bersifat reoresif berubah
menjadi hukum yang restitutif. Dalam hukum yvang bersifat
restitutif, lebih ditekankan pada  orang vang menjadi
korban atan pihak yang dirugikan, yaitu bahwa segala
sesuatu harus dikembalikan pada keadaan sebelum kaidah
tersebut dilanszgar.

Dalam perkembangan selanjutnya, Nonet_ dan Selznik
berhasil mengklasifikasikan hukum suatu negara menjadi
tiga tipe sesuai dengan perkembangan yang dialami oleh
negara tersebut, yaitu
1. Tipe represif ‘

2. Tipe otonon

3. Tipe responsive

Menurut . Nonet dan Selznick, perubahan dari swnatu tipe
ketipe 1lain yang lebih tinggi tingkatannya terjadi secara
bertahap. Hal ini berarti bahwa sebelum sanééi pada tipe
hukum responsive, harus melalni tipe hukum yang represif
dan hukum yang otonom. Tipe hukum yang represif mempunyai
tujuan untuk mencapal kstertiban. Arti tujuen ini menjadi
lebih Jjelas apabila dihadapkan kepada tujuan dari hukun
vang otonom yvaitu 1egitimasi. Legitimasi berarti orientasi
dan kelekatan yang ketatf dari prosedur hukum. Pada keter-

50, Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung,
1888,
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tiba sebagsai tujuan, orientasi yang demikian itu tidak
dominan. Ketertiban dj sini adalah lambang sasaran yang
lebih substansial sifatnya. 51

Pada tipe hukum vang otonom, tekanan legitimasi diletakkan
pada  persoalan prosedur. Tekanan vang demikian itu Jjelas
berbeda dengan tekanan dari tipe hukum rééresif vang
diletakkan pada masalah mempertanankan eksistensi negara
atau organisasi masyarakatnya sendiri. Tampaklah di sini
apabila negara masih harus bergulat untuk mempertahankan
dan membina miliknya yang paling berharga yaitu eksisten-
sinya sendiri. FPada tipe hokum yvang represif ini, yang
dikehendaki adalah adanya kepatuhan yang mendekati mutlak,
sedangkan soal kritik mengkritik dianggap tidak loyal dan
tidak pada tempatnyé.

Menurut Prof. Satjipto rahardjo, tipe hukum represif dari
Nonet dan Selznick. ini mempunyai nilai informasi yang
tinggi untuk memahami hakekat kehidupan hukum di negara-
negara berkembang. informasi ini menjelaskan kepada kita
bahwa hukum tidak dapat dilihat sebagail suatu sudut yang
berdiri sendiri vyang terlepas dari bidang-bidang 1lain
dalam masyarakat, melainkan ia merupakan fungsi dari
proses-proses dan kondisi-kondisi yang terjadi di situ.
Dengan demikian, kehidupan hukum di negara berkembang juga
merupakan fungsi dari proses penataan kehidupan politik di
negara itu sebagai kelanjutan dari kehadirannya selaku

5l. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Di Indonesia,
BPHN, Jakarta, tbt, hal., 52,




negara dan organisasi masyvarakat vang haru. Se2kalipun

Nonet dan Selznick mengemukakan alur perkembangan hukun

dari

Ly

2t tipe ke tipe vanz lain, wmamun bukan berarti
mereka juga melakokan penilaian oahwa tahaz wvang satu
lebih tinggi dari tahap vang lain., Ini disebabkan karesns
merska berdua melihat model perkembangan .ini sebagai " a
complex dispositional statement . Tipe hokum represif di
negara berkembang merupakan kelanjutan semata dari kondi

si-kondisi yang dihadapi oleh negara tersebut, 52

C. Fungsi Dasar Hukunm |

Pengkajian tentang hukum telah berlangsung sepanjang !
Jaman semenjak adanya manusia dipermukaasn bumi ini. Hal
ini adalah sejalan.dengan anggapan bahwa ilmu hukum itu
merupakan ilmu yang tertua dijajaraﬁ ilmu-ilmu. Walaupun
demikian, menurut Krannenburg bahwa mengenal sifat dan
hakikat .dari ilmu pensgetahuan hukum dan nenpgetahui metode-

nya, walaupun umurnya sudah sangat tua, terdapat perbedaan

pendapat yang sangat besar, ©9 Perbedaan pendapat ini ?

kelihatannya merupakan salah satu ciri dalam prerkembangan :

ilmu hukun.
Paling menonjol, bilamana kita nemperbandingkan |

pemikiran hukum secara klasik dan pemikiran hukum modern

sepertl vyang pernah disinggung oleh Friedman. Untuk hal
SZ2. Ibid., hal, 52-53.

53. Abdurachman, Tebaran Pemikiran Tentang Studi Hukum dan
Mamynroitat, PT, Hedia Sarenes, Jaksrta, 1987, kal. 7,
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ini ia mengatakan It is, therefore., inevitable that an
analysis of earlier legal theories must lean more heavily
on general philosophical and political theory, while
modern legal theories can be more adequtely discussed Iin
the lawyer’s idiom and system of thoughé, Tetapi dimans
pangkal tolaknya, dikatakan bahwa " The differencé is,
however, one of method and emphasis. o4 Jadil aneka perbe-
daan 1ltu adalah terletak pada metode dan penekanannya.

Atas dasar pandangan sebagaimana terurai di atas,
kita dapat melihat berbagai macam pemikiran tentang hukum
telah muncul dengan berbagai pola dan corak. Semuanya itu
lahir sebagai akibat daripada pensggunaan suatu metode
pendekatan tertentu yang dipakai olsh rencetusnya dan pada
segi mana penekanag tersebut diberikannya, sehingga pan-
dangannya berbeda dengan vang lainnya.

Pada saat sekarang vyang penting bagi ~kita ialah
mencoba - untuk memahami beberapa konsepsi baru tentang
hukum berikut pengembangannya dengan nmendalami bagaimana
metode dan penekanan yang mendasari konsepsi tersebut. Hal
vang demikian penting untuk dilakukan, karena pertama
sepertl yang disinggung oleh Prof.Mochtar Kusumaatmaja
pemikiran tentang hukum dalam beberapa decade tsrakhir ini
telah banyak berubah sebagai akibat daripada perubahan
besar dalam masyvarakat, teknologl dan tekanan-tekanan vang

disebabkan pertambshan pendudulk. 35 Kedus seperti apa
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vang disinyalir oleh Prof. Satjiptyo Rahardjo bahwa ilmu
hukum di Indonesia dewasas ini berada pada titik yang cukup
kritis.Dan vang ketiga seperil juga dikemukakan oleh Prof.
Satjipto Rahardjo dalanm pidato pengukuhannva akan perlunya
penndembangan ilmu hokum vang bersifat dasar atan
ilmu hukum dalam kualitasnya sebagai ilmu dassr, 98
Untuk menjawab pertanyaan konzepsi hukunm yang bagai-
mzna dan dalam perspektif yang bagaimana hukum di negars
kita akan dikembangkan, kita perlu untuk menelusuri sedi-
kit tentang konsepsi mengenai huokum dan beberapa perspek-~
tif tentang hukum vang ‘bsrkenbang sslama 1ini. Persovalan
tersebut lingkupnya sangat luas, tetapi kiranya untuk
menunjang pembahasan terhadap tesis ini cukup mensitir
beberapsa diantaranyé vang dianggap relevan.
Hukum adalah merupakan sebuah konsep, 57 dan menurut
Soetandyo Wignyosoebroto tak ada vang tunggal mengenai apna
vang disebut hukum itu. Menurut pendapatnya dalem sejarah
pengkajian hukum terdapat sekurang-kurangnya tiga konsep
hukum yang pernah dikemukakan orang, ialah
a. hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan vang
bernilai universal, dan menjadi bagian inheren sistim
hukum alam;

b. hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku
pada suatu waktu dan tempat tertentu, dan terbit seba-

o8. Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indcnesia, Alumni,
Bonchang, 16883, Ral., 7.

97. Abdurachwad, Loc.cit., hal. 8.).
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gal  produk eksplisit suatu sumber kekuaéaan politik
tertentu yang berlegitimasi; dan

hukum sebagai institusi sosial vang riil dén fungsional
di dalam sistim kehidupan bermasyarakat, baik dalam
proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian

sengketa maupun dalam proses ngaranan dan pembentukan

o)
[yl

pola-pola prilaku yang baru. o8

Selain itu, patut dicatat konsepsi-konsepsi hukun

seperti apa yang diungkapkan di atass tidak dapat mencakup

atan tidak dapat memasukkan seluruh konsspsi tentang hukum

vang muncul pada masa akhir-skhir ini. Dapat dissbutkan di

gini beberapa konsepsi tentang hukum vang sulit untuk

dikelompokkan ke dalam salah satu katagori di atas, yaitu:

a.

Prof. Mochtar kusumaatmadja, mengemukakan konsepsi
fukum dalam arti luas, hukum itu tidak saja merupakan
keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur
kehidupan manusia dalam masyarakat tetapi meliputi pula
lembaga institution dan proses-proses yvang mewujudkan
berlakunya kaidah-kaidah dan asas-asas “itu dalam
kenyataan. ©°°

Prof. A.A.G. Peters, mengajukan pendapat ya;g dinamakan

‘ i

pandangan hukum vyang kritis. Ajaran yang kini di sini

memandang hukum ssbagai bagian dari masyarakat. Ia

melihat di dalaw hokum itu di satu pihak endapan dari

98. Secetandyc Wignyosoebroto, Dari Hukum Xolonial Ke Hukum

Namioinal, Rediawalil, Jakezta, 1980, hal, 2,

9. Muchtar Rusumaatmadja, Loe,cit., 1378, hal. 5).
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perbandingan lekuatan vang nyata dan kepentingan~
kepentingan vyang dominan, sedang di lain pihak juga
aspirasi untuk keadilan dan legitimatis. CAjaran  ini
mengkaji hukuam dengan ukouran-unkuran yang dipergunakan
oleh hukum  itw sendiri. Ia hendak mengetahui apaksh
atau seijanh mana dibelakang bentuk vuridis vang univer-
sal tersembunyi isi vang khas, vang ditentukan oleh
perbandingan kekuatan (power relationship).&an struktur
kepentingan. watak hokan yang sesungguhnya &apat dipa-~
hami dari aspirasi-aspirasi menuju hukum yang optimal,

vang melekat pada asas-asas hokam, yang tertuju mengur-

angi kesewenang-wenangan penguasa dan melindungi hak-

hak asasi manusia.

dapat,
hukum
kita

nyata
kanan

mana

80

Walaupun dua pendapat vang disebutkan terakhir, tidalk

dimasukkan kedalam salah satuy konsepsi mengenali
spertl yang dikemnkakan oleh Scetandyo, tetapi kalau
treliti secara seksama kedus pendapat tersebut ter-
hukum sebagai realita dalam masyarakat diberi pene-
secara kiusus, sehingge tidaklah berkelebihan bila-

dikatakan pendapat tersabut Jjuga sebagal bentuk

variasl daripada hukum yang sosiologis.

Bilamana kita berbicara tentang hukum dalam perspek-

tif sosial, ada beberapa perspektif tentang (fungsi) huknm

di dalam masyarakat. Peters mengemukakan sada tLiga perspek-

tif yaitn

- perspektif kontrol sosial daripada hukum

EHE LA MO S A o sopgn e Wase Saare it 1 e e

60. Peters, AAG., Hukum Dan Perkembangan Sosial, c..s 1872, hal.




- pergspektif social engineering daripadza hukum

- pergspektif ewmasnsgivasi masvarskat daripada hukum.

Penvlis agak sependapat dengan Zudan Avif Fakrullah,

bahwa sebelum kita wmendefinisikan hukum, seyoyanyas mene-
tapkan terlebih dahula Karateristik cokok dari
hukum. .fHES1

Setidaknya hukum mempunyal karakteristik sebagai bherikut

=

=

erupakan seperangkat aturan;

. Dibuat oleh pemerintzh dan Jjajarannvsa;

in

mempunyal sifat operasiocnal dan dapat dipaﬁsakan;

merupaksn afuran yang barsanksi; ' '

= W N

5. mempunvyail tujuan pokok.

Dari karateris&ik di atas maka hukum dapat didefinis-
ikan sebagai bsrikut

"Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh

pemerintah dan Jajarannya, berlaku untuk seluruh

warga negara, mempunyai sanksi dan dapatgdioperasion—
g

alkan untuk mencapal tujuan yang telaﬁ ~ditetapkan

sebelumnya”.

Setelah mendefinisikan hukum, maka unluk membantu
menganalisis permasalahan pendayagunaan hukuﬁ dalam pen-
gembangan koperasi dipandang perlu untuk mengetahul fung-
si-fungsi dasar dari hukum, vang meliputi

1, FunzZsi hukum sebagal sarana kontrol sosial;

g R

1. Zudan Arief Falurllch, Loc.eit., 1833.




2. Fungsi hukum sebagal saranz rekayasa sosial;
3. Fungsi hukum sehagai Farana pengintegrasian.,

Penulis akan mencoba menguraikan zecara singka£ tent

1. Fungsi hukum zebagai sarara Hontrol sosial
Fungsi hukum vyang esensis] mendasar adalah fungsi
untuk menjamin stabilitas dan epastian dan dua hal ini
merapakan  tujuan-tuojuan ntama dari hukan, 52 'Hal senada
Juga  diungkapkan oleh Purnadi Purbacaraka, bahwa fungsi
hukum  yang esenszsial adalah fungsi hukum untuk menjamin
stabilitas dan kepastian sebagai tujuan utamsz dari
hukum. B8 Sehubungan dangan fungsi‘térsebut, maka meksa-
nisme pengendalian. sosisl tampak menonjol.  Mekanisms
pengsndalian sosial merucakan suatn proses vang telah
direncanakan terlebih dahulﬁ dan begrtujuan untuk mengajak,
menganjurkan, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota
asyarakat untuk mematuhi norma-norma hukun vang sedang

berlaku.

ntrol sosial atan pengendalian sosial dapat dibeda-~
kan menjadi dus yaitu kontrol soszial vang bersifat preven-
tif dan kontrol sosial vang bersifat represi ?. Kontrol

snaial yang bersifat preventif berupa pencegahan terhadap

gan guan pada keseimbangan antara stabilitas dan fleksibe-

62. Romny Hanitijo qumlfru, Permasalahan Hukum Di Dalam Ma-
gyvarakat, Alumni, Bandung, 1982, hal. 21.

62. Purnadl Purbacaraka, Sendi-Serndri Il Hakum dan Tata
Hilam, Alvmei, Bandung, 1978, hal. 13,
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litas masyarakat. Sedangkan kontrol snsial yang bersifat
represif adalah wuntu% rengembalikan keseimbangan yang
terganggu.

Langkah-langkah dalam menyelenzggarakan kohtrol sosial
dapat diklasifikasikan ke dalanm iga kabagorl, vailtu S4 -
1. Bersifat fisik
2. bersifat kebendaan
3. Bersifat simbolis

Cara-cara terssbut diatas digunakan oleh penguasa
dalam rangka mencapai tujuan yang berbeda—beda. Cara vyang
bersifat fisik yang akibatnya terasa pada Jjasmani seseo-
rang bertujuan untuk membuct masyarakat menjadi takut dan

mengalah. Cara vyang bersifat kebendaan digunakan agar

masyarakat mematuhi norma yvang berlaku, dan cara vang

bersifat simbolis dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan

anggota-anggota masyarakat. idealnya ketiga cara kontrol
sosial tersebut di atas diterapkan secara berséma-saﬁa di
dalam masyarakat, akan tetapi salah satu cara akan lebih
menonjol daripada cara-cara vang lain di dalam menghadapi
situasi tertentu yang terjadi di dalam wasyarakat. 59
2. Fungsi Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial
Pembicaraan yang menyangkut bidang hukumn kiranya
dapat memberikan gambaran bahwa hukunm itu nerupakan
sarans vang memungkingan terjadinya komunikasi atau

64. Ronny Hanitijo Sosmitro, Op.cit., hal. 21.

BS. Socerjono Scekanto, Pokok-Pohok Sosiologi Hukum, Radjawali,
Jakarta, 1970, hal,. 78,
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aubungan antar sesama anggota masyarakat. Hukum memberikan
suatu peta atau bagan bagi hubungan yang dilakukan oleh
anggota-anggota masyarakat saty terhadap vyang lainnya,
Peta hukum ini menetukan bagaimana hubungan-hubungan itu
hendaknya dilakukan, bagaimana akibatnya dan; sebagainya.
Hukum merupakan otorita tertinggi yang menentikan bagaima-~
na bagan atau peta itu serta perbuatan—pe#buatan dan
hubungan-hubungan yang mana dan yang bagaimanaﬁyang harus
dimasukkan ke dalam peta itu. ‘

Kaidah hukum yang menentukan peta sebagaimana dise-
butkan di atas dapat sebagai sarana untuk mengubah masya-
rakat, khususnya menpunya: peranan penting dalam peruba-
han-perubahan yang direncanakan. Perubahan ini biasanya
dikehendaki dan di;enoanakan olsh sekelompok elit dalam
masyarakat yang menjadi pelopornya. Dalam masyarakat yang
sudah kompleks dimana birokrasi memegang peranan penting
maka setiap tindakan-tindakan sosial yang diambil harus
mempunyﬁi dasar hukum yang sah.

Pada masyarakat vyang sudah -modern, terdapat ciri
hukum yang menonjol yaitu penggunaannya secara sadar oleh
masyarakaénya. Hukum dipakai untuk mengukuhkan pola-pola
kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam wmasyarakat
dan untuk mengarahkan pada tujuan vang dikehendaki, meng-
hapuskan kebiasaan yang qipandang tidak sesuai lagi serta
menciptakan pola kelakuan baru. Menurut Pound bahwa tugas

pokok pemikiran hukum modern adalah tugas “r%kayasa S0~
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sial”. 37. Hal ini merupakan pandangan wmodern tentang
hukum yang menjurus pada p2nggunaan hukum sebagal in-
strumean. |

Sshubungan d=ngan pemikiran Pound dan penggunaan
hukum secara sadar oleh masyarakatnya, maka penggunaan
hukum secara sadar wuntuk mengubah nasyarakat disebut
"Social engineering atau lengkapnya social engineering by

"

law"”, Langkah vang diambil dalam social engineering bersi-

fat sistimatis, dimulai dari identifikasi masalah sampai

rada solusinya. Tahap-tahap vang dilalui adalah sebagai

berikut

1. Mengenal problem yanz dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk
di dalamnya adalah mengenali dengan seksama nasyarakat
vang menjadi saséran dari rekavasa tersebnt.

2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyvarakat. Hal ini
renting karena social engineering itu'hendak diterapkan

pada masyarakat yang bersangkutan. |

3. membuat hipotesis dan memilih mana vang paling layak
untuk dilaksanakan.

4. Hengikuti Jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-
efeknya.

Apabila diperhatikan secara cermat, penggunaan hukum
untuk melakukan perubahan-perubshan dalam suatn masyarakat
berhubungan erat dengan.konsep penyelendgaraan kehidupan
sosial ekonomi suatu masyarakat. Apabila orang berpendapat

bahwa proses-proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan

e R LR R R L T R P R ey )

67, Friedman, ¥., Loc.cit., hal 141,
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berjalan menurut huokum-hukun kemasyarakatan sendiri, maka
hukum tidak digunakan sebagai alat perubahan. Sebaliknya
apabila konsepnya justru merupakan kebalikaﬁ darli yang
disebut dimuka, maka peranan hukum menjadi pénting untuk
membangun masyarakat. Oleh karena itu peranan}yang demiki-
an itu berkaitan erat dengan perkembangan masﬁarakat yvang
didasarkan pada perencanaan. Perencanaan memb&at pilihan-
pilihan yang dilakukan secara sadar tentang jélan mana dan
cara mana yang diftempuh oleh masyarakat untuk mencapai
tujuan-tujuan itu. Apabila oilihan telah ditentukan, maka
pilihan inilah yang akan diwujudkan melalui hukom, Di
sinilah kita mulai mengedepankan “"sosial engineering by
Iaw" dengan tahap-tahap seperti di atas. 59 |
. \
Studi yang sistimatis mengenai hukunm sebhgai sarana
sosial yaitu dimana hukum dipakai sebagai inst%umen dimu-

lai oleh Roscoe Pound pada permulaan kurun | waktu dari

abad Xx. 59

Lebih lanjut menurut Rony Hanitijo Soemitro bahwa
konsepsi operasional tentang rekayasa masyarakat dengan
menggunakan hukum sebagai sarana, di dasarkan pada dua
konsep yang berbeda, yaitu konsep tentang ramalan mengenai
akibat-akibat yang dikemukan oleh Lundbergz dan Lansing
dalam tahun 1337 dan konsep Hans kelsen, tentang aspek

rangkap dari peraturan hukum. Lunberg dan Lansing mengemu-

8. satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, Angkasa, Bandung,
1988, hal. 211, -

68. Ronny Hanitijo Soemitro, Loc.cit., hal. 23,
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kakan bahwa setiap aturan hukum yang mengakibatkan peruba-
han sosial, memberikan dorongan pada tingkah lgku pemedang
peran., Sedangkan tingkah laku dari setiaé individu mewu-
Judkan suatu fungsi dalam pidang di tempét i$dividu itu
bertingkah laku. Hans Kelsen mengemukakan banwa peraturan
hukum yang diundangkan oleh penguasa yaﬁg berwenang di
dalam suatu negara modern mempuyal aspek fangkap. Pertama,
peraturan hukum diterapkan di masyarakat dan kedua, meng-
harapkan hakin menetapkan hukuman apabila ada anggota
masyarakat vang melanggar ketgntuan te}sebut. Pertanma
merupakan aspek primer dan vang kédua merupakan
aspek sekundsr dari hukum. ‘O

Untuk menghidupkan interaksi ant%ra peraturan-
peraturan dengan éubyek vang diaturnya, . maka terkadang
orang mencarl makna bagi subyek-subyek itg dalar konteks
pengaturan oleh hukum. dengan mengambil pengertian-
pengertian dari sosioclogi. Chamblis dan Séidman mnenyebut-
kan denéan istilah pemegang peran. 71
Dengan menyebut demikian itun maka interaksi antara peme
gang peran dengan hukum dapat diurai dengén lebih Jjelas.
Sebagal pemegang peran maka ia dih#rapkan Qleh hukum untuk
memenuhi harapan-harapan tertentn sebagaimana ~dilafalkan

.
di dalanm peraturan-peraturan. Oleh k@renaj pengaruh-~

(|

pengarih vang bekerja atas diri si pemegang peran, maka

70. Ronny Hanitijo Soemitro, Loc.cit.

71. Satjipto Rahardjo, Loc.ecit., hal.119.
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dapat terjadi suatu jarak antara beran vang diharapkan dan
peran yang dilakukan.

Seorang anggota masyvarakat atau kalau pemegangd peran
disini adalah RUD-KUD penerima pengalihan sahaﬁ dan badan
lain yang terkait, maka olsh Feraturan yang Dberkaitan
dengan itu pula ia diharapkan untuk memenuhi tindakan-
tindakan tertentu, yaitu peran vang diharapkan oleh .pera
turan vyang berasangkutan dalanm kedudukannya "~ sebagai RUD
penerima saham.

3. Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pengintegrasi

Pembicaraan mengenai hukun sebagal intitusi sosial
ternyata melibatkan pula peranan dari orang-orang vyang
tersangkut di dalamnya, khususnya sebagail rakyat biasa
vang menjadi sasaraﬁ dari pengadmistrasian hukum. EKeikut-
sertaan orang-orang ini misalnya terlihat prada diatatinya
segala proses yang ditentukan dalam peruaturan hukum itu
sendiri. Dengan sikap yang demikian itu maka hukumpun akan
benar-benar menjadi sarana pengintegrasi.

Menurut Talcot Parson fungsi utama sistim hukom
adalah melakukan fungsi integrasi vaitu untuk meminimalkan
konflik dan melancarkan proses interaksi perganlan sesial.
72

Lebih lanjut Parson mengemukakan bahwa oroses inter-
aksi tersebut tidak cukup apabila diperosss oleh Ffungsi

mempertahankan pola saja, yaitu berupa penegakan nilai-

i md e o 1 i TS M it ek e St e W e R A bk oo

72. Ronny Hanitije Soemitro, Studi Hukum Dan Masyarakat, 1382,
hal, 75,
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nilai. Oieh karena itn menurut Parsen, diperlukan snaty
fungsi vang lebih memaksa dan tidak hanya sekedar nenper-
tahankan asas-asas terakhir yang mengatur kehidupan masya-
rakat. Aturan-aturan ini mengkoordinasikan untit-unit vang
ada didalam interaksi sosisl dengan cara membéfikan pedo-
man bagaimana yang seharusnya dilakukan zatau vang sebenar-
nya dilakukan ataus vang sebenarnya diharapkan dengan
tindakan. 73

Namun perln dicatat bahwa pemikiran Parson tidaklah
semata-mata mendasarkan tindakan individu sebagai kelakuan
biologis semata, melainkan juga sebagai sua?u kelakuan

74

vang bermakna. Pemikiran-pemikiran Talcott Parson dan

pengikutnya vyang  sampal saat ini disebut dengan teori
Struktural Fungsionél 75, beranggapan bahwa poia tindakan
dari setiap individu mengarah pada kelangsungan hidup
struktur dan sistim sosialnya. Menurut Parson, sistim
sosial .adalah kerangka atau susunan yang mnengganbarkan
hubungan-hubungan atau kaitan-kaitan antara berbagai unsur
nasyarakat. Masyarakat harus dianggap sebagai suatu sistin
vang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan
dan saling berpengaruh secara timbal balik. 76

Dalam kenyataannya memang integrasi sosial tidak akan

pernah tercapaili secara sempurna, namen sSecara prinsip

73, Zudan Arisf Fakrullch, Loc.oit.

W

74. Satjipto Rahardjo, Loc.cit., hal. 2

7%, Ronny Hanitlje feemitro, Loo.oit., hal.232,
78, Zudan Arief Fakrulleh, Loo.oilt,




64

eistim sosial selalu cendarung untuk bergerak kearah
keseimbangan yvang bersifat dinamis. Rurang berfungsi atau
ELidak berfungsi atan penyimpangan-penyimpangan bisza gaja
terjadi, tetapi lambat laun dengan bsrbagai penyesuaian-
penyesuian  keadaan ini akan dapat diatasi.

Pemikiran yang paling mendasar dari teori struktural
fungsioral adalah bahwa segala pranata sosial yang ada
dalam masyarakat tertentu serba fungsional dalam arti

positif dan negstif. Dalam suaty masyarakat, beberapa

prangkat struktur-struktur sosiail harus diorganisasikan

untuk menetapkan lima fungsi penting, vaitu :
1. reproduction;

Z. Socialization;

3. maintenance of sénse of purpose;

4. Production of goods and services;
5.Preservation of order. '7
Bila suatu masyarakat menghendaki dirinya dapat terus
hidup dan berkembang, maka harns mereproduksi anggota-
anggotanya, menscosialisasikan mereka, memberikan perasaan
berguna dan mengorganisasikan kehidupan mereka serta dapat
menjamin tetap terpeliharanya aturan-aturan vyang melin-
dungi dan memelihara kehidupan sosial secéra tertib.
Fungsi-fungsi terebut adalah suatu sistinm vang saling kait
mengkait sehingga memungkinkan terpsliharanya ; stabilitas

dan kelangsungan hidup sosial. ¥asing- masing fungsi

memiliki Jaringan yang saling berkaitan, sehingga suaty
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perubahan dari salah satu fungsi zerssbut akab berakibat
pula pada fungsi yang lain. Sehubungan dengan masalah vansg
diajukan dalam perulisan tesis ini, wnaka fﬁngsi—fungsi
vang diulas di sini hanyalah fungsi production goods and
service (FGS) dan fungsi preservation of order (FO).

Dalam fungsi PGS, struktur ekononmi aaﬁ seperangkat
nilai-nilai yang dimiliki dan dimainkan oleh pemerintah

dapat berbeda dengan nilai-nilai masyarakat, .akan tetapi

masing-masing dari mereka telah memiliki seperangkat

norma-norma antuk mengatur kegiatan-kegiatannya sehinggs
masing-masing dapat memainkan Ffungsi-fungsi ek§n0mi untuk
menghasilkan barang dan jasa sekaligus mendiétribusikan4
nya. Dalam kondisi stabil, fungsi ekonomi akan mengun-
tungkan lingkungannya.
Dengan demikian maka .
perencanaan sosial merupakaﬁ faktor penting dalam hal ini.
78

Suatu peraturan yang mengandung sanksi sangatlah
diperlukan dalam rangka menjamin fungsi-fungsi dalam
sistim sosial dapat berjalan dengan baik. Tujuan pemberian
sanksi adalah untuk membawa ks arah kontihuitas atau
solidaritas kelangsungan kelompok khusus atau masyvarakat
luas,

Lembaga vang mampu menjaga aturan-aturan tersebut

adalah pemerintah. Pemerintah memiliki prosedunr, aparsat,

lembaga penerap gsanksi yang sudah ditetapkan secara Jelas
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dan kesemuanva itu dapat digunakan untuk wmelaksanakan
aturan-aturan yang sudah dibuat, | |

Upava-upava dalam rangka pelaksanaan hukum memang
harus dimulai dari sejak penyusunannya. Hal ini menjadi
penting bagi masyarakat karena substansi hukum vang Dbaik
sudah merupakan separuh akses bagi pendayagunzan hukunm.
RKesuksesan dalam penvusunan dan pelaksanaan hukuam adalah
penting bagi kehidupan masyarakat sebagai suatu proses
menuju pada suatu keadaan yang sedang berubah.

Dalam melaksanakan aturan-aturan vang sudah ditetap-
Kan, pemerintah tidak selalu mendspat respon yang positif
dari masyarakat, malah sebaliknya vyang nampak Justru
respon yang negatif, sehingga dalam hal ini pemerintah
menggunakan berbagéi pendekatan mulai dari tindakan vyang
sifatnya persuasif sampai yang represif,

Lebih lanjut Harry C.Bredemeier dengan menggunakan
konsepsi yang dikemukakan oleh talcott Parson berusaha
memerinci inputs dan outputs yang terdapat dalam proses
timbal balik vyang fungsional antara sub-sistem hukum
dengan sub-sistem-subsistem lainnya di dalam sistim sosial
masyarakat.

Dasar pemikiran Bredmeier adalah kerangka yang dikem-
bangkan oleh Talcott Parson yang berpangkal pada empat
proses fungdsional vyang utama dalam suatn sistem sosial

vaitu: (1} adaptation, (2) goal pursuance, (3) pattern




maintenance dan (4) Iintegration. 79

D. Pemilikan Saham Perusahaan swasta oleh koperasi.
Ditinjau dari segi vyuridis pelaksanaan pemilikan

saham oleh koperasi, khususnya pemilikan saham perusahzan

swasta oleh koperasi, dapat dikaji dasar hukumnya dari

beberapa perundang-undangan yang memberikan isyarat perlu-

€0 Dpalam hal ini

nya pemilikan saham oleh koperasi,
perundang-undangan tersesbut merupakan dasar pengaturan
kerja sama antara koperasi dengan perusahaan swasta,

Perundang-undangan dan ketentuan vang menjadi dasar hukum

untuk pemilikan saham perusahasan swasta oleh koperagsi

dapat dilihat sebagai berikut ;

1. Pandangan Berdas;rkan Pasal 33 UUD 1945

Esensi dari pembangunan ekonomi nasional inherent
dengan program ke pemenuhan Pasal 33 UUD 1945 yﬁng terdiri
3 (tiga) ayat.

Ketentuan Pasal 33 UUD 1845 dan penjelasannya menen-
tukan, bahwa susunan perekonomian yang diinginkan adalah
sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan
bertujuan untuk kesejahteraan sosial. Dalam hal ini,
kegiatan ekonomi sosial adalah oleh semua untuk semua
dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyara-
kat. ) i

79, Ronny Hanitijo Scemitro, Lec,ecit,, hal.75,

_ B0: UUD 1048, Undang-urdsang Bo, 1 Tahun 1887 dan  Undeng-Undong
Huhew 8RB Tajuan 48,
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Tersimpul bahwa pasal 33 UUD 1845 telah menentakan
susunan perekonomian nasional dalam bentuk demokrasi
ekonomi.

Salah satu upaya untuk melaksanakan secara nyata
isyarat pendemokrasian skonemi dalam badan usah? tersébut
adalah dengan pola pemilikan saham perusahaan s%asta oleh
koperasi,

Dengan demikian pendemokrasian ekonomi dalém praktek
dunia usaha dengan pola pemilikan sahan perusah%an swasta
oleh koperasi merupakan isyarat yang didasarkan kepada
Pasal 33 UUD 1845, N

2. Pandangan Berdasarkan Pasal 3 dan pasal 7 huaruf f
_Undang-undang No:1 Tahun 1987 tentang Kamar dagang dan
Industri.

Sebagaimana vyang dicita-citakan oleh pasal 33 UUD
1945, agar dunia usaha nasional, yaitu BUMN, Koperasi, dan
BUMS menciptakan kerja sama berdasarkan semangat kekeluar-
gaan. Demikian pula UU No. 1 tahun 1987 tenﬁang kamar
Dagang dan Industri (Kadin) menciptakan a?uran vang
dimaksudkan untukl menjadi landasan bagi teélaksananya
iklim dan tata hubungan yang mendorong kerja saia berdasa-
kan semangat kekeluargaan yang serési antara BUMN, EKoper-
asi dan BUMS.

Mendenal kerja sama antara BUMN, Koperasi, dan BUHS
tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 UU No. 1

Tahun 1887 tentang Kamar Dagang dan Industri, yang bertu-
Juan wuntuk memberikan dasar hukum bagi wadah . pembinaan

kerja sama antara kstiga sektor ekonomi dan bertumpu
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secara matlak pada pagal 33 UUD 1945,

Sedangkan pasal 7 ayat f Undang-undang NO. 1 Tahun
1887 tersebut sebagaimana vang dinraikan di ‘muka yaitu
menyatakan memelihara kerukunan di satu pihak serta mence-
gah persaingan yvang tidak sehat di lain pihak: di antara
pengusaha Indeonesia dan\mnewujudkan kerja samaiyang sefasi
antara sektor ekonomi éaﬁ sekalizgus menciptakaﬁ pemerataan
kesempatan berusaha diantara mereka,

Upaya mewnjudkan tujuan Kadin yang diatur dalam pasal

undang-undang tersebut di atas, salah satunya adalsah
melakukan kegilatan yang upayénya sebagaimana yang diatur
dalam pasal 7 huruf f Undang-undang No.l tahun 1887 terse-
but,
Kegiatan Kadin.seperti diuraikan di atas itu merupakan
konskuensi dari tujuan Kadin. selanjutnya sebagai suatn
cara peningkstan kerJja sama antara BUMYN, Koperasi, dan
BUMS, sekaligus sebagail sarana pelakn ekonomi nasional
untuk melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1845S. |

Apabila dikaji kerja sama antara dunia usahna nasional
khususnya antara BUMS (perusahaan swasta) dan kopesrasi,
salah bentuk kerja sama yvang dapat diterapkan édalah kerja
sama dalam bidang permodalan sebagaimana telah diuraikan
di muka, yaitu dengan pola pemilikan saham perusahaan
swasta oleh koperasi.

Dengan demikian ketentuan wvang diatur dalgm pasal 3

dan pasal 7 huruf f Undang~Undang No.l tahun 1987 tentang
Ramar Dageng dap Industri, veng mengatur pengusaha Iadene-
gin dalam konteks dunia weabs nasienal, menghendakl Herds




sama di antara sesams pelaky ekonromi nasional seperti
diuraikan di muka. Hal itu membsrikan kesimpulan sebagai

isyarat pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi,

3. Pandangan berdasarkan Pasal 81 huruf ¢ Undang-undang
No.25 Tahun 1892 tentang Perkoperasian

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 huruf ¢ undang-undang
No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka Pemerintsah
terus mengupayakan penciptaan dan pengembangan kerjasama
antara kope;asi dan badan usaha bukan koperasi, vyaito
sebagal diuraikan dimuks. Sedangkan dalanm penjelasannya
dinyatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan faktor yang
penting dalam rangka mewujudkan sistim perekonomian na-
sional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Disini hubungan
kerja sama tersebut harus dilakukan secara rasional dalam
arti sama-sama saling mengﬁntungkan dan menguntungkan. 81
Kerja sama koperasi dan badan usaha di atas memberikan
isyarat yuridis kepada kerja sama antara koperasi dan
perusahaan swasta sebagail badan usaha bukan koperasi.
Dalam hal ini dapat diterapkan bentuk kerja sama dalam
bentuk permodalan sebagaimana dikaji dalam pasal 3 dan
pasal 7 huruf f Undang-undang neo.l1 tahun 1987 tentang
kadin, dengan pola pemilikan saham perusahaan swasta oleh

koparasi.

8l. Penjelasan Pasal 61 huruf ¢ Undang-undang No. 25 Tahun
1382, ;
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Dengan demikian pasal 81 huruf o} Undang-undang

No.1892 tentang perkoperasian, van mesngatur hubungan

o

kerja antara koperasi dan perusahaan swasta dapat dibuat
sebagai dasar keikutsertaan koperasi dalam perusahaan
swasta. Selanjutnya aturan tersebut memberikan kesimpulan
sebagal isyarat vpemilikan sahan perusahazn swasta oleh

koperasi.

4. Ketentuan Pemilikan Saham Perusahaan Swasta oleh Koper-
asi Menurut Surat Edaran Menteri ZXoordinator Bidang
ekonomi Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan
RI Ko.O05/M.ERUIN/1991 Tanggal 20 April 1991

Program pemilikan saham oleh koperasi di Indonesia
berkaitan pelaksanaénnya dengan himbauan Presiden RI, agar
perusahaan besar mengikutsertakan koperasi untuk memiliki
sahamnya, vyang secara resmi diangkat oleh Presiden dalam
Keterangan Pemerintah Pengantar RAPBN 1880,/1991 di. DPR
tanggal 4 Januazari 1980.

Dengan memahami imbauvan Presiden RI kepada perusahaan
besar untuk mengikutsertakan koperasi memiliki saham
perusahaannya, memberikan kesimpulan bahwa pemilikan saham
perusahaan swasta oleh koperasi tersebut nerupakan kesepa-
katan bagi perusahaan besar dan koperasi, yang didasarkan
atas kerelaan perusahaan swasta untuk mengalihkan sahan-
nya. Berarti program pemilikan saham oleh koperaszi adalzh

bersifat himbauan atau anjuran, vang pelaksanaannya memer-
lukan dorongan kesadaran dari pihak perwsahaan swasta

untuk melaksanakannya.




Walaupun program pemiklikan saham oleh koperasi
sifatnya himbanan, bukan berarti petunjuk pelaksanaannya
tidak diperlukan. Karena itu, Menko EXUIN dan Wasbang
menerbitkan Surat Edaran NO. SE-0S/M.EXUIN/1981 perihal
Pemilikan Saham cleh Koperasi Tanggal 20 April?lggl. Surat
Edaran tersebut dimaksucdkan untuk dapat dijadi?an- sebagai
ketentuan-ketentuan atau landasan bersama dal?m melayani
dan membantu keinginan pengusaha yang tergefak hatinya
untuk menjalankan himbauan pemilikan saham oleh koperasi
yaitu dalam upaya menjual sahamnya perusahaannya kepada
koperasi,

Apabila Surat Edaran Menko EKUIN dan Wasbang itu
ditinjau, maka akan terlihat landasaan atan dasar pemiki-
ran program pemilik;n saham oleh koperasi, yang selanjut-
nya melahirkan gagasaan dasar sebagai pencap%iam tujuan
relaksanaan pemilikan saham. :

a. Landasan Pemilikan Saham

Pemberian kesempatan kepada koperasi untgk memiliki
saham perusahaan merupakan landasan atau pemikiran vang
lahir dari keinginan, bahwa nelaku ekonomi atau dunia
usaha nasional, baik Badan Usaha Milik negara (BUMN),
Roperasi, maupun Badan Ussha Milik Swasta harus mempunyal
hubungan kemitraan atau "mutual partnership”, yang saling

mendukung dan terpadu dalam struktur atzu sistim ekononmi

nasional,

Berdasarkan pemikiran ini, maka pemilikan saham

perusahaan swasta cleh koperasi merupakan langkah untuk
i

terwnjudnya suatu muatual partnership, sgperti vang
|
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diinginkan di ataz. Selanjuinya pemilikan saham perusahaan
swasta 1tu adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pemera-
taan hazil-hasil pembangunan vang pada gilirannya dapat
membnat dunia usaha nasional bersifat labih terbuka dan
lebih sehat., Hal inl sesuail dengan landasan diterbitkannya
Surat Edaran Menko ERUIN dan Wasbang mengsnal progran
pemilikaﬁ saham oleh koperasi (Surat Edaran Menko EXUIN
dan Wasbang No.S3E-05/M.EKUIN/18391).

Jika surat Edaran menko ERUIN dan Wasbang mengenai
pemilikan saham perusahaan swazta kita perhatikan, yvaitu
dalam hubungannnya dengan gagasan dasarnya, maka program
pemilikan saham itu pada dasarnya lahir dari Qpaya mewa-
Judkan pola kebersagaan, yvang sekaligus sebagai salah satu
bentnk pendemokrasian ekonori nasional.

Untuk itu, pelaksanan pemilikan saham har#s dilaksa-
nakan dengan pertimbangan yang saling menguntgngkan para
pihak vyang terlibat, baik pihak perusahaan maupun pihak
koperasi. Artinva dalam pelaksanaannya tidak ada vang
dirugikan. Selanjutnya dasar fersebut merupakan masukan
bagi pemilik atau pengurus perusahsan dan anggota atau
pengurus koperasi dalam rangka pelaksanaan pemilikan
sahanm.

Dengan demikian pelaksaanaan pemilikan saham harus
disesuaikan dengan gagasan dasar sebagaimana yang diatur
dalam Surat Edaran menko ERKUIN dan Wasbang mengenal pemil-

ikan saham perusahaan oleh koperasi. (Surat Edaran Menko

EXUIN dan Wasbang NO.SE-5/M.EXKUIN/138L)




Di Qamping itu, vang memiliki saham dalam pemilikan
saham perusahaan tersebut bukan anggota dan pengurus
koperasi tetapi koperasi sebagail kesatuan, baik koperasi
karyvawan, KUD, maupun koperasi primer lainnya.

Upaya pemilikan saham oleh koperasi di !satu pihak

|

harus dilakukan sescara sukarela. Berarti buk?n paksaaan
atau kewajiban yang harus dilaksanakan sepenuhﬁya. di lain
pihak pemilikan saham dilakukan secara bertahap, vakni 1 %
sampail 25 ¥. Proses secara bertahsp ini memberikan kesem-
patan kepada perusahaan dan koperasi untuk membenahi
dirinya dalam berbagail aspek untuk pelaksansan pemilikan
saham tersebut.

Bertolak dari landasan atau pemikiran pemilikan saham
oleh koperasi, mak; pelaksanaan pemilikan saham tersebut
merupakan salah satu alternatif untuk mengantisipasi hal
vang menunjukkan makin ketinggalannya koperasi, dibanding-
kan dengan badan usaha lain dalam perekonomian nasional.
Karena pelaksanaan pemilikan saham perusahaan oleh kopera-
51 dapat memberikan manfaat terhadap Jalannya percepatan
perkembangan sektor koperasi.

Cara yang dibuat dengan pola pemilikan saham berkai-
tan erat dan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapail
oleh pembangunan ekonomi. Karena tujuan pemilikan saham
oleh koperasi merupakan bagian darl tujuan pembangunan. 82
Dari tujuan pemilikan saham oleh koperasi di atas,

terlihat suatu pengharapan skan tergiptanya ipembangunan
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ekonomi dengan pemerataan, vang didasarkan terhadap per-
i
. . . . L .
timbangan akan economic egquality, eguity, yang sekaligus
=3
merupakan pemeliharaan dan penghormatan terhadap ‘“public

"

intrest Dengan ini, juga diharaphkan akan dapét berfungsi
untuk menghindari polarisasi ekonomi na ﬁn sosial.
B
Seterusnya dengan ini diharapkan terciptanya résa kebersa-
naan atau kesatuan.
b. Mekanisme Pemilikan Saham Perusahaan oleh Xoperasi
Mengacu kepada Surai Edaran Menteri EKUIN dan Wasbang
mengenai pemilikan saham oleh koperasi, maka mekanisne
pemilikan saham perusahaan oleh koperasi diawali dengan
inisiatif vyang berasal dari pemilik atau pemégang saham

r

yaitu dengan cara penempatan langsung {(direect placement).

‘
Artinva pemilikan saham perusahaan swasta; {PT) oleh
koperasi dengan skema penempatan langsung dapét terjadi.
Jika pemilik atan pemegang saham tiéak hendak
memiliki saham-saham yang telah ditawarkan dalam “privat
placement” . Private placemet dalam konteks ini adalah

penjualan saham oleh perusahaan atau perseroan kepada

kalangan yang terbatas. 83

Sebagaimana Jjuga ditulis dalam buku PEasar modal

Indonesia. 84
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83. Fred Westen, Thomas E. Copeland, Manajemen K&uangan (Mana-
gerial Fipanece) diterjemahkan oleh XKibrandoko, Ajaka W,l, Supranocto,
Dipckusumo, Erlangga, Surabava, - 1881, hal. 543.
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4. Yayasan Mitra Dana, Pasar Medal Di Indones;a, BAPPEPAM,
1921, hal. 144-145. l
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Dengan kata lain, apabila pemegang sana tersebut
menyetujui koperasi untuk memiliki atay membeli saham-~
saham yang ditawarkan oleh perusahaan swasta (PT). 83

Dengan demikian pemilikan sahan perusahaan swastsa
vang dilakvokan dengan cara Penempatan langsung bherkaitan
dengan kerelaan dari pemegang saham perusahaan atau perse-
roan untuk mengalihkan sahamnya kepada koperasi. Dalam hal
ini pemegang sazaham yang ada dalam rapat pemegang sahan
menyatakan kesedisannya untik menerima koperasi
sebagal pemegang sahanm psrserocan. 96

Mengenai cara pemilikan saham perusahaan swasta ocleh
koperasi, vyang dilakukan dengan cara penempatan langsung

atau direct placement, dapat dilihat pengaturannya dalam

Surat Edaran Menko EXUIN dan Wasbang mengenai pemilikan

saham oleh koperasi, vang menyatakan cara perolehan

sahan adalah sebagai berikut

a. Pemilikan saham dapat dilakukan dengan cara penempatan
langsung ( direct placement”);

b. Pemilik perusahaan -perusahaan seﬁat vang belum mena-
warkan sahamnya kepada koperasi vntuk dimiliki melalui
penempatan langsung {(direct placemsnt). 87

Skema lain dari cara pemilikan saham ;perusahaan
swasta oleh koperasi di atas, adalah melalui penjualan

85. Imas Fatimah, Modofir Hadi, K. Sarmenhadi, Peran Notaris
Dalam Rangka Pemilikan Saham Oleh Koperasi, makalah, 1990, hal. 6.

88. Imas Fatimah, Mudofir Hadi, X. Sarmanhadi, Ibid.

87. Surat Edaran Menko ERUIN dsn Wasbang.
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cleh suatu perusahaan yang telah go pzblik, Mitra Indone-
sia di dalam perusahaan patunsgan dalam rangka PHA atau
Mitra Asinz dalam rangka memennhi ketentuan peraturan

perundang-undangan,manjual szhamnya kspada mitra Indonesia
8

8]

dapat memberil prioritas kepada koperasi.
Cara pemilikan saham perusahsan swasta dalam implementasi-
nya berkaitan dengan aspekwaspék vang melekatudalam pelak-
sanaan pemilikan saham itu. Misalnyva mengénai tingkat
kesehatan perusahaan, hargs saham, dan c¢ara pehbayaran
saham, karena aspek-aspek tersebut merupakan faktor yang
menentukan dalam efektifnya program pemilikan saham oleh
koperasi.
a. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Agar tujunan program pemilikan saham perusahaan swasta
oleh Lkoperasi dapat tercapai dalam arti dapat dinikmati
oleh koperasi, maka tingkat kesehatan perusahaan harus
diperhatikan. Perhatian ferhadap kesehatan perusahaan
tersebut penting bagi koperasi yang membeli saham perusa-
haan itu. Apabila perusahsannya tidak sehat berarti saham-
nya Jjuga tidak sehat daan pada akhirnya akar menimbulkan
kerungian bagi koperasi vang membeli saham perusahaan yang
tidak sehat itu. Pembelian saham perusahaan tersebut oleh
koperasi akan menempatkan koperasi yang bersangkutan seba-
gai pemegang saham perusahaan swasta yang tidak sehat 1itua
dan sskaligus menempatkan koperasi bzarada pada posisi yang

tidak menguntungkan,

ey

83. Surat Edaran Menko ERUIN dan Wasbang.
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Pelaksanaan pemilikan szhan dalam kaitannya dengan
tingkat kesehatan perusahaan, dapat dilihat pengaturannya
sebagal berikut
1. Yang dapat mengikutsertakan koperasi dalam kepemilikan

modal saham adalah perusahasn yaang sehat.

Pada dasarnya, pemilik perusahaan sendiri ¥ang paling

fat]

mengetahui dan bertanggung jawab atas tingkat kesehatan
perusahaannya.
b. Harga Saham
Mengenal harga saham dalam rangka pemilikan sahan
perusahaan swasta dengan cara penempatan langsung, dite-
tapkan pembeliannya dengan penetapan harga sa&am sebesar
harga nominal per lembar saham (¢ a pari ).
c. Sumber Pendanaan dan Pembayaran Saham
Koperasi dalam perolehan atau upaya pemilikan sahan
perusahaan swasta dapat mendanainya dengan dana yang
berasal. dari koperasi itu sendiri ataupun dari pinjaman
vang mengalihkan dan cara-cara pendanaan lain yang disepa-
kati antara koperasi dan perusahaan swasta tersebut, yakni
sebagai berikat: 59 .
1. Perolehan saham oleh koperasi dapat dibiayai dengan :
a. Simpanan dan penyisihan dari hasil usaha, termasuk
cadangan.
b. Pinjaman dari perusahaan yang menerbitkan sahan,
sedang pelunasan pinjaman dilakukan dengan menyerah-

kan 75 % dari deviden vang diperoclehnya.

89. Surat Edaran Menko ERUIN dan Wasbang,
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¢. Cara-cars lain yang disepakati antaras pefusahaan dan
koperasi.
2. Pembelian saham dengan danz yang berasal dari pinjaman
perusahaan diusahakan untuk tidak dikenakan‘bﬁnga.
3. Perusahaan dan koperasi menyepakati cara-cara pendanaan
vang dinilai lebih menguntunsgkan koperasi. |

Dalam pelaksanaan pemilikan saham, padsa amumnya
sumber pendanaan dan pembayaran saham yang dimiliki terse-
but adalah berasal dari pinjsman hutang koperasi kepada
perusahaan yang menawarkan atau menjeal sahamnya.

Pembayaran hutang koperasi tersebut dibayar - dari
hasil deviden vyang diperoleh koperasi dari sahamnya.
Perinecian pembayarannya adalah 753 % untuk pembayaran
(eieilan) hutang koﬁerasi dan 25 % sisanya dapat digzunakan
koperasi untuk pemupukan modal.

Dilihat dari prosedur pelaksanaan pemilikan sahan
perusahaan swasta oleh koperasi, maka perusahaan swasta
dan koperasi harus melalui tahap-tahap yang telah ditetap-
kan oleh pemerintah, baik melalui ketentuan dari M¥enteri
RKordinator dan Wasbang maupun mslalui Departemen koperasi
dan instansi lainnya yang terkait.

Prosedur pemilikan saham peruasahaan swasta oleh
koperasi, vyang berkenaan dengan perusahaan swasta vyang
akan wmenawarkan sahamnga dan koperasi vang akan menerima
penawaran saham tersebut adalah sebagal berikut :

a. Perusahaan swasta
1. perusahaan swasta yang akan menawarkan atau menjual

sahamnya kepada koperasi, harus =zengajukan penawaran
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sahamnya tersebut kepada

a.

Henteri koordinator EXUIN dan Wasbang

b. Menteri Teknis vang membidangi usahs perusahaan

<.

swasta yang menawarkan sahamnya . Migalnya Menteri
perindistrian sebagai menteri vang rmembidangi peru-
sahaan swasta yang bergerak dalanm bidang perindus-
trian.

Henteri Koperasi

Rencana penawaran saham oleh pernsahaan swasta kepada

koperasi, telah sekaligus memberikan imformasi antara

a.

b.

1lain mengenai:

nama perusahaan;

lokasi perusahaan;

bidang usaha gerusahaan;

saham yang dijual kepada koperasi vang meliputi

1. cara penjualan saham melalui penempatan langsung
atau direct placement;

2. jumlah saham yang dijual;

3. status saham yang dijual, apakah sudah listed di
pasar modal, apakah merupakan bagian dari sahanm
vang dimiliki "original owners'” dan 1lain seba-
gainva;

persentase gaham yang dijual;

Ha

9. harga saham vyang dijual adalah harga nominal
perlembar saham (a pari);

cara pembiayaan penjualan ssham;

syarat-syarat pinjaman;

g. cara pelunasan pinjaman.
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Koperasi

Koperasi vang akan membeli saham vang ditgwarkan atau

dijual peruszhaan swasta, harus mengajukan' permohonan

kepada menteri koperasi melalui kantor Deéartemen

Eoperasi Kabupaten/RKodva dan Kantor Wilayah Departemen

koperasi dengan melengkapi dokume-dokumen vang diper-

syaratkan sebagal kelengkapan administrasi, vaitu
antara lain sebagai berikut | |

a. Berita acara Rapat Pengurus Koperasi mengenai kepu-
tusan untuk membeli saham perusahaan swasta, dengan
ketentuan sahnya rapat tersebut adalah = quorum

2 + 1; |

b. Kopi Surat Keputusan badan Hukun Koperasi yang
bersangkutan;‘

¢. Kopi Anggaran Dasar Koperasl yang bersangkutan;

d. Daftar susunan pengurus koperasi yang diketahui oleh
kandekop setempat.

e. Ropi EKTP Pengurus Primer yang hadir dalam rapat
Pengurus saja dan Kopi KTP Pengurus Induk EKoperasi
vang bersangkantan.

Apabila permohonan koperasi untuk membeli saham perusa-

haan swasta dianggap layak dan memenuhi persyaratan,

maka kepala Kantor Departemen Koperasi mengusulkan
koperasi tersebut ke;ada menteri Koperasi yang tembu~
sannya disampaikan kepada kantor Wilayah Departemen
koperasi Propinsi/DI untuk mendapat persetujuannya

memperocleh saham.
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Setelah menmperoleh rersetujuan Msnteri Koperasi atas
pembelian saham olsh koperasi tersebut, Maka kepala
kantor Dinas koperasi menyamnpaikan kepada koperasi yang
bersangkutan untuk segera melengkapi persyaratan pelak-
sanaan pembelian saham perusahaan swasta.
Menteri Teknis yang membidangl usaha peruzahaan swasta
vang bersangkutan memberikan pertimbangan gepada Hen-
i
teri Koperasi mengenai kezehatan per&éaﬁéaﬁ, dengan
Lembusan kepada Menteri Koordinator Bidaég' Ekonomi,
Keuangan, Industri dan Pengawasan pembangun%n.
Menteri Koperasi memberikan kepada perusaﬁaan swasta
nama, alamat koperasi¥ko§erasi vang dinilai cukup sehat
untuk ikut memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh
perusahaan. '
Menteri Teknis yang ﬁembidangi usaha perusahaan swasta
vang bersangkutan, dapat-meminta bantuan Ba@an Pengawa-
san Pasar Modal dan/atau Badan Pengawasan K%uangan dan
Pembangunan dalam melakukan penilaian ata% kesehatan
perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada @operasi.
Setelah memperoleh pertimbangan*pertimbanggk dan data
koiperasi vyang diikutsertakan dalam prograﬂ‘ pemilikan
saham perusahaan swasta, maka perusahaan swasta dan
koperasi melaksanakan - jual beli sahanm. Padg umamnys
pelaksanaannya dengan‘perjanjian vang dibuat dihadapan
Notaris yakni
a. perjanjian jual beli;

. ]
b. perjanjian pinjaman atau pengakuan hutang.
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8. Pelaksanaan jnal beli saham dilaporkan oleh Koperasgi
dengan melampirkan tindasan perjanjian jua} beli dan
I

perjanjian pinjaman atan pengakuan hutang! bagi yang

membuatnya pada

a. Menteri koordinator Bidang EXUIN dan Was%ang;
b. Menteri teknis yang membidangi usaha perﬁsahaan vang
bersangkuatan;
¢. Menteri Koperasi yang Xeperluannya sebagai pengece~
kan terhadap koperasi yang bersangkutan.i
Dengan latar belakang himbauan Presiden,_?gar perusa-
haan swasta mengalihkan sahamnya kepada kopérasi, vang

diikuti oleh implementasi operasionalnya, yang! mengandung

landasan, gagasan, dasar, tujuan, cara pengali@annya serta
prosedurnya melalui Surat Edaran Menko EKUIN dan Wasbang
No. S5E-05/M.EKUIN/1991 prihal pemilikan saham dleh kopera-

si, telah tampak diwujudkan oleh perusahaan swasta.

E. Pengembangan Koperasi
1. Sejarah Koperasi

Sampai saat ini belum ada dokumen vang menjelaskan
kapan koperasi mulai ada, tetapi vang jela% koperasi
dikenal sudah lama sekali. Di daratan Erocpa dik%nal seba-
gai Historie Cooperative Institutional. Sed%ngkan . di
negara sedang berkembang disebut sebagai kope%asi asli.

i

Lembaga ini ditandai dengan adanva hubungan ant?r individu

dengan solidaritas dan kerja sama serts kekuasaan ekonomi
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VAang cenderung barbagl sama eata. 70

Namur perulis cendrung berpegang oada ana vang  dibkg-
tahan  olab Ninik Widivanti & Supindhis yaﬁmr mangatakan
bahwa  koparasi pada permulsan abad ne-19, s=bajai roaksi
tarhadar sistem liberalisme shonamnl , wang pade waktu ity
segolongan kecil pemilik-pemilik modal m@ﬁguasgi kehidusan
masyairakat.

Susunan ma

“

syaralkat Rapitalis sebagai kel

i
L e
anjutan dari

5 barsaing

liberalismg ehkonomi, membiarkan imdividu bab

__._,EU

untuk mengelar keuntungan sRbesar-besarnya bagi individu,
dan  bebas pulia mengadakan ssgala  macam  koptrak tanpa
intervensi pemerintah. @Akibat dari pada sistem ekonomi

tersebut, golongan kecil pemilik modal menguasal kehidupan

myasyarakat. Mereka hidup Berlebih-lebihan, sedang
i

golongan besar dari masyarakat, vyang lemah kadudukan
]

!
sosisxl ekonominya, makin terdesak. Pada saat itulah tumbuh

gerakan . koperasi yang menentang aliran individu. Bentuk

keria sama ini hemudizm melahirkan perkumpuian hoperasi.
91 i
|
. . A |
Gerakan koperasi modern peritama berdiri pada tanggal
24 Oktober 1944 di bagian utara Inggris, tepatnya dikota
Rochdale. Fkoperasi ini baergerak dibidang pardagangan
khususnya pertokaan yang menyediakan bharang—barang konsum-—

si  bagl para anggobtanya. Secara singhkat dikatakan  bahwa

80. Ign. Sukardiyo, Manajemen Koperasi, rlangga, Jakarta,
19686, ‘

i

i
91. Arifinal Chanisgo, Loc.cit,

|

]

I




sukses koperasi yang didirikan di Rokhdale tersebut dise-
babkan karena dalam mengelolanya digunakan managfemen yang
dikenal dengan nama “"Prinsip Rokhdale", vang intinya
secara garis besar adalah bersifat terbuka, demokratis
dalam menghargai Jjasa anggota, hak anggota ‘yang sama,
sangat mementingkan kepercayaan dan kualitas, selalu
mementingkan pendidikan bagi anggota, dan memikirkan usaha
yang sesuai dengan keadaan. 92

Koperasi di Indonesisa

Banyak organisasi semacan koperasi yang telah didiri-
kan di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indone-
sia. Alasannya bahwa rakyat ingin membebaskan diri dari
penderitaan karena . tekanan dari para peniajah. EKarena
penjajahan rakyat Iﬁdonesia hidup menderita dan tertindas
serta tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarﬁ&a seéerti
sandang pangan dan papan.‘semuanya ini mengakibatkan dan
pendidikan belum sempat mereka pikirkan.

Pembentukan emberio koperasi di Indonesia dapat dika-
takan terwujud pada tahun 1876 di Purwokerto , Jawa Ten-
gah. Ide pembentukan emberio koperasi ini berasal dari R.
Wirja Atmadja yang melihat nasib pegawainyva selalu menjadi
sagsaran lintah darat dalam memenuhi kebutuhan hidup nere-
ka. Ta ingin memperbaiki tingkat kehidupan mereka dengan
membentuk persatuan diantara mereka dengan membentuk

persatuan diantara mereksa yang diberi nama "Perkumpulan

Bantuan dan peminjaman”. Dengan demikian para pegawainya

32. Ibid.




dapat menolong diri sendiri denzan cara menyimpan uang
secara teratur menurut kemmpuan masing-masing.

Perkembangan koperasi di Indonesia barn nampak pada
tahun 1808 bertepatan dengan lahirnya gerakan Boedi Oeto-
mo. Koperasi yang dikembangkan olsh pendiri Boedi Oetomo
adalah Koperasi Konsumsi. Sejak saat itulah masuk pengaruh
sendi-sendi dasar koperasi Rocdale ke Indonesisa. Sendi
dasar demokrasi dan sendi dasar kesamaan hak mulai dikenal
dan diterapkan.

Pada tahun 1815 pemerintah Hiandia Belandﬁ baru menya-
dari bahaya sendi dasar koperasi yang dianut oleh gerakan
tersebut Jika tertanam dalam jiwa rakyat Jjajahan. Pada
tahun yang sama Pemerintah hindia belanda mengeluarkan
peraturan tentang cara kerja koperasi yang pertama kali,
vang bersifat membatasi ruang gerak dari pada koperasi.
Peraturan ini beberapa kali mengalami perubahan menyesuai-
kan dengan perkembangan yang terjadi. Perubahan undang-
undang atan peraturan formil koperasi sudah dimulai sejak
jaman pemerintah Hindia Belanda setelah tahun 1915.

Adapun perincian perubahan peratnran-peraturan itu
sejak tahun 1915 adalah sebagai berikut
1. Pada tahun 1915 dibuat peraturan tentang koperasi di

Indonesia, wyakni “ Vérordening op de Cooperative
verenigingen" (Koninklijk besluit 7 April 1915, §.
431). Peraturan koperasi ini konkordan dengan UU
koperasi Belanda tahun 1878 dan berlakn bagi senua

golongan rakyat pada waktu itu.
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sandang  pangan dan papan. Semuanva ind mengakibsatkan dan

Tl
T

pendidikan belum scmpat merska pikirkan.

Fenbentukan embaric koperasi di Indonesia dapat dika-
takan terwujiud pada tahun 1876 41 Furwokarts . Jawa Ten-
E
gahi. lde pambentukan smberio koperasi ini barasal

dari R.
Wiriz Atmadia vana mslihat nasib pegawainva selalu menjadi
sasairan lintah darat dalam memernuhi kebutuhlan hidup mearg-

ka. Ia ingin memperbaiki tingkst kehidupan meraikla dengan

membentuk  persatuan diantara mereka derngan @embentuk
: |
parsatuan diantara mershks vang diberi nama "Perkumpulan

Rantuan dan peminjaman". Dengan demikian para .p?qawainya
dapat menclong diri sendiri dengan cara m@nvimtan tang
secara teratur menurut kemmpuan masing-masing. !
|
Parkembancan hkopeiasi di Indonesia baru dikeral pada
tahun 1908 bertepatan dengan lahirnya gerakas Boeﬁi Deto-
mo. koperasi vang dikembanakan cleh pendiri aoedir O=tomo
adalah Koperasi Konsumsi. Sejak szaat itulah masuk pangaruh
sendi—-gsendi dasar koperasi Roodale ke Indonesia. Sendi
dasar damograsi dan sendi dasar kesamaan hak mulai dikenal
dan diterapkan. |
Fada tahun 1?15 pemerintah Hindia Bezlanda baTu menya—

1
dari bahava sendi dasar kopesrasi vang dianut Gleh‘ garakan

tersebut Jjika tertamam dalam jiwa rakvat jajahén. Fada

i
tahun  vang sama Femerintah hindia belanda manasluarkan
. . E )
peraturan  tentang cara kEsria hoperasi vang pertama kali,
H
!
vana bersifat membatasi ruang gerak dari  pada koassrasi.

Feraturan ini beberapa kall mengalami perubahan menvesuai-

kan dengan pErrambangan vang terjadi. Pergbahas  undang-

J&]




undang atau peraturan formil hoperasi sudah dimulai  sejak

Jaman psmnerintah Hindia Relanda setelah tahun 1705,
ARdapun  perincian perubahan  peraturan-peraturan itu

sejak tahun 1915 adalaih ssbagal berikut

1. Fada tabhurn 1915 dibualt peraturan tentang koperasi  di
Indon=ssia, valirmi Y Varordening oo d2 Cooperstive
vargnigingan' {FKomdnkliik besluit 7 April 1713, &S.
431). Peratursn  koperasi  ini  konkaordan  dengan  UU
kiperasi EBelanda tabun 1876 dan  berlaku hagi SEMmua
aolongan vrakvat pada wakbtu itu.

<. Fada tahun 1727 heluarlah " regeling Iniaﬁdache Cores
peratisve Verenigingen' (8.1%927 — &1). Feraturan
koperasi ind berlakg khusus bagl golongan bumi putera.
Koperasi berdasarkan peraturan Lni dapat memiliki  hak
atas tanah merurut hukum adat dan karenanva bermaan-
faat bagi koperasi pertanian.

Z. Fada #ahun 1933 diundanghkan "Algemene REgEIiAg op dJe
Cooperatieve Verenigingen "(5. 1933 - 108). Peraturan
ini adalah pengganti peraturan koperasi taﬁun 1918
vang konkordan dengan pEraturan kopesrasi di‘_negeri
Belanda tabun 187%. Pada hakekatnva peraturan hoperasi
tabun 1933 ini  adalabh sama sajsa dengan  peraturan

hLopeasi tahun 1915 vang kurang beramanfaat bagil

colangan bumi putera.

g Fada tanhun 1947, peraturan koperasi tahuan 1927 vakni

"Regeling inlandsche Cooparatisve Verenigingen"

{8, 1927-%1) diruban dengan 5.1949-177. yvang berjadul
1

e, e i=re

“Regeling Cwoperatiswve Vergnigingsn L8357, Dends

i"i

il
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varlakunve Regeling Cooperatieve Verenigingen 154%" di

Indonesia pads waktu itu berizku cus macam peraturan

tentany koperasi, vaitu

a. "Regeling Cooperatieve Verenigingen 154FY (8., 194F-
AFR) . vang berlaku bagi Bumi Putsra.

b. "Algemene Regesling op de Covosratisve Versnigingen
L¥IFY {5;1?53—1&&) vane Berlakd bagi semua golongan
masvarakat.

Fada  tahun 1938 diundénqﬁan Undang-—-undang No.77 tahun
1958 (LN, L958~13%) tentsng "FPerkumpulan Kopevrasi®.
Undang—undang ini dibuat berdasarkan Fasal 38 HUDES 19350
yvand sama dengan pasal I3 UUD L945). Dehoan diundang-
Rannya WU. No 79 Tahun 1938, maka peraturan hkoperasi
tahun 1933 dan tahun 1949 dicabuk.

Fada tabun 19563 terbentuklian UU. No.i4 tahun 19463 (LN,
19265-73) tentang perkopsrasian dengan mencabut Undang-
undanq_Nc.?? tahun 1758. Undang-undang Neo.ld Tahun 1965
membuat koperasi meanjadi khekuatan politik sesusai dengan
suasana politik pada saat itu sehingga secara kuantitas
roperasi mengalaml perkembangan pesait.

Fada tahun 1957, pemerintah Orde baruw berusaha  mendu-
dukbkan koparasi pada proporsi vang sebsnarnva. Sshubun-
gan dengan itu pemerinltah vemudian menetagkaﬁ Undang-—
wndana  No.12 tahun 19467 (LM, 1967~23) tentana “Eokok—
Fokok perkopesrasian” ‘d@nqan marcalut Undanq—thanq
NMo.14 tabhun L9435,

pada tabhuwsy 1992, diundangkan Undang-undang No.253 tahuan

:agal penyeampournasn  dari

It
{H

17992 tentang perkopsrasian =

oL
i
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Undang—undang MNog.lD  tabun 1987, Darmgan berlakunva

UL No . 23 tahan 19792 maka Undano-undang No.12 tabhun 1787

e
)

~I!

dianut danm tidak berlabu Iagi.

Dengan demikian ssjak indonesia merdska sampal seka-

o
il
]
i

rang telah

]

ard emnat undang-undang tenmtang kopsrasi.
Ehusds mangesnail koperasl  jenils KUDAKoperasi | Unit
Desa, badan ini mulai dibentuk sejak dikslusriannva [noreos
Mo. 1 Tahun 1973 tentang 2UUD dan FUD.
Setelah dikeluarkannva Ingpres No.2 tahun 1978 Kopsra-
gi  FPertanian dan FHoperasi Desa disatukan ke dalam  wadah
Foperasi Unit Desas/kUD . Kedudukan KUD sebagal penghimpun

potensi ekonomi pedesazan lebih mantap dengan dikeluarkan-—

nya Inpres MNo.4 tatun 1984, juga  dengan dikeluarkannva
Inmenkop No.&4/inst/M/VI/i988 tentang Fedoman Fembinaan
dan Fengambangsan FUD mandici.

-

3. Menvimak BGerakan Koperasi di Inggris

Ingqr;s dikenzsl sebagzi tanah kelahiran perkumpulan
koperasl (Sagimun MO . Fada tahbun 1844, dua pulub delapan
prang  buruh  EEnun pada ssbuish  perusahaan tebkstil  di
Fochdals, yaknil sebuahkkata kecil di Inggris mendirikan
zebuah perkumpulan kaperasi dengsn tujuan untuk - oempeer—
bBaiki nasib me2reka vang sangat menvedibian. Mula-nula

Mm@k a berusaha mempsrolel kenaikan upah  dengan jalan
menuntut dan mogok. Skan tetapl usaha mereka  i1tw  tidak

betrhasil. Bahkan nasib merzka bhertanbah buruk.

-4

FI. Bagimun, Foperasi Indopesis, Departemen Pendidi-
Lam dam Kebudavaain. Jakarta, L982/19g94, MHAL. 32-335.
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Berangkat daril pengalsamaan inl kemudian merEEa berte—
kad menoclang diri mereka sendiril dengan femaga dan kamam—
puan  vang ada pada mereks. Dengan modal kepsrcavaan pada
diri sendirl merska mulal mendivrikan koperasi untubk me-

mingikatkan tarad hidup mereka. Dengan susah payah keduapu-

g an

a

i
bl

luh orang buruh tenan vang miski noat lamah hemam—
puan ekonominva ity berhaszil mengumpulkan vang yang tidak

saabaraga  Jjumnlabnva. &kan tetapl mereka mempunval tekad

1]

vang bulat serta harga divi serta kesadaran vyang tinggil
untuk memperbsikl hidup mareka.

Mereka mendirikan szbuah periumnmpulan vang  terkenal
dengan nama The FRochdales Eguitshie picngers Socisty.
Mereka mendirikan sehuah  toko koperasi  di Toad Lanes.
Rochdale {(Inggrisi. He%daan toko haperasi maereks mula—-mula
sangat sedgrhana. namnun koperasi rochdale terus tumbuh dan
harkembang makin lama makin besar dan kuat. Para osndiri
Koperasi Rochdale vang disesbut dan dikenal dengan " Ferin-
tis FRochdale ataw Rochdale Fionesers"  telah membukitikan
wsaha koperasi mereka dengan hasil yvang gilang gemilang.
hahkan mereka berhasil menciphtakan sustu sistim  ekonomi
vang menjadi dasar penghidupan baru yvang membawa kemakmur-—
an bersama. FKogerasl Fochdale berbasil membangkitkan
swadayva masvarakat di dalam membsbaskan diri dari velenggu
penindasan  serta  pemerasan ekonomil.  Koperasi  Rochdale
berhasil menggeser nilal dan pendewaan modal atau  dang
manjadi pernaghargaan dan menjunjung tinggi harksat manusis.
Tegasnya "Hoperasi Rochdale" berhasil secara mendasar

meningkatkan  haicga divi manusisa yvang tertindas dan  laman




ekanominyea.

keberhasilan Foperasi Fochdales i1tu erletak pada

o+

dasar—dasar atau asas—asas koperssi  vang ditanambkannva
kepada anggota-—anggotanya. Dengan harga diri dan kesadaran
berkhoperasi  vang tingoi Koperasi Rochdale berbasil mencs

tasgl s

i

gala rintangan dan  hambatan. Dasar—dasar atau

disusn oleh FkKoparasi

at

asas—asas kopeErasi vang berhasi
Rochdale sampal sekarang dikenal dengan nama Rochdie
Frincipless. dasar-dasar ataul asasas—-asas toperasi  Rochdale
gangat besar pengarubnye dan ssring pula &igunakan cleh
parbumpulan—-gerkunpouian  keoperasi vamg lainmnva di ﬁSEluruh
dunia, terutama oleh kopograsi-koperasi konsumsi. Adapun
agsas—asas ataw dasarw@asar dari Koperasi Rochdale adalah
sebagai berikut : ’

1}. Masuk dan berhenti senjadi anggota koperasi atas
dasar sukarela. Jadi aaa; ataw dasar utama kaopzrasi adalah
kemerdekaaﬁ drituik  masuk dan  bBerhenti menjadi aﬁégota.
Orang tidak boleh diha*ang—ﬁalangi masuk  atau  barhenti
menjadi anggota koperasi. Orang juga tidak boleh dipaksa
masuk ataw keluar menjadi anggota kota kaaérasi.

2).8atu angoota satu hak swara. Tiap anggota koperasi
mempunyal hak suara vang sama, vakni satu anggota satu hak
suara dengan tidak memandang banyaknya acang atauw modal
vana diserahkannva kepada koperasi. dasar ini  sangat
demokratis. Dangan demikiaﬁ siasana demokrasi, suasana
kekeluargaan dan  suasana kerja sama atas dasar [ormat
menghormati depat terpelibara den@an baik.

Z). Koperasi netral terhadap agamsa dan politik. Tisps




grang  tanpa memandang keparcayvaan atauw agama  dan  pakam
politiknva dapat diterima menjadi anggota kopsrasi. Di

dalam hoperasi crang-orang yvang berbeda paham  politiknva

i

cEludargaan .

s

R

=

dapat bekerja sama dan bBiduas dalam suasans

Jadi keanggotaan koperasi tidak opoleh dibatasi oien

[l

diskriminasi sosial golitik dan agama. &Sngoockta kopnsrasi
tidak boleh dipaksa tunduk atau tast kepada suatu  peratu-
tran berdasarkan suatu psham politik atauw agama.

41, Poenbzlian dan penjualan sscara tunai. Fembalian
dan penjusalan barang-barang kopsrasi harus dilabkukan
sgcara tunal. Jangan menjual barang-barang sscara  kradit
kenada anggota—anggota kopsrasi. Fenjualan secara  hredit
tidak mendidik. Penjuglam gecara kraedit kepada  anggota-
anggota dapat melemaﬁkan koperasi. Dengan demikian modal
boperasi vang tidsak seberapa besarnva tertahan dan  tidak
dapat diputarkan. Hal imi merugikan koperasi, karana wang
tertahan, maka usaha keperaszi dan penyvediaan barang-barang
terhambat. #Foperasi tidak bolsh meqdidik atauw mengaljasr
anggota—anggotanya berhutang atad membell dengan kredit.
Mal ini tidak memberikan pendidikan vang baik kepada
anggota koperasi. Meminjam atauw membeli dengan kredit
memang mudah dan sangat menarik dan sering mendorong orang
untuk membeli barang-barang vang tidabk penting dan tidak
atau belum begitu digerlukan., Koperasi tidak boleh mendi-
dik anggota-anggotanya hidup boros dan melampaul batas
Lemampuranny . arsna apabllas sudah dasuh fengoslam  dalam
Mutamyg  dan tidak dapat membayar hutangnyae lagl anggots—

anagota kapsrasi itu seving srdsh hilang kesstiaannva. DI
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dalam sejarah hoperasi di Indenesia banyak koperasl kon-
sunsi vana ftarpaksa  Darus aulung  Liksir. Larena modal
koperasi banyvak yang tertahan dan kesetiaan anggota-anggo-

fanva makin bDerkurang. Larsna wopErasi membuka Losaniza tan

rapada anggota—anggotanya untuk membali narang—barang
socara khradit.
7). Fembagian keuntungan Loperasi menurut jasa anggc—

I

usaha koperasi

i
f

ta—anggotanys. Feuntumgan atau siss hasi
dibagi diantara para anggota koperasi bukan menurut  uang
atau modal vang dimasukban nleh anggota-anggotanya, akan
tetapi menurut jasa mereka di dalam memajukan usaha kope-
rasi. Misalova pada vopetrasi  konsumsl. Anggota-angaota
vang banyak sarta ~ajin meEmbeli barang kepsrluannya di
toko koperasi Iebih..banvak pula memperoleh pembagian
Leuntungan atauw sisa hasil usaha koperasi dari pada anggo-—
ta—angaoka yang malas =erta sedikit membeli di tokao  usaha
Loperasi. dasar ini sering pula disebut "demokirasi ekono-
mi". Asaé atau dasar ini adalah salah gsatu sebab vang
terpentingmengapa ¥operasi Rochdale yang didtsikan dan
digpimpin aleh Charles Howart pada tahun 1844 dapat maju
sarta mengatasi segala kesukaran veag merintangi perjalan-—
nannya. Asas atau dfasar ini rupanvya meamberikan hasil yang
sangat memuashkan yary memberi gairah hidup vang kuat
sakali uwnbon  mamajukan szi-ta méngembangkan boperasi,
terutama .operasi konsumsi. ¥operasi Rochdale itulah  vang
pertama mensmukan dan menanamkan asas ini kepada angaata-
anggotanya. Kareans asas atau dasar inilah kasegtiaan dan

beglatan anggata*angqota wrtuk  membeii parang—hairana
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bebultuhannya Jdi toko koperasi dapat dipupuk serta dipeli-
hara dengan ssbaik -baiknva.
&) . Hargea penjualan disamakan dengan barga  pasar

gbaiknva disama=—~

1]

sstempat. hsrga penjualan barang-Barang
Lan  dengan harga toko ataw hargs pasar setempat. Jikalauw
Marga barang-barana di hoko kepsrasi lebibh tinggli  atau

lebin mahal daripada harga pasar setempat tentu zaja sukar

bagi kita untuk menganiurkan ssria meEnsahan &agar  para

anggota koperasi  tetap membell  barang-barang kebutuhan
sehar—harinva di  toko kopegessi. Jrang-orans  tentw salas
iebih suka dan lebih cenderung membell barang—bérang ¥ &g
lebih  murabh  harganyva. apalasgi jika mutu ata  kualitas
barang—bararng itu sama,
Ada toko koperasi yang menjual barang-barang yang dibutub-
Lar olek anggota-anggotanva dsngan harga pembslian ditam-
bah dengan biava-biava administrasi, pengangkutan dan
sebagainvya. maksu&nya agar anggota—-anggota koperasi dapat
mambell barang—barang keperluan mereka dengan hargsa yang
lebil mgrah daripada harga toko atau harga pasar satempat.
Dengarn demikian koperasi tidak dapat keuntungan apa—-apa
dan modal koperaszi tidsk bertambah. Feuntungan koperasi
sesunggubnya tidak sedikit dapat menambah kekuatan madal
untuk memajukan serts mengambandkan usanha hkaoperasi. Namun
harus disadari pula, babhwa koperasi bukanlah suatu  usaha
vang saemabta-mata mencari keuwnlungan.

Memang baik sekall dan sesual pula dengan  tujuannya
apabila kaperasi manjusl barang-barangnva vang lebih muerah
harganya daripada  harga pasar setampat. Hal itu  dapat

5in menarik hati para  anggota

n
s
3
b
a
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membhasri  kEerin




Lopsrasi untuk  berbelanja di toko  koperasinya sendirl.

akan tetapi dengan demlikian Foparaszi  akan  @menimbulbkan

b

persalngan vang tidak sehat.

Oleh karena koperasi  bermodal  kecil, maka dalam
persainosn  haraa  ini tentu saja  koosrasi tidak dapat
meanandingl perusahaan-perusahaan  swasta  vang . bermadal
hesar. Fara anggots kopsrasl  kesetiaan dan ‘Eatasguhan
ratinva memang tidak lepas dari cobaan. Kaum pemodal  dan
toko-toko swasta vang huat modalmva sering dengan  sengalia
ingin menghancurkan toko-toko koperasi yang mamang tidak
seberapa kuat modalnva. Mareka ingin mematikan dan  denaw
hamcurkan koperasi, harana kQDEfaEi mareka anggap mengham-—

Bat serta menghalang-halangl mareka  mencari  keuntungan
vang sebesar-besarmya. Hairga—harga barang searing da2ngan
zsengaja dibanting atauw dibuat sangat murah. bahkan =sering
pula lebih murah daripada hargs pasair satempat, maksudnya
untuk mematikan atau maEsghancurkan toko—-toko usaha kopera—
si. Diminilah biasanva cita-cita dan semangat berkoperasi
anggota~anégata vang paling sadarpun govah. Mambanting
harga imi bhanya suatu siasat saja dan persifat sementara.
Tujuwan utamanya adalah untuk melumpuhkan dan manghancurkan
koperasi. Setelah toko dan usaha-usana kooerasi gulung
tikar, barulah mereka kembali lzagi dengan bebas mengelar
Leuntungan, rkarana saingan  dan hambatan mereka telah
tersingkir. |

7i. Fualitas, ukuraq dan Ltimbangan barang barus
dijamin. Mutuw atau kGalitas barang hairus diiaga s=ria
dijamin dengarn sebaik-baiknva. Jangan menjual s bDarang-—-

barang vang palsu. Oleh karena itu dituntut agar sesrand




. . . . . I
@mimpln koperasi mempunvai pEngetahuan tentang mutu  atauw
kualitas barang—baramg vang diterimanva. Ia harus dapat
membedakan barang-barang  vang baik mUutunya  dan barang-

aran yang Jjelek mutunva. Demikian pula wkuran dan  tim-—

£

tangan serta takaran barang-barang vang dijual  oleh
kaperasi harus dijaga serta dijamin dengan sebaik-baiknva.
Jangan berlaku curang dan dengan sengaja mangurangi  ukuee
an,  timbangan atauw takaran barang-barang. Tentu sajia di
sini perlu ditegaskan bahwa kopsrasi bukanlah sugtu usaha
yang dengan serakah mengejar beuntungan tanba mémmerhati—
kan kejujuran, dasar-dasar kesusilaan dan perihémanusiaaﬁ.
koperasi lsbih mengutamakan mental dan moral dari pada
modal atauw kapital.

Menjual barang—barang yvang palsu, mengurangi; ukuran,
timbangan atau tskaran me&rugikan anggota-anggota "Loperasi
sendiri. Hal ini dapat mengurangi bahkan dapat menghilang-
kan keper;ayaan anggota~anggota‘kemada koperasinva sen-—
dirit. Hal ini harus dijaga dan dicegah sedapat mungkin.
Tujuan thoperasi adalah antara lain menjual barang—barang
vang terjamin hualitasnya, ukuran, timbangan serfa taka-—
rannya kepada anggota-anggotanva dengan harga vanag seehko-
fnamis—-aekonomisnyva.

8). PFenyelenggaraan usana pendidikan bagi anggota-
angaota koperasi. Usaha-usaha pendidikan dalam berbagai
bentuk dan isi sangat p@ntﬁﬂg bagi anggota—-anggota hkope
rasi. Fendidikan adalah salah satu jalan  terbaik  wuntuk
mempertinggl hkesadaran serta meneguhkan kevakinan  para

anggota betapa besar manfaal vang dagat diberikan koperasi
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keoada mereka  untuk mEningkathan tarat  hidupnva. Marga
diri dan kesadaran vang tinggl berkoperasi menberikan
kekuatan mental kepada koperasi untulk mangatasi segala
kesulitan vamg dihadapinva. MHargas diri dan ;kasadaran
barkoperasl vang tinggi dapat diperolenh dan dimiliki mela—
lui pendidikan vang teratur dan terarab. Oleh karena itu,
panyvuluban, pembinaan dan pendidikan kepada 3 anggota-
anggota koperasi khususmva dan anggota—-anggota masyvarakat
pada  umumnya  tidak boleil diabaikan dam  harus dijadikan
Ritogram Wtama  didalam asrakban koperasi di Indchesia.
Fenyuluhan, pembinaan dan  pendidikan adalahl hal vang
sangat penting dan besar sekali manfaatnva antuk  membari-
kan dayva hidup bagi koperasi di dalam memnbaws kesasjahter-

aan dan kemaknuran berzama.

Sudah sejak awal sekali para "Perintis Rochdale"
manaruh  perhatian vang sangat besar teribadap pendidikan
pars  anggotanya. Hal ini memang sangat tepat s=ekali dan
sangat bijaksana. mareka berhasil menetapkan serta mele-—
takkan dasar—dasar pokok usabha bersama atau koﬂerégi Ltu.
Sampai sekarangpun dasar-dasar “"Koperasi Rachdaie“ Y ang
juga dikenal dengan nama Fochdale Principles dianggap
sebagai sumber asas-asas atau dasar—-dasar berkoperasi,
cara-cara berusaha dengan bekerja sama untuk meninghkathkaan
taraf hidup, dan kemakmurans bersama.

ruangan  atas  toko Koperasi  rochdale dipergunakan
untubk ruangan berita kopesrasi dimsna dapat diikuti keiadi-
an-kejadian koperasi mereka sehari-hari. Di  samping itu

digsediskan pula ruangan serpustakaan tempat parai ancgagota
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Loperasi dapat membaca hal-hal vang sangat bsrmanfaat
untuk penaetahuan dan kemajuan mereka. Kemudian soal-soal
Yang menyanghut hehidapan masvuarakat mulai pola didisku—
sikan di dalan ruangan koperasi itu. Tecasnva Koperasi
Rachdale berusaha dengan sungguh-sungguh  secta derngan
tekun meningkathan outu pribadi serta mental barkoperasi
anggota—anggotanva. roparasi FRochdale memang ingin  dan
berhasil membubktikan bahwa mental serta outy  pribadi
anggota-anggota koperasi lebih penting daripada modal ataw
uang.

Fada awal perkembangannyva, koperasi-koperasi khonsumsi
mengalami sedikit kesukaran. Ternyvata bahwa terjadi  pee—
saingan membeli antara koperasi-—-kopsrasi Btu. fal ini
menyebalbkan  haroa barang—barang vamg dibutuhksan  dengan
sendirinya naik. Kemudian Loperasi-koperasl konsumsi  yang
mulai banvak tersebar di selurul megeri Inggris itu beru-—
saha bergabung dan beketrja gsama dalam membali barang-
barang bebutuhan sehari-hari anggota-anggotanvya untoek
mengisi t&kc—toho mereka. Dengan bergabung serta  bekerja
sama dan membeli secara besar-besaran harga akao  lebih
murabh  dan mutu barang-barang vang diinginkan dapat pula
dijamin. Kemudian timbul gagasan untuk mendirikan pabribk-
pabrilk  vang menghasilkan barang—barang hkebutuban sehari-
hari vang diperlukan.

Sementara itu hoperasi-hoperasi di sekitar kota Roch-
dale menguasakan kepads Woperasi Rochdals untuk  membelil
barang-barany vyvang dibatuhkan secara lebih besar  untuk

menglsl  toko-toko mereka. Cara ind  ternvata mempestrerat

=

hubungan  antara hkoperasi-kcopgrasi ite dan babkan juca
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hubungan  antara  koperasi  dengan  para padagang basar.
Dangan demikian pekerjiaan dapat berjzlan Iebih  lancar,
tebih menguntungkan dan yvang terpenting mancegan persailn-

gan diantara koperasi-hopsrasi ity sendici.

it

Pemikianlah Koperasi Roshudales telabh moesslopori  wsaha
dan aerakan kooerasl di selurub dunia. berbasil meletakhkan
dasar~dasar koperasi vang kokoh kuat serta secara mendasar
menampatkan harkah manusiz distas modal atau kapital vang
di dewalkanrn cleh manusia materialistis di dalam alam kehid-
dupan sistim ekonomi liberal/kapitalis.

4. Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional

Ferekonomisan Indonesia disusun berdasarkan  ideologi
nEgara, yvailtu Fancasila. Perekonomian yvang disusun_ barda—
sairkan Fancasila adalah skonomi Fancasila. Kalimat partama
pada salan satu pasal utama mengenail skonomi pada UUD 1945
merngatakan: "Pershonomian disuswun sshagal usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan”". Ferkataan disusun
menglsyaratkan adanya tindakan aktif, vaitu meEnyusun
melalui rencana.

Secara ideclogis mormatif sumber daripada penjabaran
ekonamli Fancasila adalah Fancasila sendiri sebagaimana
dinyatakan di dalam Fembukaan UUD 1943, serta khususnva
pasal IE ULUD 1942, Selanjutnva pasal-pasal 23,27 avat (2).
damrn 34 UUD 1745 memberikan isi dan dimensi lepin lanpjut
pada Ekonomi Fancasila itu.

Sesual dengan sila—sila daripada Fancasilia dan 1isi
pasal-pasal di dalam mavoun 4i luar EBAR Mesajéhteraan

Sosial vang berkaltan dengan kebhidupan perekonamian, maka
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BRCara  garis besar ghonomi Fancasila adalah ekonomi Y ang

g

i
Fod

sarorientasi pada sila-sils dari FParngaszilia, vaitu bergri-

arnitasi pada @ Hetubanan Yamg Mahassa {adarva etik moral
AGAMA , bukanny s materialisme): Kemanusizan vang adil  dan
beradaly (tidak mengenal Rpemsrasan/ sksploitasi, modernisa-
si)iFersatuan Indonssia {eekeluargaan, kebsrsamaan, gotong
rovong, tidak saling mématikaﬁ, banty membantu antara vang

kuat dan vang lsmah): kerakvatan .. {demokirasi okonomi,

mengutanakan ekonomi rakvat dam hajat hidup orarmg banvak):

seirta Leadilan =osial {BErsamazn, Lemaknuran}
masyaraikat YV arg wlbams, Ltk am kemalnuran orang

peroranq).Q4

Dalam memnberi tekanan uwtama pada keadilan/pemerataan,

tidak berarti petumblihan diabsikan. mengutamakan  aspak

veadilan/pemarataan, tidak berarti haruE: bersikap anti
partumbuhan. pertumbuban adalak ayarat vang harus dipenuhi
untuk menberi isi dan makna pada pemnarataan.

Seterusnvys dalam Ekonomi Fancasila, keadilan sosial
adalah sehkaligus sebagai titik tolak; makanisme pengontrol
dan tujuan pembangunan nasional. Hal ini  berlaku baik
dalam cara memperbesar maupun cars membagi serta cara
meanyebarkan hasil pembangunan. ©°

Jika dalam pelita satu sampai dengan tiga hal terse-

seanakan, litu bisas diartikan sabagal

[N

but diatas belum dila

4]

v

~asi Dalam Orde Indonesia,

M&l . 157,

F4. Sri cdi Swasono,
Radiawali Frass, Jakaris,

1 L

SE. Ibig, HAL. 133,




bd
o

g

oeriskunva kebijaksanaan darurat, suatu Rebliaksanaan YAMG

berdasarkan pracmatisme: namun kalaw  sampal bBsrlanjut

i3

dengan  pelita  kesnam Barangkalli bisa dikatakan sebagail

foo— L
28t

suatu znijaksanaan vang ocerlu dit

.1

injaw  kembali. Denagan
usahs mereformasl pembangunan Rasional maka kadaf Ekononi
Fancasila akan kiam memperoleh izi dan makna,
Kedudukan Koperasi
Fasal II UUD 1945 adalah pedoman utama bagi orientasi
dan penjabaran penvusunan/gersncanaan DHFEFDanlan Indons-
Bl
Fasal 33 UUD 1943 mengoariskan i
1., FPerekonomian disusun sebacnsi usaha bersama bardasar—
han asas kekeluafgaan. .
2. Cabang-cabang produksi vang pentin g bsgi negara dan

vang manguasai  hajat hidup orang banvak dikuasai

alah negarsa.

S Bumi dan air dan kekavaan alam vang ter kamndurng  di

dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan  untuk
sebasar—psEsarnya kemakmuran rakyat.

Fenjelasan pasal I3 Uidd 1945 haruslah  lebihkh  jauh
daripada sgzkedar diakui adanva tiga bentuk kegiatan atau
Bangun perusahaan, valtu perusahaan negara, perusahaan
swasta dan koperasi. Daengan adanya tiga bentuk perusahbaan
i1tu  tidak berarti perekonomian tzlah s=sual dengan pasal
I3 OUUD 194G,

Di pihak lain adalahl kurang benar  pala meﬁgartikan

Bahwa satu-satunyva benbtuk serusahaan  vang diperkenankan

i3]

"

pleh pasal 33 UUD 1943 hanvalah kopegrasi. Masan adalah
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Demnar  adalabh satu bembtuk osrusabasn

.1.';_}!..1*3 mearugakan

x
i
e

aan dan seks

0

24

4l

Avat (1) pazal 33 WUUd 1245 tidak memar diglsahkan

peagaruhnya terhsadap avat 2 dan avat (3). f8valt (1

()

[RE=R -1

e

ini  tetap melandasi, mewarnai dam menjiwai bentuk-—bantuk
usana vang ada., varna hakekat Jdan peranannva sssusai dendan

patunjuk-petuniuk ayvat (Z) dan avat (3). Artinva di  dalam

Rresistan ussha swasta. apakah  Lky  bRerbentul Forsasmanm

teritatas atauw lainnva, apakabh itu asing , domestik pribumi
atau domestik non pribumi. karus dihidupkan pula  samanaat
keusaha bersamaan dan aervaaua,wn Loreluargaan.

Usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan  ialah
koperasi. Kopsrasi memany tldak disebutkan didalam pasal
S5 OUUD 1945 testapl di dalam penjelssan  disebuthkan  bahwa
"bangun perusahaan vang sasusl dengan tta ialabh koperasin.
Fenjelasan inilah pada jaman MPRI pernah  diusulkan agar
dirubab  (8ri Edi Bwasoneo)., Fenjzlasan semacam  itu harus
tetap dimertahankan; Sabagai " das Sollen® hans tetap
nakekat

\
aha~bersamaan dan
\

|J|
Hj

demikian, agar =semangalt keu
usaha dengan semangat kekeluargaan tidak gamparng memudar
!
sebagal cita-cita dan babkan narus menjadi afat untuk
mEncanixl cita-cita varmg kita kehendaki.
Dari pandangan tdldap Eaﬁgﬁa Indonesia kita  temukan

spnangalt kolektivisme, Akar pandangan bidusn  kekolskiivan
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VEercsaumany inilab VEMY MENOEmnial SLTAHLT fOpRSrasi

B RO e e o b Lt L e e
roperasi  wmerupakan  sckoguru atan tulang  punggung

gerehanonian Indonesia kareqa booorasi mengisel baik oo g

tar bonstitusional mauwpun Secars strategis mengisi T L=
tanm pEmMbanaunan dan per! L@MIARNEANTY & . FKopesirrasi meirartag ko

aspek kehidupan yany sifatova menveluruh. substantif makro

o)
L
F

~l

1

cdar bukan hanva partial mikro,

Sacara normatif masvarakat sungkin telah maklum bahwa
kaopsrasi adalah tuntutan knnatltugianalu_dikehemdaki olehn
pasal 33 UUDR 1945 dan oleh demokrasi  ekonomi. Dengan
terlalua ditomiclkannvae asoek normatid ini  sebagai suatu
keterikatan nasioral, tidak mustahil dapat menumbuhkan
kebosanan.

Dibawah ini akan dicoba suatu justification vang
tidak samata-mata normatid.

Kaperasli merupakan scoko—-guru perskosomian ;nasianal
karena hoperasi memiliki cirdi-ciri sebagsi beriku§ H

1. Koperasi marupakan mergpakam wadah penampdng pesan
politik bangsa teriajakl vang miskin ekonominva dan dido-
minasi oleh sistim skonomi penjajah. Koperasi meﬁyadarhan
kepentingan borsama, menolong diri sendiri secara  bersama
dalam meningkathkan kesejahteraan dan kemampuan prodaoktif.
Dengan demikian kopsrasi menjadi penting sebagai organisa-
si perekonomian rakvat dalam perlawanannva terhadap sistim
modal asing hkelonial dan pemerintabh kolonial. "Dibawah
penindasan modal raksasa asing, dengan pemeristah asing

sebagal pelindung alamiahnva sepsrhti halpnyvs di Indonssia
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go on T e e g K : $ - - W omape — [ - O P "

=ErAranyg ini, din vang hanys menlilohallan REsEngEacraan Jdan {
[ R T o= - —_ - - - - T - e S - £

ramelaratan, maka  Ralpvas sistisg oRrahiduapan perabkomian

d@ncan berhasil, Koperasi adalahn juas oErtuk pergoroanisa-

“1an parerononian cakvat, vang dapat menbhorikan dasarc- :
£ o . o R . o = —_ H — 1. T3 4 J
dasar kobkoh  kuat  bagl  pembangunan kemball skonomi

n FE

2. Moperasi adalab bentuk usaha vang tidak saia menam—

etapl Jjugs mempertahankan corts mEnperkuat identitas

it

puing
dar budayva bangsa Indonesia. reperibadian bangsa bevrgotong
ravong dan kekolektivan akan tumbub subur di dalam Lopera-
si. Belanjutnva haperasl sendiri akan  lebih terbangun |
dengan lebihk menguatnva oudava 1tu.

I. Fopegrasi adafah wadah vang tepat wntuk membina
galangan ekonomi k=cil pribuami. Dalam hubungan ini kobera-—

sl memupuk kekuatan ekonoml bersama antar vang lemam damtuk

manghadapi hkekuatan-kekustan Sesar Yang meruglikan dan
mematikan vang kecil-kecil. ¥operasi di sini  lebih dari

sekedar masnupuk  kemandirian dan meningkatkan kemampuan
produktif anggotanva melalul swakarsa dan swadaya saja,
tetapl terutama memupulk kesadaram skonomi dan solidarita.

4. Koperasi adalah wahana vang tenat untuk mersalisa-

ama karsna terpenuhinva tumtutas

I

sl skognomi pancasila toru

...,
HH
bt

kebersamaan darn asas keke

L UET O ST W

F2. Bung tha, Fidato surasl Tabwn 19285 ambui

dmenabalt Hebua 5. Hial . &,




BAB III
PENDAYAGUNAAN HURUM DALAM PENGEHMBANGAR KOPERASI

Satu hal yang menarik untuk dikaji ialah digunakan-
nya konsep hukum dalam rangka pengembangan koperasi vang
dapat dikatakan sepenuhnya sebagal konsep zkonomi. Dalam

hal ini tampak keterlibatan hukum yang semakin‘aktif dalam
substansi-substansi vang berdimesi sosial é&onomi yang
mengarah pada terjadinva psrubahan sosial. Hukum telah
diarahkan dan digunakan secara sadar sebagal sarana untuk
membangun tata kehidupan yang diinginkan atau diidealkan.

Adanya Lkesadaran untuk menggunakan hukum sebagail
sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk menga-
tur masyarakat dalam mewujudkan tujuannya, membawa impli
kasi untuk kemudian membuat peraturan hwkumnya. Dalam
perspektif yang demikian itu, hukum harus mémperhatikan
sosialnya, artinya huokum tidak boleh lepas dari struktur
sosialnya.

Hokum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada
kehidupan sosial 1itu sendiri yaitu hukum akan melayani
kebutinhan anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian

kekuasaan, pendistribusian sumber-suber daya, serta melin-

dungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Oleh
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nat dalam implementasi kehiisksanasn—kesidaksesnaan
pemerintabh, 0

Apablila  pembangunan dilihat sebagsi peroses erlang-

SUNanyYa  perubanan-perubshan dan fubum dijadikan £arana

yang  dapat  digunakan ganituk mengadakan perdbahan dalam

masvairalkat, maka akan semabki

e e e e g R TR R P
EBEPTAT itk newuig uddk &m

dapat digunaksn =esha

kebljaksanaan pgmerintah. Roberd Ssidman meanvatakan bahwa

pemerintah  hanva memmmﬁyai zatil alat vanag dagat: dipakai
untuik mempengaruhi aktivitas pemegang peran, vaitu peratu~
ran—paraturan vang dibustnva. Hukum memberikan legitimasi
bagi kebijaksanaan pemerintah dan sshagal peraturan peEru-—

ndanga—-undangan telah membuktikban bahws ia merupakan salah

i . CH
satu alat untuk melaksamakan kebijaksanzan. 10
Fenggunaan hukum  zebagal sarana untuk mEncspauti

]
HY]

i
tujuan  ini  dilakukan karesns cara teknis hukum  dapat

melakukan nal-hal sebagal berikut 3

77, Fambang  Sunggono, Hukuan Jan Kebijaksanaan Fublik. Sinar
o Y i
Girafika. ta, 17949. hal. 3.




104

1. Hukwm  merupakan suatu sacana unbul omehiamin heEnas

darn  merbsrikan oredikiabilitss di dalam Eehidupan
masy aralk st .

2. Hutlum merunakan  sacrana semgrintalh antuk mEnarapkan
sanksi.

T, Hukum sering dipakal oleh pemerintab untuk  me2lindungil
dirinva untuk melawan keritihk,

4. Fubkum dapat dipakai ssbagal sarans mendistribusikan

10

b
[

sumber—sumbsr dava.,
Fenggunaari  hukum sebagal sarana kebijakan pemerin-
tah tampak Jjslas pads ﬁgnsep pengembangan koparasi melalui
program pemilikan sabam di kabupaten Dati II 'banyumag,
vang mendasarkan pada Surat Edaran Menteri FKordinmator
bidang Ekonomi dan  HKeuangan, industri dan Fengawasan
pembangunan Repubhlik Indonesia Momor SE“Qﬁ/M.éKUIN/l??l
Tentang pemilikan Saham olehn Koperasi.
Berhasil atauw tidaknva suatw secial @ngensring  vangd
dalam hal ini mendasarkan pada Surat Edaran menteri koor-
dimator Bidang Ekonomi, Keuangan, Iindustri dan Fehgawaﬁan

Fembangunan Fepublik Indoresia No. SE- O3/M.ERUINSLIZI

101. Sunggonc, Op.clt. hal. 76-77.
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salusinva.

~tabhap yang SLamil

i
Y
jal

mhaik—-bamiknvya.

1
[
]

1. Merngenal prowlen  vang o inadas

di dalam mengenal dencan zgzakma hRomanitas

Taimasiik

varg hendak meniadl sasaran dari rokavass tersebul.

v

i)
]
]
-

. Memahami nilai-nilal vana da dalam komunitas. Hal ;
i t

h
I
I

ini penking harena smcial engginesking iﬁu Mendal
diterapkan pada suatu Lomuin i bas dendan sektor-saktor
vang majemui.

=, Mesmbuat suatu hipotesa dan mamilih mana Qang paling
lavalk untuk dilaksanakan.

4, Menolkutl jalannya peneraﬁan Rukuwm  dan  mengukur

Jadi nermanTaat atauw tidaknva suatu sSocial enggi-
pEering Sangil berganhung Dada emmat hal pokok  valtu @
pemahamaan terbadas omurit bas vang akan dijadikan sasairan

A4 o LA N -} [ TE CPTT [ S Loow Tt TRy
10T, Satiipte Fahardio, LOCWCit.w Mt a2
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- 1, . e - T ey B e " k! s, - - g oy 4 Y H " 3 a
ek AY SEA , pamahamnan termadan nilai-nilal yahg ada dalam
Lomunitas terssbult, mamentusan pldsng Garanan dan geEra e an

vang  digunakan sebagai alat  wntuk mengadakan  rekayasa

soaial.
Sahubungan dergan hkal toressbut diatas. adanyva  MEDT
faat vang dirasakan tidak hegitu hesar mlel EYD--EUD vyano

mensrima pengalinan saham di Eabupaten dati 1T EBanvyumas

dilil dari hasll perelitian vand telah

peryekabnva dapat diliha

|’i‘

+
'L

peneliti lakukan sehagal berihu
1. Keadaan Kamunitas/KUD-kKUD Panerima Fengalihan Saham

1.1. Organisasi dan Manaj=amen

"l'

Nrganisasi Konerasl tela Aiatur dalam ke tantuan

Undang-undang Fokok perkapsrsian Ma.2% Tahun 1992. Kopera-—

3

=i dapat besrjalan Larara adanysa Larjasama antara herbagal

wnsur - di dalam mengelola administrasi dabo manajemsan
kopaerasi. Adapun IR E=1" L akinink-1"1 dari koperasi yvaltn 1

{1Y. unsur kelengkapan organisasl terdiyi darli 3 rapat

anggolta, pEnJUITts dan badan pEmMe ariksa.

(27 . Unsuwr panasahat.
{37 . unsuyr melaksana dan Loaey AWan kaper .
e o lpeeinieg L Lan s P TETIORS SOl S o adalah mengaers

i Apa wang mapr dad L epEeEn AT D o

PO - T Talw [RUR A Gaman dari wnswe
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kalenghkapan

Mari khususnva vang menvanakud usakla dari

rus Dlasanva

dibantu cleh manajsr zart

organisasi. Dalam pelaksansan

karvawan. Hordssarkan wawmamcaras vanag digd
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! orang
diparoleh

paErgal i-

meEnoounakan




- H FENGAL IHAN SAHAM
DIKABUPATEN DATI I1 EBANYUMAS

1 1
HiZa 1 AU D LOKASI FERGURUS Dan KETERANGAM

Jumlah
Farvawan 21 uranm

H
pus §
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i
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terdivi dari
Kty awai zalu orang sanagey
dan 20 orang staf
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3. ARIS Kejawar Ketua I Jdumlah

Ketua IT Karvawan 23 orang
Sekretaris I terdiri dari :
Sakretaris II] satu orang manager.
Eendahara dan 22 drang staf
Karvawan Klasifikasi Pendi-
dikan

Sariana = 4 srang
17 orang
2 orang

oy 1n
e
—i
T
BN

4, Mtustika Kebanggan Ketua JdJumlab karvawan
retaris 21 orang terdiri
dahara dari satu orang ma-
Karvawan nager dan 20 orang
staf

Klasifikasi Fendi-
dikan :

wm
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Orany
rany
arang

SLTA =
T

it

W
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Namun  Derdasarkar wawancars spiagaimana disghutkan diatas

Juga dipercleh daka vano mEnunjukkan adanva  k=lemaban
dipihak manajer. Ada informan varng mangatakan  bahwa

manajisrnva  masibh  sude sehinggs bsium adsa kebesranien .
kLeberanian  vang dimaksud di sini adalal kebaranian  untuk
mangambil kiat-kiat vamng dicerlubsm ustuk Lemajuan kopmyra—

si. Konfirmasi vang pensliti adakan terhadap manajer bahwa

adakalanya merska meraza Fagui-raoun untul mengambil lang-

ah—;anqvan karena merass adanya tumpang tindih  kewajiban
antara mansjsr  dengan ketus boss « Kenapa tidak  men-

cari  manajer vang profesiomal T Jawaban vang peneliti
dapatkan dari wawancara dengan pihak PENQUIrUS KUD Tani
maju,  KUD Alibarang, KUD Mustika sarta EUD Aris  adalah
bBahwa FUD  kalaw melanagkah kearah itu  akan  tarbentur
dengan masalakh ketidak mampuan dalam bidang keuwangan.
1.2, Rapat Anggota

Dari hasil penelitiar melalul wawancara dengan pihak
pengurus KUD Tani maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD
Airis diperolen data bahwa mengadakan rapat angoota secara
rutin maErupakan salah satu svarat untuk memperoleh  pen-
galiban saham dan menang secarg rutin bal tersebut merehka
adakan. Dan dalam rapat tesrzebyt angaota  vang diundang
untuk  mengikuti rapat sifatnya perwakilan, alasan yang
mareka kemukakan sehubungan dergan Ral ini adalah' herkai-
tan  dengan faktor tempat aan Erasusnvae  dana. Berkaitan
dengan kehadiran anggota dalam Rapat angaota tahunan dapatb

dilihat dalam tabel dibawabh
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KEHADIRAN ANESCGRA FMD
FENERIMA PENGALIHAN SAHAM DI EASUFPATEM DATI II EANYUMS
DaLaM RAFPAT ﬁNGGG?ﬁ

Mo, UL JURLAH ANGGEOTA [ANGGOTA YANG HADIR
1. Tani Maju 2.124 orang L&3 giran

2. Alibarang Sa3S1 orang 195 orang

. Aris 4 =¥ 18% orans

4. Musti 2z 183 grang

Keduduban Rapat Anggota dalam stroktur Grganizasi KUD
Tani maju, WUD Ajibarang. BUD Mustikas dam KUD Aris adalam

zaperti bhagan dibawsah

Fapat angquaota

Eadan psngawas Fengurus Hadan Femeriksa
Manager
i é | |
Unit Usaha iUﬁit Uzahia Uit Usahs Unit Usaha

1.3 Pengurus

Farngurus dipilih berdasarkan  rapat  tabunan dam
dipilih dari para anggeaota koperasi. Penodrus terdiri dari
Ketua, Behretaris dan bendahara.

li dari sejak

Dari Rawsil penelitian mimimsel satu k&

y 9.[ e -

berdirinva sudah terjadi pemilibhan  pengurus, atau dalam
semoilan  tahun  terakhicr ini misgalnvas EUD ﬂuu:;:a Labhun

19953 sudah mengadakan pergantlan psngurus (l1ihat tabel).
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EnEHLIHHN SaHAM

Mo

KUD

TAHURM FERNDIRIAN|FEMILIHAN FEMGURUS
1. Tanl Maju Tahun 197 Tahun 1294 dan
BiH. Mo . 2080 b/EHD Tahun 1999
VI
2. Alibarang Tabhun 1775 Tafiun 19%0 - 19935
EH.490 e/BH/VIS Tahun 1999
L2-57
Fa Aris Tahun 1974 Tahun 1993
EHEH.MNo.S1Z9 bABM
JBRAT “Wk—li/XIf
o L
Frd e
4. FMustika Tahun 1973 Tahum 1995
BH, 1484 /8H/FADS
FlE,11/1X/94
Susunan kepengurusan KUD Tani maju.  KUD Adibarang.
¥UD

Mustika dan KEUD fris vang peneliti dapathan

dilapan—

gan/ di kantor KUD tarsebut adalah segperti bagan dibawah:

(marmerasin ——

’ Ketua l

r

1

Sekretaris

Ezndahara

t
H

=
il
b
31}
i
il
e
:
N

Fepala Unit

Kary awan
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Dalam setiap rapat anggota tahunan  pendgurus  akan

mampertanggunaglavabkan aktivitas varng dijalankennva selama

_JJ

satu tahur .
1.4. FPerencanaan Oirganisasi
Ada beberapa  faktor vang mempesgaruhi :berdirinya
sabu koperasi. Dari smeat ©UD varg ofiksliti daﬁat diketa—
Ui atas prakarsa siasra koperasi terssbhat u*ﬁlrlkaﬂ. Hal
ini tentunva akan mensntukan jenis kopsrasi apa vang akan
didirikan, sikap pars angggota dan juga akan mempengarubii
prla  di  dalam membuab FEncans  vano dizesuvaikan denaan
Jenis koperasi tersebut. Berdasarkan wawancara vang diada-—
kan diperoleh data baklwa beardirinva KUD vang télah mens—
rima  pengaliiban Eaham tidalk terlepas dari Egpres No.4
tahun 1973, vang menentukan balwa dalam armses?pemantapan
grganigsasi dan peralihan  koperasi  desa ata@ koperasi

i
a ) vang dasrah lkerjanva hanva satu

ri

pertanianm ( keper
desa, hingga dibentuk Badan Usaha Unit Desa (BULD) Yang
merupakan  federasi dari koperasi vang ada. Femudian bila
BUUD ini mantap dibertuk menjadi KUD.

Mgiihat gata vang ada ide terbentuknva KUD Tani Ma-
Jus EUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris mema;g datang
dari pemerintabh namun sebsnarnva pemerintah hanvalah
mambantu untuk terciptanva wilavahn kerja vang lebih luas,
sehingqga koperasi-kaperasi vang ads di masing—masing desa

dapat berkembang lebih pesat setelabh meraka . hergabung

menjadi satu dalam satu kawasan potensel sekonomi.




117

1.

w

- 4 - - - i
. Felaksanaan Organisasi |
. . |
Dalam manjalankan akitivitas szhari-sehari, para
i
pimpinan  dibantu oleh hendahara, sakrataris dan  karvawan
koperasi. |
'
Hanva dari wawancara vang diadakan diperttlehn data
I
|
- I .
yana  manunjukbkan bahwa ternvsta tugas wewenana| dari  mas-—

ing-masing perngurus beslum e fungsi sabagaimana mestinya.

-

k mesti ads di Kantor. Dalam  hari-

it

Fengurus  vang sda hid

hari tertentu ada kalanva tugas dari perngurus  dikerjakan

aleh s=alab  satu orang vano telah bissa atay dipercaval

ataw dalam istilabh mereka menjadi wakil bila mercka kebet-

ulan tidzak ada di tempat. Hal tersebut disebab&an kLarana

anggaparn  mereka hahwg roperasi sifatnva gota%g FOYOng .,
, |

kekeluargaan dan saling toleransi vang didirikan atas

|
- . . | .
usaha bersama. Inilah seshetulnvas yang menjadikan Lkoperasi

i
b

menjadi sulit berkembang. j

i

i1.56. Fengawasan Urganisasi

Di dalam menjalankan aktivitas KUD sehari-hari,
berdasarhkan hasil penelitian pengurus  bertindsk  sebagai
pangawas ortganisasi. Hal inil sesual dengan petunjuk  dan

arahan dari Dinas Kopsrasi vang isinva bahwa bderdasarkan

perintah dari Kantor Wilavah Foperasi Jawa tengah mengi-.

truksikan perliunva mengadakan peranpingan pengurus tarma-

z=Wk meniadaran badan pengawas vang tersendiri bagi jajaran

koperasiy calam artl pengawasan terhadsp Boperasi dilaku-—
karn oleh pengurus sendiri. 3

Memperbatikan ingtruiksi  vang datang dari  Fantor

-

3L SmEmansg

i
o

. ul — — — g b - [ Ppa— -l LN Ty da g4 N o
Wilavah Fopsrasl Jawa tengabh tersebot, 41 zatu s
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diturjukan wntuk tercapainva efisisnsi dalam RUD, mamun  di

sizi lain hal iri justeg akan menimbulkan permasalaban

kRhusuesnva dikalangan pengurus sandiri. Pangawasan YAang

oy

dilakukan langsung oleh Senguris perlu juda mendasnat suaty

perhatian terhadap efekii® tidaknya mergka dalam menjalan—
kan tugas. Dan cengawasan terhadan psngurus varg di

" ilakukan

[

cleh mareha sendiri tentuy #aja agal swlit diterima.
Mangenai Jadwal penagawasan di KUD  Tani Maju, A
Aiibarang, KUD Mustika dan KUD Aris biss dikatakan ;élatif
sama. Bidang vang diawasi melinuel bidang kesuangan. karva-
wan dan keluar masuk barang . UﬁtuE imbhih jelasnya lihat

tabel dibawah ini.
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MA PENERLI ’N SA/HAM
I v 1

Mo, CARSY JADWAL FENGAWSSAN RETERANGAM
i Tani Maju = Tei Wulanan ' Fengawasan insiden
- Tisp tahun il diadakan apa-
= Imgidentil bila ada nal-hal
v &ng diangaap per-
lu separti pembuka
an unit baru dsb.
2. Ailbarandg - Bulaman FEngawasan insiden
- Tei Wuwlanan til diadakan apa-
= Tian tahun Biis ada hal-hal
- Imsidentii vang dianggap per-—
iu seperti pembuka
an unit baru dsb.
Z. Aris - Harian Fangawasan insiden
= Tri Walanan til diadabkan apa-
= Tias Tahun 3 bila ada hal-hal
- Insidentil 1 vanhg dianggap per-
1w seperti pembuka
. an unit baru dsb.
4. Mustiks = Tri Wulaman 't Pengawasan insiden
- Tiap Tabhun '+ til diadakan apa-—
= Insidantil 4 bila ada hal-hal
vang dianggap per-—
Iu seperti pembuka
an unit baru dsb.

1.7. Aspek Anggota

Anggota dalam suatu organisasi  koperasi merupakan
suatu asset di dalam ranghka tercapainvé maksud dan  tujuan
koperasi khususnya untuh meningkatkan kesejahteraan ekono-
mi koperasi mausun ekononi arngaota. Untuk mencapai  tujuan
tersebut maka Koperasi selain mamparoleh keuntungan dari

aktivitasnva Jjuga mewajibkam dan menggiathan angaotanva

untuk menvimpan pada koperasi secara taratur yang berupa

L]
e

Ok Eimpanan wajlbh.simpanan sukarela dan

U

HSAanan OF,

8]

impanan lainmva.

l§




Davri basil pErelitian diperoleh data sa=jalk  lima
fahum terakhir ini  keangootaan s2hian KUD ferus  msninge
wat, namun peningkatannya sangat lamban . EBecrdasarkan

wawancara vang  pensliti adakan dennan Ssorang  inTorman
dari KUD Tani majuw, ¥UD Ajibarang, #UD Mus

Aris dipercleh data bahwa vang mendorond angidota untuk

masuy merjadi anggota KUD ada beba2rags alasan antara lain

“ar

herkaitan dengan pelavanan vang dimerikan oleh D iuaa
menyanghut kemuidahan unbuk memperoleh hredit. Selanjutnya
dari wawancara terszbuat juga dipsiroleh data bahwaanwaraa
enggan  untuk menjadi angoota  KUD Eehingga.‘peningﬁatan
jumlah angaocta KUD meniadl lamban disebabkan m;eh beberéma
alazan antara lain @ warga belum paham tarhadaﬁ hoparasi,
serta hagi merzks yang‘tempat tinggalnya Jjauh @ari lokasi
usaha koperasi melibat pelayanan yang diberikan ocleh KUD
malum tentu dapat meraka nikmati. i
1.8. Aspek Fermodalan
Sebaéaimana telah diterangkan dalam bab sebalumnya
bahwa berbicara tentang perkambangan perkoperasian dilihat
dari segi permodalan atal h=Euwangan dalam raitannya dengan
terciptanya kesetaraan amtara kaoperasi dengan badan usaha
lainnva, nampaknya marupakan salah satu halj vang pokok
untuk dibahas sscara leblh catzamns disamping %umber davay
!
Larena ternyata keempat ¥UD yang telah meneri@a pangalihan

zalham mengatakan mempuny a1 mas=alan vang berhubungan dengan

dengan keuangai; dalam artli jumlan modal vang: s2dikit dan

ik
3
Jil
Ti
T
=
i

© odilihat

1

B

L

kesulitan dalam mangslolanya agar o

Bangannya Secara myaba.




Jadi diamtara sejumlah masalan internal yvang  paling
deminan dihasdapi booerasi adalsh keterbzbasan o dansa can

modal dan  kelemahan manajemen merupakan dua hal W AT
menjadi  kunci  pertumbohan usaha kopsrasi.  Bahkan lebih
dari itu, menjadi pepestu kemandirian yang pada  akbirnva

mempertinggi dava saingnya terhadap bangun usaba lainnyea

Fetarhatasan sumber dana di linghkungsn kaserasi Ini

s

“
AL

adalan wajar dissbabkam @ sumber dana hoperasi  lebih
banvak mengandalkan dana vang dibhimpun secsra ﬁradisianal
melalul simpanan pekok, simpanan wajib, simpanan sUkarala
atau bemtuk—-bentuk simpanan laimnya  dari angaota, {23
sulitnva mencari  sumbsr dana  lain kRarens teterbatasan

1

srara materiil maupun kemampuan. (3) belum

kemampuan baik

113

mampl meman faatkan Eumber dana vang tersedia sscara popti-
mum tarutama vang barasml dari Rank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus wUD
Tani Maju. KUD Ajibarang. KUD Mustika dan EUD Aris dipe-

rolen data bahwa modal dari KUD  sebagian  besar borasal

dari modal sendiri, sedanghkan lainnva bersumber dari

1l

kredit program  Baik ity pupgk magpun pangan dan daril
pginjaman non Bank. Adapun alasan meEng&pa ¥UD tidalk meman-—
faatkan sumber dana, terutama  vang berhubungan dengan

lembaga perbankan. adalah karena kesulitan dalam  hal

pemanfaatan dari dana yang hersangkutan lebib-lebib pinja~
man dengan bungs yvang tinggl teotu =aia kalau penggunaan-

nya kurang tepat mamtinva hanya mendatangkan heban bagil

snva mengsnal strakior parmnoda—

o0
L.
H}
i}
1

I. e R . H - -
kopmira=i. Untuk lsbl

tan dari  KUD EUD tersebut di atas dapat dilihat dalam
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STRUKTUR PERMDDQLQN KUD AJIBRRANG
FER hliDEa¢MBER 1997

fes kLomporen Modal S 31 - 12 - 1997 Jumlalk
. MODAL SENDIRI :
1. I3impanan pokok _ 165,339,100,
. Dimpanan wajil , 13.“9' iwu‘— .
F. (Cadangan amum CL L oL L0
4, Simpanan subka rels : I
S IBHU th berjalan 3.
o = 1,841,709 ,33%
= MODAL. LUaR _
1. {Hutang lancar ; SHF 461,885, -
2. [Hutang jk panjang 5 é?uaéu.*&a,
JUmlal in s s v s a e s 137 .5321 .95
TRUKTUR PERMODALAN ¥UD TANI HAJY
FER T1 DESEMBER 13997
Mo, Komponen Modail L - 12 - 1997 Jumlah
&, MODAL SENDIRIT
1. |8impanan pokak 1. B804,0060,00
2. Simpanan wajib 1,33,.“35=80
. | Bimpanan suka rela 24014630481 ,00
4, {Dana-dana SHU &, 0F0.225%,058
o. [Cadangan wmum .31, 4_g.?%é,a5
b. [SHU Tha berjalan D 4.103,.481,81
N T+ = o 118.936.210,32
B. MODAL LUAR .
1. [Hutang lancar CLOL37R.GTT 00
2 ’Hutanq Jk.panjang 7409 . 355, 3
JUMIAN s e sawanencnss 87.993.332.=
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NG .

Fomponen Modasl

Jumiah

MODAaL SENDIRI
S‘.ITI‘J%H’-EN Dk

b
Simopanan wajilb

Y

G200, 000, 00

-

“
1
2. “.:H
Z. Dana~dana SHL v in 'uﬁ
4., |Simpanan auka rela FOE T 30 v
2. (Donasi 1.445, :_?,nh
H. (Cadangan 1.884. 213,277,230
o 1BHU tR lalu rugi 2.594.497,71
Jumlal ooueuuvsaunaaus [1.914,118,42%,04

i) = m

MODAL LUGR
Hotang j“ man i ang

lanmcar

HAutaing

L w4 M T »
4&£. 018,722,000
S LT LT e
Lt Tt et i D, ‘4—“-‘&‘-"

Jumla

1

L R R N RN

STRUKTUR FERMODALAN KUD ARIS
FER;El DEBEMBER 1997

Z
a

Famnonen Madsal

1 - 12 -

1997

Jumlah

e b3 I

i

MODAL SENDIRI
Simpanan pokok
Simpanan wajib
Simpanan ARggota
Dana—-dana SHU
Cadangan dan modal
donasi
8HU th berjalan

L]

Gh.HFF. 300,
23,303,306, -
2T.904.14% -
14,364,534~
1.434.224,285 .~
S.024.877 .~

Juml

ah

mAE YU T F YN mmomoa

[ vt

. MODAL LUAR
. iHutang lancar
. fHutang jk panjang

l

142.138.912,
S 00,

2. 300

o - o 154,452,912
1.9. Aspek Femasaran
Untuk dapat tumbuh dan berksmbang sebagaimana layvak-—

YA SUStll OA0E0 USAMNA .
. oy yi g o
uni tuntutan et

Aargae ba

Hituntut

YA vang samakln

Lk

bisa meEms—

binmggi., sehing-




i

ing dengan badan-badan usaha iaiﬁnya. Dalam

£
il
[N
3
T
<]
rt
or
£
B
10
o

upava memenuhl tuntutan vang semakir meningkat t@rsehut,

maka membuat suaitu strategl nemasaran dalam rangka  upava
"

et

@ =

he

mananuhi kebutuhan 0o kaligus bisa marsbut  porsi

pasar  tertentu “alam suatu gangsa pasar adalah  merupskan

1

S

1]
1
il

L Beharusan vang tidak bhis disbaikan. Sarana hkonven-

sional vang digunakan adalah produb, hairga ., penyaluran
dan promosi. 19 B
(i) Kebijakan Produk

Berdasarkan hasil wawancara diproleh %ata bahwa
penggunazan  sarana honvensional dalam pangemb%nqan usans
dilingkungan KUD vang menjadi  obyek penelftian pelum
dipetrgunakan sebagaimana zeharusnva. Hal ini  disebabkan
karena heterbatasamn dalam hal dana sehingga sglit untuk
mengadakan terobosan-terobosan untuk membuka lahan—-1ahan
baru. Sebggai mana telah diuwraikan di atas KUD-KUD vang
telah menerima pergalihan saham di  Kabupaten Dati II

Banyumas sumber dananya hanya berasal dari simpanan anggo-

v

Terlepas dari sebab-sebab di atas. data hasil peneli-

ta serta kredit vamng sifatnva progeam.

i
tian dilapangan menunivkkan bahwa empat KUD vapng menjadi
objek penelitian yaitu ®UD Tani Maju, KUD Ajibarang, KUb
Aris dan  KUD Mustika sudal membangun usaha bBerupa mini

market., ARrFtinya  KUD-KUD tereebut tidak hanva bergerak

daliam bidang-bidang vang sifatnva program saja vaitu dig—

103, Harsono Sadir. Loc.cit, Hal. 42,




. . . - " 1 v 1
bribusi  ououk  dan pesmbel Lan pangasn darld  peltarndi . dMaunum
|

aroduk  dan Jass veng dijual  farnvata  kalum zapenuhnva
men@nuhl kebutuhan para anggota dengan alasan tidak  mung-—

s oot . s .
L mEmaEnuntl semua sebutunan VAN &0d. R SAnDINa

15

Kin kit
jugs ada yang beranggapan bahwa sasaran vang ingin dicapal

adalah teresdiasnva kebutuhan ookol bhususava untubk MaEsY &

rakat di linghkurgan pedesasan.
Dari hazll pernelitian di lanancoan dam wawascara - Yalu!

penelitli  adakan dengan pibhak gengurus dari masing-masing

3
ta bahwa di KUD Tami maju, EUD Sfiibarang,
i

KUD  Mustika dan KUD Aris telah mélaksanakani hebarapa

LD diperoleh da

nidang usaha. Untuk lebih jzlasnva mengsnai bidangmbidang
. . . . j

tersebut akan peneliti paparkan ssbhagai beribut :

Bidang—bidang Usaha di’ KUD Tani maju adalah sebagai beri-

rut s .

1. Unit Kredit Candak Kulak (KCK};

2. Bimpan Pinjamg

F. Jasa Fenarikan Rekening Listrik

H
4. Jasa Fenarikan Rekening Telaspon;

(o}

Kiospon (TUT):

£
.

i

» Waserda ;
7. Unit Pengadaan Fangan;

., Unit Peovaluran Sula

7. Fenvaluran Semen:

19, Fenggilinoan Fadi,




Zidang-bidang Usaha di EUD Ajibarang adalah sesbagal be

>
[
rF

1. Penggilingan FPadig

asa FPenarikan Febkening i

-
.
C‘.
"
l!"
H

Z. Jasa Telekomumikasi (Wartell:
4. pelavanan Sanoouan Listeriks

4],

.

Fartokoan { Was

i

ey g

£A

&. FPerdagangan Pupuibg

V. Fengadaan pangan:
8. Simpan FPinjam.
RBidang-bidang Usaha di KUD Mustika adalah Eebaqa; beri
1. Simpan Finjam;
Z. Pengadsan pangan;
. Wasarda: '
4. Jasa Fenarikan Rekening Listrik:
3. Penggllingan Fadi
b. Fenanamarn Pilsang;
7. FPenagadaan makanan Iham:
8. Pengadaan Fupub:
?. Fengadaan Gula FPasir.
Bidang-bidang usaha di KUD Aris adalah sebagai berihkut

1. Simpan Finjam:

2. Fangadaan Pangarn; :
i

sy i

3. TRIg !

4. Pembelian Fomodite Fertanian (Cengkel):

S, Paenvalwran Saprodi

& Fasirsg

~§

kuts




2. FPenveluran semanq
F. Jasa Fenggilingan FPadii
1. Parkbreditan;g

1l. Jasa Penarikan Rekzning

124 Jasa perarikan rekening teloon.

Lebidh lanjult dari wawancara vang diadakan sebagaimana
tzlah disebutkan di atss dipsrolen data Labws  sebenarnva

audah ada usaha—-usaha  untul membuka laharn baru  $amun

ki

ternvata belum bisa berjalan. Sebagsimanz diteranckan olsh

informan di RUD Ajibarang Lternvata pasar tidak may meneri-
ma Barang/meubel vang merska produksi. DIOEUD ﬁri% Ranvu-
|

mas dari informan peneliti memperocleh ketsrangan .bahwa
saring terjadi ketidaﬁsamaan pendapat antara  penagurus
dengan karyawan khusdsnya manajer sehingga usaha-usaha
untuk membuks lahan-lahan baru selains seperti vang telah
peneliti sebutkan diatas bkelum dapat direalisasikar.

Berdasarkan data vang didapat dari ke dus  informan

tersebut di atas kiranva sudah dapat diambil suatu kesim-

i

|
aulan bahwa memang perlu ada suaty  penasmbahan wawasan

untuk  lebih mampu membaca peluang, mengadakan | prediksi
atas suatu bidang usaha vang lebih matang sshingga  ads

suatu  langkah pasti dalam mesngesmbangkan pismis/usaha

KUDRva.

{(ii} Kebijakan Harga

Frimsip koperasi  untul lebih menekankan  pada segl

pelavanan  angoota dan bukan kepsds laba  tzlah mendasari
feglatan  koperasiokhususoya dalam meEnesntokan harga pokok
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aroduk/jasa vany dijualmya, melnsdln Jika
i
?

pEnEntuaan harcanva adalah kepads pelayanian  terha-

dap anggota, maka Marga-harga vang akan dijusl akan Felam-

Tif lebib rendab dibandinglan dengan harga-harga di loar

Fada  wopsrasi sispan piriiam, prineip  menautamakan
pelavanan terhadsan anggots bisa dilsbssamabar denzan  kailk,
karena  semnds  anggota hoperasi o simoan pimjam merasakan
perbedaan vang nvatas Jjiks diz melskuban ﬁemiﬁjam%n tErha-
dap hRoperasi den bukan keoada boperasi, dissmping menda-

patkan kemudahan dalam proses oeminjamsa AMNY

Lain halnva dengan koperasi vang menjual produk Yang

sifatnva nvats segertl koperasi koascosi atau  lkoperasi
werbha usaha varng mengelola pemnjualan barang-—barang,

sasaran  utamanva adalah mencapal keuntuncan maksimal,
gisanya merupakan gabungan antara sasaran vang beorientasi
padsa eun*qnqan dan persaingan. Ini berarti didalam penen—
tuan harga produknys akan menentukan harga vang satinggi-
tingginva s=hingga harga produk relatif lebih tinggi atau

minimal sama dengan harga di pasaran umum.

i

erdasarkan  wawanosirs vang diadakan dipsroleh  data
bahwa KUD Tani Maju, KUD Ajikarang, KUD Mustika dan  KUD

Arie meskipun tergolong koperasi ssrbha usahs YAND mEog=slg-

La penjuvalan barang-barang, tetap tidak mengabaikan prin-—
sin koperasi khususnve dalam  penetacans haros. Daei WA -

cara ity dapat diketabuli babhwa dalam pEnetapan harga

R 3 - R . r = gel s T o, JU— ] sy -
meEtode  vang dipergunakan adalah  cost plus DL SIrig
s . [T e d
ST LAY A R s " S




Margs beli setelah ditambal dengan blava-biave vang dike-
luarktan. Adakalanva pensntuan haras didazarkan peda haraa
pesaing, artinva KUD ter=ebut didalam mpEnetapkan  harganva

melihat atauw membancdinokan dengan  harga—-hargs pessing

i

umumnya dan harga-harga Rada Lmamny & .
Laebinr lanjut di peroleh data Sabwa tentuk EEnyYs—

suaian harga yvang dipakai dilingkungan EUD—-KUD tersebut di

TN

o3 dalam rangka lebih mendekstkan diri dangan  angaots

e
1

dan konsumen lainnva adalah sabagal berikut i

(&) Fembavaran secara kredit;
{B) Discount harga untuk pembslian dalam harga tertentu.
{c) Famberian hadiah di akhis £3hun

Jika melihat bentuk—bentuk penyvesualan hairga vang
dilakukan, sebenarnva sudah memenuhi syarat untuk
dijadikan dasar menarik konsumen atau anggota, hanva

alam hargas terssbut tidak diu-

J.i
1]

bentuk-bantuk penveyw
mumkan  secara terbuka sehingga tidak semua anggota

atau konsumen selain anggots mengentahuinva.

{iii)} Kebijakan Promosi

Dalam situasi persaingan vang semakin ketat hkarena
semakin banvaknya oelaku skonomi, disertai dengan perubka-
han  teknologi yang begitu cepat, ardg  informnasi Y ang

padat, telah aenvebabban perubahan— Luhahan vanga mendasar

iTI

dalam selera honsumen vang kesemuanya menuntat anL ipasi
vana bersifat dinamisz. Fondisi ini menuntus: pihsk pengelo-—

la kopesrasi nemiberikan Informasi vang  lebih bersifat

Il(
i
i

timbal Lhelik, Sz
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menggenal aktivitas perusahaan adsalzbh melaluil promosi.

Ezal peruasahaan Bwasta &ataw pemsrintah di luar

roparasi melaksanakan aktivitas promosi untuk meningkathkan
volume penjuxlan atay paling tidak umtuk  mempertahankan
Dagisn pasar vang tzlah ada, sudah mesjadi aktivitas vang
tidak dapat dipisahkan dalam mengembangkan dan memparluss
perusanaan.

BFerdasarkan wawancars yvang diadakan diﬁerﬁieh data
vana meEnunjukakan bhahwa di EUD Tami Maju. EUD éiibarang.

KUD Mustika dan KUD Aris, aktivitas promosi tidak dilak-

sanakan sebag

10

imana ssharusnya, bahkan  dapat ?dikaLakan
tidak melakukan promosi sama sekali. Hal ini disébabkan :
{1} barang vang dijusl sudan merupskan kebutuhan  masvara-
kat khususnva anggota Qang sifatnya sudab umum, dalam arti
barang tersebut menjadi kebultuhan pokok tanpa dipromosi-
kan, masyarakat akan mencari dengan sendirinvas (idd
pengetghuaq tentang aktivitas goromosi dikalangab meraka
masih terbatas. Fondisi ini mengakibatkan KUD jter‘sebut
sulit BRerkembang sebagaimana saharusnya vang Dadajakhirnva

kondisinva akan menjadi semakin ketinggalan dibandingkan

derngan badan-badan usaha laimnva.

iv) Kebijakan Saluran Femasaran

n adanya nilail

!}J

Halah satu  faktor vang mencictak
ekonaml adalabl aktivites pormaszaran. Tanps adanva aktivitas

kedua Tunasi

41

pemasaran tidak akan tercinta hubungan anbtars

)

ghonomi {produsen dan komnsuman) . Dalam mal ini karesas KUD-

[ Rl IR

EUD varng mendadi obyvek penelitian valto FUD Tami masju. ELEG




Ajibarang,KUD Mustika dan ¥UD Aris tidak mErusssan  kopera-

si produksi, maka tidak ads abtivitas pEnvaiuran  Darang

ataw  Jasa wmelalul perantara kembali. Jadi gada umuionva
mereka  bertindak  sebagai penvalur atau  pedazans eceran

wotuik memenubl kebutuhan anggots hopsrasi sebagal konsuman
akhiv. Dari wawancara vang diadakan dimercleh data babwa

dalam hal-hal tertentu khwsusnva untuk daerah wvarg lokasi-

[
Ci

nva  Jauh dari

i
0

|
kasi usahs KUD Jditunijuk ”T?KP (tempat
i
1

pelavanan hkoperasi) untuk melavani  kebutuban masvarakat
khususnya anggota vang adas disekitar wilavah ;tersebuta
Namun semua "TFK" ( Tempat Felayanan hoperasi} y%hq didiir—
nan tidak ada berjalan karerms faktor penaelgla vang tidak
Jujur.,

Kecilnya kemunghkifan mempergunakan saluran pemasaran
disebabkan (1) kamera;i itu sendiri bertindak sebagai
penyalur barang—barang atau jasa tertentu ke konsumen
akhir, kecuali jasa angkutan 1 {(ii) sasaran pangsa  pasar
meraka  terbatas hanva kepada angota dan wiia;ah keria

|

tertentu ;1 (iii) volume barang staw jasa vang masih  rela-

tif terbatas sehingga tidak memerlukan penvalur lain untuk
3

membantu menvalwrkan  barang atau jasanva sehipgga hisa

|
mencapail pasar yang lebih luas lagi. .

fh ini., pada akhirnva

3

=

Fok

Jika melih

[5t]

t  ke-tig

L

L g

i

i

dapat disimpulkan bahwa keciinyva kemungkinan mempergunakarn
zaluran pemasaran dilinghungan EUD adalal  ferbatasnva
BRBAr&T  anggota yang ingin dizapai yvang terbentuk  dalam

terbatasnys  rencansa psnambaban angoots dari luar wil

i

]
<
(17}
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£

2. Nilai vyang Hidup/ Berkembang dalam Koperasi/kKUD serta

Milai vyang Menvertai praogram Femilikan Saham perusa-

haan swasta

v
|

Fopewrasl Indonesia adalak oirganisasl skonomd  rabkvat

" PRSP A : " . R ',
vang demchratis  danm berwatsb

.. i .
Hoperazl  adalah

selain  suatu bentuk perkosselan dimana Qrang-orang  vang

-

miskin dan lemah skonominvs bekerissama untuk memnperbaiki
nasibnva, Jugs merupakan suaty bentuk gerusahaaﬁ. ﬁrtinya,
selain hersifat sarta bartindak zzbagal suatu perkumpulan
biasa, hkoperasi jugs menyelenggarakan  keglatan—kegiatan
vang bersifat ekonami. Anggots-angoota  koperasi  bBekeria
sama menyelenggarakan keglatan—-kegiatan YVarg bersifat
ekonomi. Anggota-anggota koperasi bekerjasama ‘meEnyelsng-
garakan produiksi, penbelian, panjualan, giméaﬁ picjam,

pemberian jasa dan sebagainya. 94

Lain dari i1tu, menurut Miohammad Hatta koperasi adalah

usaha bersama uniuk mempsrbaiki nasib penghidupan  ekenomi

berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa

2rakan koparasi adalah parlambang harapan  baai kaum

gkonomi  lemah, berdasarkan zef-felp dan tolong—-manclong

diantara anggota-angootanva, sefinggs dapat melahirkan

rasa  saling percaya dalam  persauvdaraan koperasi Yang

mErupakan  semangat bkaru dan semangat menolonag diri  sen-

diri. Ia didoreng oleh keinginan mnemberi jasa kepada

kawan, berdasarkan prineipg "seocrang  buat semua dan ssnua

1 i

bust segranog". -7 ;

T8 Do e wd LIA =
i, BAQLMUN, 3D S2 T MEl. 8.
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Berdasarkan wawancara vaseo

Ll

~
-l

Gear o

[-+-

| S
i

Tani Maju, KUD &jibarano., HUD Mustika dam EUD &

leh data bahws mereks di dalam menjalan  roda  oroanisasi

hoocerasl mereka hidak ticat legozs darl sepndi-sendi  dasar
koperasi  baik  dalam mazalah Ezanggobtazan roperasi/KUD
maoun dalam menialankan usaha dasi ElDrmva.

Hal ini sesual dengan vang dikatakan Ninik lwidiyanti

bahwa Kopsrasi Indoresis dalam melaksanakan kegiatan unituk

mencapai cita~cita berlandaskan sendi—sendi dasaf koperasi

vaitu s 104

1. BSifat keanggotaannva sukarela dan terbuka untuvk setiap
warga na2gaira Indonesia.

- Sukarela dalam koperasi berarti atas bemausn sendiri
tanpa dipakss, sebrang menjzdi anggots kopsrasi  itu
didasarkarn pada hkesadaraan untuk berzama-—sama secara
kekeluargasn menaleong diri  sendiri. Sadar. bahwa
tujuan ini akam tercapail jika bhersama—sams berusahna di
dalam koperaei sehinggs koperasi ity membsri mantaat

kepadanva.

- Terbuka berarti tidak dinalang—halangi untuk masuk
atau  keluar sebagal anggota asalkan tidak akanm

mengganggu  Jalannve koperasi. Terbuka juga berarti,
tidak mengadsakan perbkedazsn (diskerimimasi) bérdamarhan
aliran  politik ataw agama vang diamutb SEOrENY  warga
negara Indonesis.

-~

2. FRapat Anggota mercpaban Hokuasaan terbtinggld {demohra~

e

106, Ninik Widivanti dan Y.W. Suwindhia, Loc.oit, Hal., 14,
;
|
|
i
[
|
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=1il.

Ferkumpulan fopesrasi ity didirikan olehy anggotanva,

anggota  itu sendiril. Dengan demisian, maka Hopsrasi

a { dari, oleh can uniuk sngoo-

Hh|

1, semnua kepuiusan penting untuk mencapal

I
Pl
et

nleh sebha
tujuan koperassi ity diambil dalam r=pat ancocobta dSan

mEngikat semua ancgota.

Usaha dan ketatalasksanaan kopsrasl bersifat terbuks.
Perktumpulan koperasi adalah milik anggota dan harus

berusaha untuk melavani anggota. Oieh sebab itu keta-

[

talaksanaan kepengurusan koperasi harus terbuka  bagi

-

setiap angoota. Setiap anggota

or

arhak mengetanul

~.keadaan perkumpulan dan keadaan usana serta pembutkuan

‘dari koperasinva. Jelaslah. bahwa sifat terbuka dari

pengurus koperasi itu tidak berlaku bagi bukan anggota
ataﬁ orang luxsr.

Foperasi mengembangkan kesejahteraan anggota khu—
Eusnya;rdan masvarakat pada umumnya.

Karena perkumpulan koperasi itu sengaja didirikan oleh
angacta wuntuk kesejahteraan para anggota maksa dengan
sendirinva koperasi itu.melayani para anggota sescara

khusus. avan terapl karena koperasi it organisss

ekonomi  vang wataknya sosial, maka roperasipun  harus

memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya.

p

Sigsa hasil usaha dibagi menurult jasa




Modal ---koperasi . terutams - Jiperoleh dari  simpanan—
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sosial, artinva ¢ dalam melaksanakan keaistan-kegoiatan

ekonominya, pelavanan harus ditunjukkan amituk melava—

ni manusia (izlah Ehustenva darm  masvarakah
padas damumnvYa! . Dalam usaha meEmberikan oelavanam  ituo
atan  timbul 2iss hazsil usaha atay keuntunmcan. Harens
vang barjssa mengahasilkan =isa hasil usaha ity adalah
paEra angoota khususnya dan masvarakat uanumnva, maka

L

giga nasil usaha itupun patutlah dibagi berdasarkan

jasa para anggots dan masvarakait itu,

Dendl dasar Ainilah vang merdgakan Siri kBhes dari
koparasi vang mnosizsyr cita—gcits sasvarakst adil makmur

darn merata pada orang banvak. Makin banvak aragotanva,
makin msrata pula kemskmuran 1id.

Bunga modal dibatasi

simpanan anggoka. rarena modal kopeErasi  berfungsi
untuk melavani anggota kKhususnva dan masyarakat padsa
umumnyé maka tidak pada tempatnvya Jika m@modal it
seryaja dimasukkan ke dalam koperasi untuk mendapat
keuntungan yvang sebesar—-besarnva. Karena bukan itulah
tujuan menyimpan dalam koperasi. Oleh sebab itu  bunga
atas modal itu dibatzasi, pada wwumnya setinggi-tinggi-
nya sama dengan tingkat bunga umum ¥ang dibayarkan
nleh Bank Femerintah.

Fercava pada dirl sendiri.

Percava pada diri sendivri ftampak pada @0 swadava.
swakarsa, dan swasembada.
vekuatan—kekuatan kacil vano  tidak mampue mEnolong




giriny sacara  sendiri-sendiri, dengan bersatu di
dalam perbumpulsn kopsrasi telan sembubktikan dirinvas

mampu  menolong dirinya sendiri secara  bersama—sama.

inilah swadsvya.

rekuatan b%rdirl di atas kakil sendiri i1ty hanvalah
mungkin dengan karvsa vang dissituksn. Olsh  sehab itu
masiﬁg—maaiﬁg harus meningkatkan kemampuan  karvanva
gendiri vang dissbut ber-swa—karsa vang sasnskin me-
ningkat.

Makin tingginva kemasmpdan swadayas dan swa karsa i1tu.
makin mampu pela kopsrasi melavani kebutuhan  angoota.

Berdasarkan uwraian  tersebut di stas. maka  fampak
bahwa hebersamaan mearupakan dasar  bagl  para anggota
HopeFasi Tumtuk mengadakan suatu ksgiatan. Merska secars

barsama—sama berdasar sendi-sendi dari kopera berbuat

]
(=0

sesUaty untuk tsrwuiudnvs peningkatan hidup mereka khoe
susnva dalam bidang ekonami.

Dalam kaitannva dengan program pemilikan saham peru-
sahaan swasta oleh KD Taﬁi maju, kKUiD Ajibarang., KUDR Musti-
ka, dan KUD Aris, untuk meiihat nilai-nilai yvang menyertai
peroaram tersebut maka kita tidalk bisa lepas dari pErusa—

haan swasta yvang bersanghkutan.

2

as

Ferusahaan swasta dalam hal ini Fersercan  terba
erupakan statu kumpulan modal yvang diberik hak dan diakui
olah  hAukum untuk mencanai fujuan tertentu. vaitu mencari
keuntungan. Fersercan Terbatas merupakan pentul perusahbhaan

di manae paroalshan modal heragal dHari penjualan ==hanm.

l

Y

Ba
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&dalah  mehg

HETE

dimiliki mep

Zaham tErbhamyv gl

ford
il

o

Ly

L
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2

YANG memiiiki Baitam teranval skan meEmperal
&

Femilik dap pemgelola dipisahkan. Jadi manajeman uzaha
diurus  dan dilakganakan aleh Peng=iolia, s@dangkan
Fengeliola Dertqnggung meah kepads Pemilil,

unit q:ananvq dldasarkan Rada  kebutuhan konsumen

(pasar).
Tata Iaksananya bersifat tertutup {hanva terbuka bagi

Perserg),

Salah saty Ciri utama dari rer:ercan taerbatas adalah

mancari  laka sSebasgr- —besarnyva, barpedg dengan Eonerazi,

meskipuan dinvatakan sebagai badan ssaha namun mEncarli lahsg

aniah sehagai tujuan utama « Derncan adanpva Ciri mencars
& sehog Sar-besarnva terntu Eaja =sulit kitkg mElihat yosurs

167. Ign. Sukamdyo, HAL. 17,
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tolong-menslong ataw  berbuat szsuatu untuk  kepentingsa

tersebut.

%« Prioritas Bidang Garapan atau Tujuan Komunitas/KUD dan

Tujuan Femiiiﬁan Saham Oleh Hcperasi.”“

Sebagaimana telah banvak disinggung dalam wuwuraizn
sebalumnya koperasi adalah badan usaha vang beranggotakan

orang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan

2
g

(B
~

ekonomi rakvat berdazarkan atas ssas kekeluargaan.

Sesuai dengan berntuknva sebagai bangun usaha, maks
tujuan koperasi termasulk dalam hal ini KUD, adalah menca-
pai keuntungan. Keumtungan ini dirasakan sangat penting.

h

- s=2hing—

11
iT}

demi kelangsungan dan perkembangan kegiatam us

108, Koentiaraningrat, Peheraps Fokok dntropologi Sosial, Dian
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MAamUn RODErga FHETSLS

SNOGaran
HEEAIAYA  { pa=g] oo Bab 71 Gapat dikstaigd 2&NWa  fojuan
dari  EUD Tari Maju, wup Flibvarancg, pun Mustikha dan KLiD
Aris adalak g2ehagai berikut .
1. MEnqambangkan idiolugi tehidupan Pericperasian,
=, Hengembamgkan kgseiaht@raan anggota khususavs dan
masvarakst rada’ umumnyg |

a Mengembangkan kemampuan Skonamni . dava kroasi dan
kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan

produksi dan Rendapatannva,
Melihat tujvan dari KLD

Yang dijadibkan chiek peneli-

tian sebhagaimana tersehut di atas maks tampak bagi kits
Bahwa

koperagi disamping mempunyai tujuan Untuk  mencari
keuntungan d=alam "angka meningkatkan gkonomi,
Jjuga faktor kebersamaan sebagai cipri bBangun sosialnva dari
boperasi Juga Sangat diﬁerhatikah“

Hal ipi telah ditentuban dalam Ui

m uudanq“undang Momor 25

116, Sukamtvo, Loc.oit, HaL, oo
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fanun 19YY ssbagsimana tercantam dalam Fasal 485 svat {23
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smtelal dikurangi dana cadangan dibsgikan kspada anggots
sebandin

masiind

i [T B
EEDErLus
monerasl

e e ey e e e ; .
edus ketentuan tersebhuh di atas. sangat (2135 Gmoc2r0

gambaran kepada kita bahwa ada

1

Uivan untuk mencari  laca,
namun sehagai  organisasi skonomi yang  beErwaitak soz=isl

E 3

pelavanan kepada anggota khususoys dan bukan snggota pada

Mengenai prioritas bidang garapan, bahws investasi-
investasi. walaupun menguntungkan kita tidak dapat =erta
merta menarik kesimpulan bahwa kitsa selalu akan melakukan
invastasi ke provek—proyek yang-bersaﬁgkutan.

Kabanyakan perusanaan dihadapkan pada keturangan
moadal atau  kekurangan tenaas keria. Karena itu ssring

terjadi bahwa kita dihadapkan pada proyek investasi vang

manarik namun tidak mampu kita tancani. it
Hal tersehut di atas juga terjadi pada KUD-WNUD  yang

1ii. R-.
taire Bedriik
Jakarta. 1794

3
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telialh menecima pengalinan  saham di  Kabuoaten Dati i
Banvumaes. Dari  hag HWAaNEOCare dioesrmiehl - Tate
manuniukian  balueas FUD—-RUD tersehut dalam mensntukarn
Bidano ussaha Lhususswva YAMD N3N groaram s=lzale mzlihas

bidang-iidang vang pal

i
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(RS i by minimnvs modsl

L Sy 207 s SE Manmtimpr: Komer§mm =g 55 ot e
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yang secara nyata ‘ditujuka

kesenjangan sosial yang  terlalu mencolck, vang dapat
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melahirkan kecemburdan.smﬁial @ar
menimbulkan aqejolak sosial. Berdazsarkan wralan tersebut
di atas dapat kita simpulkan bahwa dari =s=gi tujuan baik
KUD mauvpun program pe%galihén saham nampak ada keserasian

yaitu terciptanva keséjahteraan bersama dalam masvarakat.

4. Peraturan vang Mendasari Fengalihan Saham dari FPerusa
haan Swasta keuada?knperasi
Keadaan sarans’ hukum dalam  bentuk  vang khusos,

Eongkrit, dan SECara oparasional berperoses dalam sistim

pemilikan saham olen  koperasi belum dikeluarkan olehl
pemarintah; sshagaimana diuraikan dimuba. MNamun memilikan

saham perusahaan sWasta olar hoperazi  telah  bsrlangsu

daengan berlandaskan ketentuan vang sudah ads dalam pemili-
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. ] - § r H -~ T . - — e — ——
dari saham—sahas  lain. Selanjutnys oeruzahsan

zetelab mengalihkan atay menjual sabhamnva kepada koperasi,

dilakukan balik nams saham

ot

erzabut ke atas nama L

dalam daftar pemegang saham perseroan  dari perusanaan

swasta yang bersanakutsan.

Memperhatikan proses praktek pemilikan ssham perusa-—

haan swasta oleh koperasi, tampak bahws paroses pengamii-—

lan keputusan dalam pengalihan ataw penjualan saham parL—

sahaan swasta kepada kopnerasi

]

o
id}

rasal dari inisigtiT

pemerintah. Hal ini sebagalmana terlihat dari retentuan,

bahwa kopsrasi  vamag akan membell sahsm vang difswarkan

parusahaan  swasta, Barus  meEngajukan  permchcnan Eepads

i

f‘r‘! &

iz

erterli Kopsrasi melalui Kanitor Deparromen K

patenslodyva dan Kantor wilayvah Depa

rhteman Kopsrasi.,
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parEvyasratan  LDErIaniian sl i

darn gadal saham antara peruszahasan swssta dengan koperasi,

1

ke konorasi mensnubd

ahwa prosss pemilikan saham ini diatur ocled
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pegerintah dan selanjutnva bersama-sama dengan gerusahaan

swasta meatibuat ketenbudan—ketentuan dalam cElaksanaan
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pemilikan zaham olesh koaéras;, jadi ksp
punvali kesempatan dalam pengambilan keputusan uniuk proses
pemilikannya terhadap saham perusahaan swWasta. Kenvataan
ini dapat dilihat dari beberapa pengamatan yang menun jLk—
kan, bahwa sebagian besar kaperasi vang memiliki  atau

membeli saham perusahaan swasta itu merasakan tidak mem—

punyai  kesempatan untuk memilih  dan memutustan saham
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T

o

ipslinva. Karena pamerintah  dan
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perusahaan swasta yang

hih dulu mensetapkan dan ssnunjulb
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parusahaan SWas

saham vang berasal darl perusabaan swasta tertentu wntuk
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HEmRUn Y A SENCAanat Doines
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VRTUE memnperclieh sahang Sisgparati ZSalizn Szoat -

- 1. .y ™ ] - o - ' — M
undul perak ek gpemilikan zaham perusahsan  Swastz  oleh

boperasi merchka cukup diambis kaputusannva dalam Fanat
anggoata pengurus. Di Léin pihak, ada vang berpendapat
merasa  perlu untuk mengambil kepuﬁugan dalan RAT, ts=tapi
auntuk ity hrlumnya harus dimatangkan olsh anggota  Sen-
gurus, karena lazimnya anggota akan setuju =ajia. Sedang-
kan dalam ketentuan vang telah ditetapkan. seba;aimana-
telah diuraiakan dimuka, untuk ind keputusannya diambil
dalam Rapat Anggota Fengurus Moaerasi. i1z

Sehubungan  dengan itu dalam proses pexsilikan saham

perusahaan swasta aleh koperasi atay pragses transak=i gpemn—

Baelian saham oleh roserasl dilakukan realisasinva olsh
ANgoota  pengurus atau perncuras Induk Koperacinva. Earens




2L Liuw. sSaring it
gdilakukan atan ditandsngani oleh Ergurus Indulk i =g
i L A L Canangai DL SERQUTUE LTGuUR wodsErasl

i = oy

o =

SRFUSANAIN SWAas

I B I A iy A e ey ey = b K &by 1 ey foon, peen pree =, = -1 [
menjadi  tantangan  bagil pibak kopmrasi. HB&l Indl tampak
,
dalam bhebsrans tanggoapan Egperasil. vang karang antusiss
A — [ —_ . - 1o e ST 3t
atauy menarik bagi merska untuk memilik

mambherikan  kReuntungan jangka cen
karena itu mereka lebih mementingkan pengembangan  bisnis-
nya, daripada pemilikan saham perusahaan swasta.

Dalam tanggapan koperasi terhadap pengambangan bisnis

.ini. - rampak mereka menveszlkad  larangan_ uniuk  menjual

kembali sabam—saham yang telan mereka miliki atau beli,
kecuali dijual ke perdsahaan vang semula mengalinkan atsuw
manjusl sahém itu. Karena dengan larangan penjualan saham
ity mereka tidak akan dapat memanfaatkan capiftal gain.
vang menurut mereka jaubh lebih mangrik dari keuntungan
wzaha mearska sendiri. Jadi menurut mereks  lebih Gaik

berusaha sendiri, dibandingkan menunggu hasil Eeunturngan

vang berasal dari keuntungan yang diperoleh perusaiaan

113

dalam bentuk deviden.
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reEteEntuan YEMNY dpergunakan BEo2ag5ai tolan whELr dalam S
Y o=l CEEm et 1 3 b = TP = e o : + H +
=ERELSR peEmilipan =RNEm pErusshasn ERAasts oligy bomerges
Vo e Ca .
H2ium o gdapsat NCarnva PeEmilikan samam DE L

2y vaituy arntara lain kepada 2apat KUl
Dati 173 Banvumas sebhagaimana diuraikan baril

Femilikan Saham Perusahqén Swasta glehn Koperasi Unit
(KUD;

1. Keadaan Umum FPemilikan Saham Perusahaan Swasta gleh KLD

rcgerqsx Unit Dess kLD merupakan saiah S3t kopora-—
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i KUD, sebhacaimana Yang digva-
takan dalam pasal 1 Imstruksg Fresiden No.4 Tahun i%84,
adaliah hadan Usaha Masvaraakat deosg yang sehkaligus maruna-—
ran  saty kesatuan gkonomi dari masyarakat ekonami terse—

but, 14

-i'

4. Instruksi Fresiden Mo, 4
an Luaﬂr 281, Fasal ?

DESm (KUD} dalal

desa  atay sekomonlk de
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3o ) [ 1ore, ..
cerlibat  babwa KUD MErupakan koperssi MITLmEr vang  esscaes
f+ F - B ot

Ehusus be:iwmxsng H1 o Sasralh nedesasn exlaniuinve  agshils

- - = | . FN g .
Bronomi masyarakat pedesasns Bagian dan  wadah
Sard bemistar cErolkomomi s =do=am Sifat
=1 SHam.eh DEFEROMNOmian STOSSaAN . Bitst

fenyediaan  dan BEnvaluran BAMANS-S3i"ana  sroduksi Jan
barang—barang LEporiuan sahari-hari serta jasa-iasa  laip-

O¥&a, pengolahan dan Demazaran hasil Srodubksi, maupun dalam

bentuk kagiatan nErelonomian laimnva. “UD  melaksanakan
Tunasi Pelavanan kepada anggotanvs i samping keagiztan

vang dikaitkan dengan program pembangunan vang melavani
masyvarskat padas LMUmnY & .

Dalam praktek pemilikan saham parusahsan glshk wUD,

KUD hanva dapat memiliki- caham perusahaan sSwasta, apabila

Lh

"
i
e

b

kuD tersebut“télaﬁ mamaenuhi kriteria s=hagai berikut :

1. ¥UD Mandiri, vaitu KUD yang memiliki kemampuan manaje
man vang terbuka dan imasional dalam mengenbangkan
ekonomi para anggotanva berdasarian atas kebutuhan dan
keputusan para angaota EUD tersehot,

2. Calon KUD Mandiri vang telah diusulkan olieh Fepala
kantor Wilavak Departemen Koperasi Prapinsi/DI.

115, Surat Menteri Koperasi Kepala . Kantor Wilavah Departiemen
KoperasisDI Di Seluruh Indongsia Ferilah Fezilikan Saham Bleh Konera-
i Nomor Mo.1R46/M/5/19%1. serta Iihat juga Surat Direktur denderal
Bina Usahs Koperasi Namar 241/BUK/5/1991. serfa  Instruksi Mesteri
Koperasi No .08/ NST/M/ 871988 tentang Fedoman Tembinaan dan Fangemban=-

dgan KUD Handiri,

-




Rrusahaan swastz oleh KUD Mg
telah ada penstapan jumlah

KUD  terseshut. Dalam Hal in

ini Pengalokasian  jug

bepada  ¥UD adalal minimal 40 % dari jumlanm

e

sxham berusabasn  swasts Yang diaslihkan.

jumlaih tersebut kepada masin
]

Sedang alckasi

=aham vang dapat dimiliki cieh

i

—masing KUD ditetapkan berda-

Sarkan jumlahk masing-masing aniggota  KEUn tersebut,
vaitu
14
dengan penilaian sebagai herikur ; -1&
1o KUD Yang Jjumlah arnggotanya 20 - 30a0 Qrang mampergleh
30.000 lambar saham.
2. KUD yvang jumlah angaotanya I.001 - 7000 ATy meﬁpercw
lelk 75,000 lembar =anam.
Sacara aktusl samilikan saham pErusanaan swasts oleh
EIID dilihat telah ade A3 terlsbeans s@haczimana
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2 twmlah mEngalihben zahammw

peraturan hubkum yang menjadi  landasan peml
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BEruzsahaan swasta olah ¥KUD, Selaniutnva keadaam ini men im-—-
Bulkan mazalah-masalah dalam praktsk pamilikan S3fam

swasta olsh kKUD vaitw : {1} ma=alah tolok ubur pemiliban

saham perusahaan SWasta olan Loperasi/RuDp, {2} masalah
= _ F »

wéwenang kapérasiKMUD sebaéai HEmaiang  saham parusahaén
swasta dan {(3) masalah Eedudukan koperasi/gup di dalam
perusahaan swasta .

{1} Tolok Ukur Femilikan Saham ferusahaan Swasta ogleh
Kaeperasi/kup

Fenekanan tolok u&ur pemilikan ﬁéham perusataan

swasta lah KUD yang di dacarian tarhadap hubungan antar

L

lokasi KUD dan lokasi kerja nerusahaan sSwWwasta, ssrts

anggots dari gUD tersebuat, dapat manimbulkan masalah atau
Foc

. - » o . | 1. — - L - Es
Ceadaan deminian ats Ezxdiam distriboei

e — v — [P — fomg g ST T
KUD vang menvehar 4i zZaliuuh . sEdsngkan




vang di dasarkan terhadap nLklngan antars lokasmi FUD dan
lokasi keria berusahasn swasta tidak SMGaTan
bagi KUD csecara meEnyelurad untuk memiliki atauw meEmbeli

r

saham peErycahsan swasha.,

tigalnyva perusshass WIS

beri/penjual saham vang terkasentrasi ickasinva dalam satu

.,_.
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1

wilavah di Indonesia: jiks
hamnya didasarkan kepada tolok di atas. mMaKs yang
memiliki atay membeli saham Banvalsh EUD vang lokasinya o4

sekitar lokasi perusahaan swasta terssbat.

i
5
i
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r
]

Dangan demikian pemilitan saham perusahazan

[
4
el
W
]
e

oleh KUD vang di dasarkan atas tolok ukur antara
kerjia perusahaan swasta yang akan mencalihbkan atau menjusl
sahamnya dan lokasi KUD vyang akan memiliki atau mambsii

1 swasts tersebut, fustry akan menimbul

1i]

zaham perusahas

H

reErmasalahan  baru. Karsna orrosadar tolok ukoe vang demi-

Bian akan memberikan kesempatan varmg tsrbatas  baci




adai an dengan flhak Kantor Dinas ronerasi kesmpat KUD
vaitu KUD Tani Maji, kiID Aiibarano
Aris hanva mendapathan sabiam dari saty pEirusahaan Sehagai-—

mana  telah diuraikan dalam habhb sebelumnyva. Disamping

dari WwakWancara ity serta mensliti dokumen Yang ads  di

Fantor Dinas Koperasi dipercleh data babwa di Kabupaten

=4

Dati I  Ranvumas sebenarnyva ada 23{dua pulun lima)y Kup
dan  semuanva mérugakan (RN Mandiri. pamun Baru empat KUD
yang mendapatkan rengalihan saham. Untuk Jjelasnya dapat

dilihat dalam tabel dibawahr '




152

KUD MaNDIRI DI KARUFPATEN DaTI I1 BANYUMAS
- . : ; —
i H b
. ] . P I var e
Na. f LESA Ket. I #AE./KRDYAS |
§ )

i, i LE gss
Eﬂ | fed E 14 desa
[} i AT :
Kulen Pa Bamyumas f i3
I, I Fatikraia ? Fatitraja Banvumas ! 13
T i Gumelar | Bumelas Eanvimas I ¥ desa
& Sakansgara 5 Furgakeric| Fanvumasz P18 kel
| Barat L od
e Arcawinanoun 5 Banrumas ! 13 ks
? i 2 ! Z desa
8.1 Boteng Foveng | Menaants i Banvumas | 9 dace
Fol Purwoiati Furwoiati i Banyumas | 10 desg
iﬁ,f Sadar Kalibaaor Banvumas | 13 dosg
1.1 Fustika Xebanggan Eamyumas 18 deza
12.] Makar Tani { Cilkawunag Banvumas 14 desa
13§ Sumpiuh | Kebokurs Panvumas 14 desa
14.} Kebasan Kalisalak Ranvumas | 17 dasca
13. Lumbirreia Lumbir Banvumas 10 desa
16. ] Dewi Sri Gentawanoi - Banvumas 12 dess
17.1 Tani Hukti Sckaraig
' . Tengah Banyumas i13 dass
18.1 Lestari Fasir Lor farangiewas Ranyumas | .13 desg
17, | Yangon ' Banteiran Wanaon Ranyumas | 11 dasa
23. | Kemranijen ] Karangiati Kemranjen Banvumas i3 desa
2.1 Rukun Tani Peknasit Cilcnaok Ranvumas 20 dess
2Z.| Bahtera Rempoah Baturraden| Banyvumas iZ desa
23.1 Tri Daya Karangpetir Tambal Banyumas I3 dess
24,1 Auwet Fiaza Kulon Somagede | Ranyumas 7 desa
23} Tri Murti Purbadana Kemb=,an Banvumas 14 desa

Faktar Yang menimbulkan ketimpangan bagi KUD dalam
Upeya pemilikan saham Ferusataan swasta di atas adalah
DEnvebaran lokasi KUD vang barbak memiliki atau membell
saham dari Farusanaan swasta, tidak sedalan dengan  kosen—
trasi dari lgkasi keria serusakasn sWasia vang skan menoa—

likkan atau menjual sahamnya, vaity sebagaimana diveaikan

P.-l +
=
Fos
bl

o
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P — — - joer | - Ll
Deraan damikian cErlinatl babes ReTldakmerataze wi-
- H — —_— -
lavahk Iokasi Derusahaan Swazts. tolar EEnimhylizs mELImms—
- - W - i o - P - B A T i e .
nagan dalam UBaya pemiliban SRUAN perusahase SWaz=ta  aolael

VENG sskalicus meniak TR kzitimoanman dalsn

T e e e e de - - T - L
gian pendapstan anitars FUD FEMNG memiliki s=zham CEFUSaNEan

p o - e ‘= + : L § ol =
BWasTa. Denman kata lain, terjadi Eetimzannan HELEm peEnha-
Y9ian pendagatan LT, YEMY mada Gilirannys mEnisdil psbime
- . . b e e o .
Fanaan dalam PErizsmbancan ERO00ML antars di berbaga:

.y

o i - F 1LiE i 2 ' 13 . .
dasiral di indonesig, MEs ARL termacy Juga i Kabuoge
. S h: e o
ten dati IT =5 ANyUmas

Bi samping i1tu, dalam benyatasn Prosss untul polaksa—

Naan pemiliban sahiam olsh Kun didassrikan bepada folak LU
Y arg inisiatifnya bEﬁésal d&ri pemsrintan dan  selanjutnva
berusahaan manetaﬂkam SEUrEn main Unituk  menambak afLman
main pemilikan saham oleh Lape 21 vang télah ada. Berdg-
satrkan WaWINCcara Yang peneliti adakan dengan  gihnak Kip
Tani maju, KUD Aiibarang, KUD Mustika dan KUD Aris
dipercleh data bahwa pada saat proges panerimasn pengali-—
han sahém mereka hanva mendapat  instruksi dari Kantor

rat—svarat untuk

]

n

Dinas |koperasi untuk ReEMoersiapkan  ow
menerima pengalihan saham dari perusahaan swasta dan
kemudian dipanggil ke Semarang untuk KUD Aris dan ke
Jakarta untuk wUD Ajibararng, KUD Tani maju dan ©un Mustika

ni akta jyszi beli. Dalam fal ini cemar-

J.I

™

untuk menandstang

1i8. Thee ¥ian Wie, Fembangunan Ehonomi dan Faﬁarata&ﬁ, LF3EZ,
Jakarta, 19281, hal. i3,
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SWEsta Ramberi/oe
disediakan dan g

Departemen Koperas

Fenekanan ko

bBulkan masalah at
rintah dan perusah
naan pemiiikén sah
keadaan

Karena ¥

mengakibatkan tid

szabam alok konsr
YAOG menuniubian h
FEIrUsahaan swasta

& nanhel i saham &
Dengan deinkian or
zlekr  pun B2ium =
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nival  saham Yang  telah ltunjuk  atay
iimfarmasihan alak peEmsr Lntg! Malaiug
i,

lak uk ian imi dapat menim-—

W vang demik

ad kendalag YAang secarg Ayata padsa

|40 swasta sortg koperasi

aleh

m

AN perusabaan swasta

&ng timbul daeri tolok  ukye ini, telah
ak lancarnva frases  jalannva remilikan
asi. Secarg ielag tampalk suatu  keadsan
&hwa saham—zaham Yang telak dialokasikan
PemBaeri/nenjual saham hepada FUD pansei-
idak dapat direalissalkan DEngalibanmys,
GERE pemilibkan s&iiam Perusaiaan

Tfektit dan Ezlum =¥igisn, Eeiﬁnju»”““
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Juklkan Keparda

SHTANgL kesanjancan sesilal  vano
terlsly menvolak ., vand dapat mElanirkam b

-

dan pada giliranmya danat menimbulkan

sekaligus bargrei mengurangi jumlah

e

golongsn miskin

Tampak.bahwa proses pemilikan saham perusahaan swasta
alek MUDfKUD Yarg berlangsung Di Kabupaten Dati II banyu—
mas ., belum menunjukkan aran tepada sclusi wittuk menganti-
Sipasi tujuan akhir dari ﬁrsgram remilikan saham aleh KD
z2hagaimana vang termaksud dalam tujuan

T

emilikan saham
aleh EKUD di atas,

Lebih Jauh,

dalam &

2Eemoatan untuk pEmilikan saham fErusahaan swasts
, P . . ., . a1 g
Sish KupD damat meEncigtakan imslikassi vang  RontradiptiT
7 ¥ o H H AP - ] | = PR, W1 T
117« T. Hulya Lubis, Hak Asasi farusia dan CEMSANGUAAN,  YLEHI,
dakarta, 1937, hai. 78,
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Tirlilagl pambangunan o va zadslah sustu csmbaglan
fasll provksi masyarahat vang lebih merata szhinoga  divra-
sakan lebih adil dalam kehidupan masyarakat",

b mEngatasi masalab vang dikadapi dalam  preosss
memllikan  saham oleh EUD fsrsebut g1 atas sshaibknva dalan
retentuan mEngenal hal ini tidak dinuwat penskanan kepada
suatu tolok ukur vang didassskan terhadap iokssi EUD v ang

akan mambeli saham perusahaan swasta dan  lokasi  kerja

e
W
[n}
I
o1
v
0
b
g

perusahaan swasta vang akan meniual sahamoy
wukur vang inisiatif proses pemilikan saham berasal dari
pemerintah dan perusahaan swasta saia.

Sehubungan dengan psrmasalahan proses pemilikan saham
i

perusahaan swasta oleh KUD ini, perlu diremcanskan suatu

pengarah dan pengatur wuntuk pencanaian hasil akhir seba-—

Aimana vanag dimaksud dalam tujuan pemilikan aham oi=h

=t
Fe
i

]

KUD. Untak  itu, perencansan di atas imi karus  didubkung

dangan pranasts hubkum, guna memberikan arah  vansg  delas

Fendskatan hubkum dalam orasbhtel pemilikan sabam perue
12G. EBoemitro Tiovenadikusumo, Fesban Ind

yquinan Ekonoml  Indonesiag
g
REEE )

|
4
Fuzstaka Sinar Harapan, Jakavrta, 1937, hal. 1




157

- L [ a= s : 1
ELrategis z=ebagai SEN oEngarah pemili
et —— s C e e - o
P&rusanaan swasta 210 FUD. Dalam he: ML SEmran

ot - — JrE—— = -
Cipmriukan mRnserasiban

£

Eriegang teguh kepads =it

karn dalam fujuan orogram peams DL

ingin dicapai daleun tuivan pirogiram

KD harus didukunag dengan HENErapan nproces

ikan saham

¥ang dapat melarcarkan jalannva proses  pamii

PErusahaan swasta oleh KUD. o R

Dengan( ini peran vang dilakukan oleh bBukum  dalam

pelaksanaan pemilikan saham Perusahaan swasts glah FLUD

adalakh penciptaan nNorma—norma hukum vang dapat mendulkung

atau menderong kerja sama Yang baik antara pihak perusa-—

Naan swasta pemberi/penjual saham dan KD PeEnerima/pembaii

saham. Selanjutnva hubum tersebut pDada skhirava

dapat
membrikan antisipasi terhadan masalah dan kendalg Yang
22cara nvsta dihadasi olehk KUD dalam pelabsanazn pemilikban
=aham.
{Z2). Wawenang Koperasi sebagai Femegang Saham FPerusahaan

Swasts
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karena iaha ditahan

{retainad fsing) demi masa depan perusahaan.

Disiha% laim, jika diperhatikan partisicasi KUD dalam
pPerusahaan swasta melaluyj pemilikan 'saham perusahaan
sWasta tersebut, maks =asaran akhir dari cemilikan saham
perusahaén swWasta oleh KUD adalah hal-hail vang dapat
dihitung dengan usng =ebagail suaty hasil atas investasi

{return  on Investmant),

mairunakan Uusaha ¥anag Lenar-benar masuk akal

Hal ini sesuaj dengan motivasi

Ferusahaan swasta adalah untuk mempsralsh

Lebih jelasnva Rperusatiaan m

Karena usaha yang demikian

ituw

s2cara kbisnis,

yang paling penting dari
labs.

Erupakan suatu badan usaha

Yang mempunval orientssi

manaraish  laba (association for orafit)l dari hegiatan
usahanya. Khusus kepada DEFUSANAan swasta  insentif laba
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Dapat diberiken kesimpulan, bahwa deviden adalah
s=bagal psmbaglan laba suatu parssyroan keoads para  geEme-
gang saham { pemiliknys). = berkaitan dencan  jaminan
return on  investment sebagéi pemsgang.saham s vang telah
mehyetcr modalnva dalam suatu persercan. Berdasarkan  hal
inilah para pemegang saham menanamkan modalnya pada per—

A
24

BRIT0AN .

Dilihat dari kebijaksanaan psrusahaan wntuk membagi

1. Vernon &. Musselsan das John H. Jackson, Leoc.cit. hal.if.

~r

Z2. Yavasan Mitra Dana Bapepam, Fasar Fodal Indonesia. Yavasan
Mitra Dana Indonssia. Jakarta, 1991, hal.

1A
At W
Frinsip-prin
Hucipus Fuswinar

1992}, hal. 738,

BFFE,
cdalam Hapngka

vakarta, 27

..,



i € & = oL W
e N € 4 & B o ow
e 1T T I U S I v B
(o a o ) P o It L = ] i
1 ] ot > v 1l il ad u i 14 Il
] 1 € g o H
-rf KA il il
N T I fn o O = I
W A
oM g R =
_H 44 Py T o 1} [ HH - [ug
W I L L=
~ (it o s T Jo il A hl} =
: >4 0§ oo A
m [l Y n [x] ' ot hal] ] L
e B u 50 ML o
- u mo o i fua 1 g a
C ni ey i @ Ch 2 i .
L = el ) ] [ ] [ s i
TR B R B o T =
T LT -
. e o C £ c £ ot
e B TR C Loow 4w g
I I Y =1 i = I R~ I
bV | { ] [ =} = 3 2N 41
o @ G A B B SO S
. S N = S« ~ > o L
s 4. I [ v th [ - i
Woon U oo g E E ™ -~ I E
L C 1T T) W] = ] ) o
- oo (L - T S E - S s
o . Nt . =i m 3 B! e1} £h
o § £ > L owm w £
i et e i [ [ i L] i
o i o Y S iy L e o
p — L o oo - - c
s coon & gs - £ g
iz EE {a ot 3 b Ti i o i
it -t i 43 mn N 2 i i} HIN
i1 T o = S L -
a @ & 3 o LU “
@ = oTho1 L Lo o a et =
g3 il C «on LR et R Lo i
T = T Lv) Iwi 0 3] g [ o -
u) o -0 4 el ] 0o .
R T T o R s S-S+ i .5
G vt 33 i - 4 k i ! s W
3 b i) h - I i i £ ™ oo ]
=l EH] [ C ] [ [ — i 10 i L o ]
- TR L SR S
g ju o & e Tl i [H] i T .
wed i1} - i i a4 i =1 i
R [ 3 L = 21 o
L woom = = E L s T e
o0 il b b rh it i bl c KO :
. o lia i il = 1= I3 s 31
& o =8 ] i b1 i:] i3 wed |
L3 -+ 3000 > 0 oW+ v I |




161

e Y- R PO S
vaengan dem
hidatl mambanil

i

Dartimbangan pai

sabasan mEmans

sabham tidak menikmati desviden. Keadaan ini sangat ditentu-—

ran aleh posisi KUD sebagal pemegang saham kiasa.
Rerdasarkan keadaan kebijaksanzan perusanzan Uty
tidak membagikan deviﬁen kepadsa pemagang  saham.  tetan:
diperuntubklkan un%uh'r&faiﬁéd'eaﬁning bagi peluasan usaha
perusahsan., maka hal ini menimbulban masalsh dalam wews—
nang KUD ﬁéhagai bemadang saham perusahasn swasha, Lararna
Feturn  on investment vang diharaphkan KUD dari cerusahaan
swasta Lersebut tidak dapat dimanfaatkaq KUD dalam jangka
wakty  nendek. sedangkan realisasi ¥ang tenat opslaksanaan
dari refturn on Iinvestment iLtu sangat dibutuhkan clsh KUD.

CeEngan  ini  masalal WEWwenang  KUL zebagsi  pemegang

Eanam  pesusahasn sWasta., vang berksmaan dengan FEturn on
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aan  swasta  tersshyt dapat ditangkal. Jadi gdi- sisg KD

mErlu dibhorikan hak atas =aham Yand menuwrut bhekizssars

diterikan kepadsa para pendiri perusahaan.

I

lternatif jenis saham Yang sasual untuk mengsatasi masalan

5

erzebut  adalah penetapan saham preferen bagi-iabs hagi
FUD  dailam statusnys sshagai pEnEgan; saham  gerusahaan

Swasta.

Untuk  lenih jelasnva, bahwa yang dimaksud dengan - saham

Jrae
-

preferan adalah jepis s#aham vang dilengkapi dangan  hak

43
ol

=27

pon

o

imewa  dalam bidang fimansiil,

3

=4

iy
r

Fada uwumumnva sahas

preferen yang mempunyvail hak pricritas sampal suatu  jumlah

progsentass  tertentu  dari harga nominal sahem ity  atas

penbagian laka dalam bentuk deviden. TDengan lain parkataszn
-

sanam preferen memberi hak deviden prefersn.

Pangan panetagpan =aham prefersn Dagi- laba tersebut,

L
L

U akan dapat lenas de2ri masal

|
TEETAIED
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Gilen deviden, Eerena cara o@Enstanan i
laba KUD ftaorgahut

den, vaitu deviden croferon secara tunail. Wal

daszn  keuvangarn perusahaan aban samalk i

in membalk. Labs  vang
ﬁ;merleh i  fahun—-tshon mendatang tidat terlaly banvak
dimakan oleh pernoembalian pilnjaman dan  bunga, krarens
berkat adanva dans tersebut perzseroan dapnat

retergantungan dari modal pinjaman. Kead
sgmakin  membalil dan perkembancan peErus

berarti bahwa KUD sebagal poamggang saham dapat mangharap—
q

kan pembavaran deviden yang lebih besar di masa - van

11
datang. 127 T

Dengan demikian penetapan saham praferen bagi-iaba
bagi KUD merupakan hal penting dalam orogram pemilikan

saham oleh KUD. Karena dengan penetapan sabam tersshut ada

pembavaran deviden vang pasti bagi KUD tzanpas  melumpubkan
kemungkinan perluasan perusahaan, dan dibukanva kemuﬁgki—
Man peﬁingkatan ﬁemilikan saham FUD melalui szham  bonus.
disamping tatap - menerima deviden prefzsran SECATA
tunsl. 130

12%. Tuasbuan, Op.cit., Hal., =.

1530, Jumbuan, Op.cit, HaL. 3.
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LRI RANE: Ltu, penstanan Bag
. .
mzrunakan antisipasi YR
- fr ] . e 341 e S T — = -

wimbul  dalam wewenang KUD sebagail 2hedang saham  oeEruss—
hMaan  a@wasztz, wvaity masalak hab U o
i
geviden.

B e - .

Terlihat bDaliwa penetapan saham prafara: Dagi-—-laa
TN 1IN {7 [P . - -1 o3 .
Oac s [ da il E2m WEWSINANQny s EEDIAOa1 DEMeEIans o=t

parusahnaan swasta adalah suaty cara umtuk mencapai tujuan

Smoara hukum, dntuk penetapan saham  preforsen bagi-
laba bagi KUD ini harus didasarkan nada shan
keikblasan dari para penegany saham {semuial. Dalass bal
ini kessdizan para pemegana ssham fterssbut  dapat  diatur

dengan perjanjian pengeluvaran suara {stemrectoveresn—

i
rh

Fomst}. Bahkan "stemrechtoveresnkomst" ini dapat diperkuat

dengan’ pemberiaﬁ'kuasa*mutlakmuntuk ‘mengaluarkan  suara.

guna meniamin agar hal vang te

joud
o
o
[0}
|-J
)]
i)
h]
IF 1]
o
1t
rt
[
17}
}
rt
2]
“q
27}
u
I
i
™

pemegang saham biasa benar—-benar, dengan sesunggub—.

sungguhnya ditepati oleh mereka semua. Lo

Dengan cara tersebut di atas, XUD sebagai pemnegang
saham oreferen bagi-laba tetap mendapat deviden orefesren:

bagi-iaba. Sedangkan para pemegang saham bilasa rela amtuk

membiarkan sementara waktu tidak atay hanva sedikit mencda—

e

tatap ditahan cleh peirusabaan sebagal "retained ess-ning”,

~r oo
T faox gt
dwddn aldbdliaey
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itu. pgnetapan araferen bagi-lakba  bagi
FLD esrumabkarn antisigasi terfadac o= Tadw
Limbul jalam wewenanyg KUD sebagai FEmEgang sahanm  peruss—
Maan swesta, vaitu mazalah Reb AR s
daviden.

Terlihat bahwa penetapan saham prefsren  bSagi-labs
bagl FUR dalam wewsnangovs ocEMEJANG saham
pErusanasn swasta adalan suatu cara untul meEncapal  huidgan
wiams orogras pemilikan saham olzh

Secara hukum, untuk penseitagan saham prefecsn bagi-
laba bagl KUD inil karus didasarkar psda  kesesdizan atao
keikhlasan dari para pemegang saham {(semulal.. Daiam  hal
ini kesediaan para pemeganda saham terssbut dapat iiatLr
dengan perjanjian Qéngeluaran SUHaFR fstemrectoverssn—
tomsid}). Bahkan ”stamre;htmvereenkamst" ini dapat diperkust

dengan pemberian kKuasa mutlak untuk mengeluarkan SUlra,

guna meEnjamin agar hal vang telah disepakati antara para

pemegang saham biasa benar—benar,. dengan sesunggub-.
S j g9

131

il
il

sungguhnya ditepsti oleh merek EMLS .
Dangan cara tersebut di stes, XUD sebagal pemegang
saham pretTeren bagi—-laba tetap mendapat deviden preferen:

bagi-iaba. Sedanghkan para pemegang sabnam bdiasa rela untuk

membiarkan semnentara waktuy tidak atage hanva sedikit mend
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tdmingl
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ETA L Ak an =31 ;u:n"l pres
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shagal wredl e FUD pesnerimadpembeld

wakam  adalam sebac

aal debitur.

Arhan tetapl apsbila diperhatikan selanjutnys mengenasi

e

salam  KUD  dalam  perusabhazn sweasta,

bardasarkan data vang diperoleh melaliol wawancara  dsngan

EHD Tani maju, EUD Ajibarang., EUD dan  KUD

Aris, masalahnyva diawalil dari peminjaman wang olseh EUD-RKUD

sehult sehingga karenanve KUD bBerhuy

dengan
]

perjandian peEngakuan hutang dan penggaedaian saham kepada

i dibawah

3
[N
i

pibak peseu adaimana diuraiban lebih
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digurmakan

Untuk peelassan

[

FUD dalam Ferusahaan &

b Py
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Mg adalak

agal kreditoe
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HBEO8m

daird o,

apal:iis diperhatis

= mEngenai

saram KD dalam

neming aman Lairg

LD Berhutang i

mengal ihkan saham. Bal
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turan hak suars FUD sebagai Pemeganyg sabam dan

kFuasEs  oleh BENguruE KL ENEETR cZalam
pelaksanasn cEmbayaran Matang FUD, wvaity Kuass REnadag
BErusanaan  i+y Lotuk menerims 73 % dari  jumlaps bErsih

satiap deviden sampai selurun hutang KUD te=rbayar lunas,

ni terdamat du

Pl

masalab van
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Dangan
dari sudut Stk terhadan perjanjian  jual B=li =aham

'éﬁféfgtﬁﬁﬁfdéﬁiééfuééﬁgéﬁ“éwasﬁa.

4« Fengaturan hak- Sara melalui suatu périanjian pada
dasarnva dapat dibenarkan. Sekalipun Nampaknya perign-
Jjiam ini membatasi kebebasan rEMEgAng ssham, namun
sebenarnka kebebhasan ity tetan ada. Femegang saham Yang

telah membuat perjaniian hak suara tetap bebas ASenge—

luarikan suaranyva  sebhacaimans dikehendakinva, Juga
pabnila ig MENIRIUAFRLAN Suaranvea bertantangan dengarn
Derjamiian hak susra, Galam arti Sllarsanyvs L=tap  zah
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pErusahnaan ity untul moznering

, s . . . ..
A dari  jumlah Gersih

z@tiap deviden Sampai seluruh hutang KUD tarbavar lunas.

srdapat dus masalah Ya0g  periu dipsrhatikan

r

Dangan  ini
dari sudut  hakwn Le,nadam gerjdﬁtxaﬂ Jjual beli saham
“'“fanlara huD dan perusakazn swﬁsta.
= Pengaturan hak' suara melalul suatu perjanjian  pada
dasarnva depat dibenarkan. Sekalinun namzaknya perjan-
Jian ini membatasi kebebasan eERegang  saham, namun
sabenarnya kebabasan ity tetap ads. Pemegang saham vang

telah membust PFerjaniian halk suara tetap bebas menge—

ITuarikan suaranva ssbagaimans dikshendabkinva, Juoa
apabiila  ia mengsziuvarkan
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Ul PT. vang menyatakan bahwa Femegang saham dengan  hak

Suara vang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertu—

iis perhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suara-—

1]

i

(8

m

nvya. Fads dasarnva perjaniian hak suara juga tid

f

bartentangan dengan kesusilaan, karena hak suara dibs—
rikan kepada pemegang saham cieh undang—undang. agar is

dapat menjaga repentingannvea sa@bagaimana ia kehendaki.

> mengikast dirinva

1]

Femegang saham pada dasarnya beba

barkenaarn dsngamn cara peiaksanaan hak  suara vang  i1a
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dividan tergebut. Femberianm kuass vang demikian glsh

“péngurus'KUﬁ ( Induk Koperasi 3°

Jika dilihat dari sudot

hubum  belum mewakili kepentingan angaota  KUD, karens

kuasa vang diberikan kepada pErusanasn  swasta

memctong 78 % dari Jumiah bersih cetian

menjadi hak KUD hanva berlaku amtara Penigurus KUD (3 H

koper

a
w
i~

dan  peruszahaan swasts, Baersrti  kuass ity

tidak kuat dasar hukumnya.

rarena kuasa tersebut hanva
herlaky  bopads rEngures KUD ¢ Ind Koperasi v zae

tidak beriaky kepade pihak anggota KUD. Hal ins

asal 1340 EUH Perdat

i

. - ipm = " L . 1. [ I a1 T
fBara pilhak Cidak beriak

4 T
Lupdiz Lirze,
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Smyogyanys untuk kuasa dari pengurus kepada perusa-
fa=an swasis  tsresbut, jugs  hasus dilsngkapl dzngar
kuasa oleh anggota KUD kepada perusahaan swasta. Dengan
daminlan  terdapat nerilindunosn Bagi perusahasan

P S, . ey o b £ e - P .- ~ H ] L
gwasta dumntul mewakili dan bhectindak aniuk dan atas fama

KUD dalam penerimaan 7% Y dari deviden. Yang
akant dibavarikan perusahasn swastea rEoada  KUD,  guna
angsuran pnelunasan hubtang KUD.,
Dilihat dari pengembanosan usaha {(bispiz: gUD,  maka
masalan yveng timbul dari perianjiam jusl beli saham antara

parusahaan swasta dengan FUD ini adalah berassl dari  isi

ketentuan dari nparjian

[

ian itu vang a@snogatur  bahwa  EUD

sahamnya harus dengan_ijin dari pzrusahaan vang msniual
éaﬁéh;'_aéﬁ—_afﬁﬁgfnﬂéﬁada merusah&éﬁr %aﬁg beraangk&tan
gehagaaimana kateﬁtuan vang berlaku di EUD Mustiks Sum-—
bang, ¥UD Tani maju Arcawinangun dan KUD Ajibarang.

Dari wawancaﬁa itu juoas diperoleh datas bahws  KUD
menvayvangkan larangan menjual kambaii sabam—sahan vysang

telah dibeli Ekepada pearusahaan  swasta, Farana dengan

keterntuan itu KUD tidak akan dapat mengambil keunfungan

tersebat  jauh lebibh menarik daei dividen, yang &enural

. T S S ) e by e = _ o g 1 T
Yang diputuskan wmEntk meEmb AVWERL smLlaTld Jrogram vaind dihiat
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lunas. dengasn kats lain, pengembalian piciaman

un Tl Ahosuran dengan perincian 75 00¥ 0 dass Jumlahk
o for  pmemd o o3 idei + e A Y S R L pp— T
2Rl BESTIapn ividen dan 30X 1 Ol CHRDIAT CLgUiagan LR

perolehan atas dividsn, akan memerlubkan jangka waktu
oselunasan  vang panjang sampai saklam tersshot lunas.

N

ini dapat dihubungkan dengan dividen vang akan diterima

dari perusahasn swastg adalah didasarkan atas jenis sa-—
namnya sebagai saham biasa.

Falau diperhatikas akibat kenyataan iainnva, maka

—

dapat dilifkat bhahwa kedudubkan saham KUD dalism  perusahaan

swasta kurang mendapatkan keuntungan jangka pandzk  dan

y bhispis KUD

‘Kl

kurang herfaesdah untuk mandubung peEngemban:

KUD Mustiks maupun EUD Aris pada =sat merslisd mencadakan
Wawantara, yang mengarah kepads tuntutas  tindak Iangut
dari pelzkssnaan pemiliban saham cerusahasan SWwasSts oleh
¥UD ke arah langkah yvang berfasdah  dalam bldang dasaha




Ban tingdal lanmiut
Barfasd
mavmn

al sattamny .

brtuk Keuntungan

cemilikannya atas =

dalam bentuk dividern

¥aitu pamberian abkza

Eardasérkan canekana
tersebut ﬁi atas, mak
Kaan swaszts oleh
sama dalam bidang usa
Derysahaan
menjamnmin

agair  dapat

U,

Swasta dan KUD gGan dilak
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yang didapat ¥UD-xUD bersshut  dalam

ahiam perusahaan Snacsts, tidat zaiz

» tetani dalam arti vang lebih luas
A,

5 &

U untuk mengembanghan blﬁniafusahanya.

N antisipasi terhad

8 pelaksanaan pemilik

diikuts

1
£,
i
-

Rarus

Na melalui keterkaita

lancarnva ar

tRsar., Selanjutnya skan meanciptakan =ty bui=—¥-]

&#an

hal ing sekaligus dagst MmEnja

- e ,
R0,

£=adaan  demikian akan menjadi Uava panve

. -

EEngsabangan bomerasi cailam B
, .

3 terbuks kag:
A8 permasalahan

an saham perusa-

i keria

e |

-1
SLa

S2cara efigien,
il  produksi ks
passyr baci  KKuUn
ntinuitas usakg
izsaian masalah
Sang Bignis,
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Eerdasarkan uraian Yang telah dijabarkan dalam bab I
SAaMIAl Jengan Bab 111 maka daoat diambil kesimpulszn s=bs-
gal berikut @

Sanwus pemil i s3ham perusshaan Swasts sEbagsl wujud

-
i
D

Brosess/ oenciptaan demaokirasi akonomi nam SAaknva masih butul

suatu persiapan baik pada pihak

- -

e

menciptakan Tasilitacs—Fazilitas terutama  vang Gerkaitan

dengan bidang hukumnya mAupUn pada pihak

dan FDﬂEFESl sebagai pelakunva.

——

Balwa .9agasan untui mendorong , membina, dan m@menarik

saktor PDDEFaSl. agar darat Dﬁr%

embang secars bear FEaMA-SanS

jdengan baaan usaha lalnnya. maka tidak cukup hanya membi—

caraban pemlllkan saham olzh kaperasi, seba ai sa{iﬁf/satu

'mlternatlf _untuk 'mengantisipasi semakin zetinggalannya

koperasi/KUD dari badan usaha vang lainnva.

Keadaan atan kondisi internal dari koperasi/xXUD harus

menjadi perhatian. Y¥ondisi dari £UD vang bersangkatan
~

harus dalam keadaan siap untuk

Hambatan—hambatan internal baitk
manajemen maupun sumber dava maa

dupan koperasi/kEUD sehingga ber

nragramihidangnhidang usaha dan

CBesara bersams—sama diatasi,

diajak maju, dalam arti

nusia vang mewarnai kehi-
pengarul  dalam gsnetagan

pencagaian  tujuan  harus
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mEmacsd |
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tiriva dalas

dan  hukum teraghul Eimbrsl
dairi mazalah-masalah DErusa—
haan swasta gleh kmperégi dengan membuka resempatan vano
sam&  dan adil bagi semus bonerasi untgk mmosraleh sahbam,
kesemgatan mendapat pembagian-keu tungén, Yang seimbang
dengan prospek cengembangan kaperasi, kesempatan beruszaha

bhagi koperasi dengan Pengembangan bisnie koperasi,

E. Saran

1. Baran Umum

&. Fengembangan melalui  program

saham perlu dissrtai

langhkah-langkah baru untuk membina dan

bondisi Yang kondusif oRrrembanoan
hoperasi/sun | yamunl
L. Mambina HEmAT LS roperasl/EUD untol  senguasai
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<o EHUInA kerjas sams antars EEFUSHANAAN Smasty o

aspek misalnvs, pEroajakan.,

ran Femerintah Yang mengatur keerja sama artars
peErusahaan ,éwaita denoan Loperasi, SO&F
hoperasi/kKUupD lgbih mampt memanfaatitan dan mEraih
kesempatan ssarta ueluénﬂ prrogram oemilikan - Baham
perusahaan  swasta oleh kaperasi; yang diiringi
kemaampouan bekerjasama usaha dengan  perusahasn
Swasta.

Farly REnanganan kegisatan pembinaan, penvuluhan
sampai kepada kesadsran nukum perkonsrasian.

Farlu - implementasi Perundang-undangan vang mendu—
kung pangamnbangan dan Femantapan pemilikan saham

parusahaan swasta olsh Koperasi vang telah ada dan

memadsal serts  dapat memberikan dampak oositif
kepada Rihak—-pinak Yang  berdenentingar dalam

peiaksanaan pemiliikas saham psruszhaan -wasts oleh

Lt

pErasi/ Kb,

e

TPT-PUSTAK - T

v A

\____1_..._.__--—---—-—-'
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